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QANUN KABUPATE GAYO LUES 
NOMOR 2 T HUN 2024 

TENT~G 
PAJAK KABUPATEN DAN Rf TRIBUSI KABUPATEN 

BISMILLAHIRRAH ANIRRAHIM 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI GAY LUES, 

Menimbang a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pe erintahan Daerah, pajak daerah dan 

retribusi daerah ditete~pkan dengan undang-undang yang 
pelaksanaan diatur lebi lanjut dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa sesuai ketentu Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 ten tang Hu , ungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah D · erah, seluruh kentuan pajak daerah 
dan retribusi daerah d tetapkan dalam 1 (satu) peraturan 
daerah yang menjadi da ar pemungumutan pajak daerah dan 
retribusi daerah di daera ; 

C. 

Mengingat : 1. 

bahwa berdasarkan pe timbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruib perlu membentuk qanun tentang 
Pajak Kabupaten dan Re ribusi Kabupaten; 

Pasal 18 ayat (6) Und g-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Bara Daya, Kabupaten Gayo Lues, 
Kabupaten Aceh Jaya, K bupaten Nagan Raya dan Kabupaten 
Aceh Tamiang di Pro ·nsi Nanggroe Aceh Darussalam 
(Lembaran Negara Repub ik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 4179); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 62, Tambahan Le baran Negara Nomor 4633); 

4. Undang-Undang Nomor tahun 2009 tentang pertambangan 
Mineral dan Batu B a (Lembaran Negara Rebpublik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, (Tambahan Lembarann 
Negara Rebpuklik Indon sia Nomor 4959) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang- · ndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Unda g-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan ineral dan Batu Bara (Lembaran 
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Negara Republik Indo esia Tahun 2020 Nomor 147, 
Tambahan Lembaran Ne iara Republik Indonesia Nomor 6525); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4, tentang 
Pemerintahan Daerah (Jmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norn r 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Unda g Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Ondang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta un 2023 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor 5587); 

6. Undang-Undang No:mor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemeri tah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; 

7. Peraturan Pemerintah Npmor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pernafaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Dr erah (Lembaran Negara Rebpublik 
Indonsia Tahun 2010 Noror 119 Tambahan Lembaran Negara 
Rebpublik lndonsia Norn 5161); 

8. Peratuaran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
lndonsia Tahun 2021 No or 26 Tambahan Lembaran Negara 
Rebpublik Indonsia Norn 6628) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang 
Penggunaan Tenaga Kerj . Asing ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6646) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pemungutan Pajak Bar g dan Jasa tertentu atas Tenaga 
Listrik (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 17, Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6848); 

11. Peraturan Pemerintah 
Ketentuan Umum Pajak 

omor 35 Tahun 2023 tentang 
aerah Dan Retribusi Daerah. 

Dengan Persetuj an Bersama 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES 

DAN 

BUPATI GAY 1 LUES 

MEMUTU ' KAN: 

si 
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Menetapkan: QANUN KABU PATEN AYO LUES TENTANG PAJAK 
KABUPATEN DAN RETRIB SI KABUPATEN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupl lten Gayo Lues. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Gayo Lues sebagai 

unsur penyelenggar pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksan • an urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan aerah otonom. 

3. 

4. 

5 . 

Bupati adalah Bupati f ayo Lues. 

Dewan Perwakilan R$.kyat Kabupaten yang selanjutnya 

disingkat DPRK adal~ lembaga perwakilan rakyat daerah 
Kabupaten Gayo Lues yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemeri tah daerah. 
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pemungut pajak 
Daerah dan/ a tau r9tribusi Daerah adalah perangkat 
Pemerintah Daerah emungut pajak Daerah dan/ atau 
retribusi Daerah. 

6. Pejabat adalah pegawa yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan Daerah , an/ atau retribusi Daerah sesuai 
dengan peraturan per ndang-undangan. 

7 . Pajak Daerah yang elanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi a tau badan ykng bersifa t memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, den~an tidak mendapatkan irnbalan 
secara langsung dan igunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya emakmuran rakyat. 

8. Retribusi Daerah ya g selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan Da ah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/ a tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pri adi atau badan. 

9. 

10. 

Subjek Pajak adalah o ang pribadi atau badan yang dapa t 
dikenai Pajak. 

Wajib Pajak adalah cy-ang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar Pajak, pem tong Pajak, dan pemungut Pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah . 
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11. Penanggung Pajak ad , lah orang pribadi atau badan yang 
bertanggung jawab atais pembayaran Pajak, termasuk wakil 
yang menjalankan hJk dan memenuhi kewajiban Wajib 
Pajak menurut ketent an peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

12. Subjek Retribusi ada h orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/ menik 
dan/atau perizinan. 

pelayanan barang, 

13. Wajib Retribusi adal orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemot ng retribusi tertentu. 

14. Badan adalah sekum ulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatua , baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usah milik negara, badan usaha milik 
daerah, atau badan usaha milik kampung, dengan nama 
dan dalam bentuk ap1 pun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi so 'al politik, a tau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya , termasuk kontrak 
investasi kolektif dan entuk usaha tetap. 

15. 

16. 

Pajak Bumi dan Bang nan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai , dan/ atau 
dimanfaatkan oleh or8fg pribadi atau Badan. 

Bumi adalah permuklan bumi yang melipu ti tanah dan 
perairan pedalaman. 

17. Bangunan adalah ko struksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tet di atas permukaan Bumi dan di 
bawah permukaan Bu 1. 

18. Bea Perolehan Hak atas Tanah da n Bangunan yang 
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan 
hak atas tanah dan/ ati u Bangunan. 

19. Hak atas Tanah dan atau Banguna n adalah hak atas 
tanah, terrnasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di 
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di 
bidang pertanahan da Bangunan. 

20. Pajak Barang dan Jas Tertentu yang sela njutnya disingkat 
PBJT adalah Pajak ya g dibayarkan oleh konsumen akhir 
atas konsumsi barang , an/ atau ja sa tertentu. 
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21. Makanan dan/atau M' uman adalah makanan dan/atau 
minuman yang disedi · kan, dijual dan/atau diserahkan, 
baik secara langsung aupun tidak langsung, atau melalui 
pesanan oleh restoran. 

22. Tenaga Listrik adalah enaga atau energi yang dihasilkan 
oleh suatu pembangki tenaga listrik yang didistribusikan 
untuk bermacam peral tan listrik. 

23. Jasa Perhotelan adalat jasa penyediaan akomodasi yang 
dapat dilengkapi deng jasa pelayanan makan dan minum, 
kegiatan hiburan, dan/ tau fasilitas lainnya. 

24. Jasa Parkir adalah jas penyediaan atau penyelenggaraan 
tern pat parkir di luar badan jalan dan/ a tau pelayanan 
memarkirkan kendara n untuk ditempatkan di area parkir, 
baik yang disediaka berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disedia an sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat pen tipan Kendaraan Bermotor. 

25. Jasa Kesenian dan Hi uran adalah jasa penyediaan atau 
penyelenggaraan sem a jenis tontonan, pertunjukan, 
permainan, ketangkas n, rekreasi , dan/ atau keramaian 
untuk dinikmati. 

26. Pajak Reklame adalah ajak atas penyelenggaraan reklame. 

27. Reklame adalah bend , alat, perbuatan, a tau media yang 
bentuk dan corak r · gamnya dirancang untuk tujuan 
komersial memberkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap 
sesuatu. 

28. Pajak Air Tanah yan selanjutnya disingkat PAT adalah 
Pajak atas pengambila dan/atau pemanfaatan air tanah. 

29. 

30. 

Air Tanah adalah air yfng terdapat di dalam lapisan tanah 
atau batuan di bawah , ermukaan tanah. 

Pajak Mineral Bukan gam dan Batuan yang selanjutnya 
disebut Pajak MBL~ adalah Pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral b kan logam dan batuan dari sumber 
alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk 
dimanfaatkan. 

31. Mineral Bukan Log dan Batua n yang selanjutnya 
disingkat MBLB adalaljl mineral bukan logam dan batuan 
sebagaimana dimaksu~ di dalam peraturan perundang­
undangan di bidang m · eral dan batu bara. 

32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan 
pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. 
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33. Bun.mg Walet adalah s twa yang termasuk marga collocalta, 
yaitu collncalia fuchlia haga, collocalia maxina, collocalia 
esculanta., dan collocal a linchi. 

34. Op sen adalah 
persentase tertentu. 

tan tambahan Pajak menurut 

35. Opsen Pajak Kendara 
Opsen PKB adalah 
kabupaten/kota atas 
peraturan perundang-

Bermotor yang selanjutnya disebut 
Opsen yang dikenakan oleh 

okok PKB sesuai dengan ketentuan 

36. Opsen Bea Balik ama Kendaraan Bermotor yang 
selanjutnya disebut psen BBNKB adaJah Opsen yang 
dikenakan oleh kabu~ten/kota atas pokok BBNKB sesuai 
dengan ketentuan percJuran perundang-undangan. 

37. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
selanjutnya disebut O 

1

sen Pajak MBLB adalah Opsen yang 
dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai 
dengan ketentuan per uran perundang-undangan. 

38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat NPWPD adailah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai s~ ana dalam administrasi perpajakan 
daerah yang dipergu~ akan sebagai tanda pengenal diri 
atau identitas Wajib ajak dalam melaksanakan hak dan 
memenuhi kewajiban erpajakan daerahnya. 

39. Nomor Objek Pajak aerah yang selanjutnya disingkat 
NOPD adalah nomor i entitas objek Pajak sebagai sarana 
dalam administrasi pe I ajakan dengan ketentuan tertentu. 

40. Nilai Jual Objek Paja yang selanjutnya disingkat NJOP 
adalah harga rata-rat yang diperoleh dari transaksi jual 
beli yang terjadi secar wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, NJ<l)p ditentukan melalui perbandingan 
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP peng~anti. 

41. Pemungutan adalah sh atu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data o~ek dan subjek Pajak atau Retribusi, 
penentuan besarnya .fajak atau Retribusi yang terutang 
sam.pai kegiatan Pen1ihan Pajak atau Retribusi kepada 
Wajib Pajak atau ajib Retribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 

42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD ad ah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk m}laporkan penghitungan dan / atau 
pembayaran Pajak, o~jek Pajak dan / atau bukan objek 
Pajak, dan/atau ha a dan kewajiban sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

Daerah. 

43. Surat Pemberitahu Objek Pajak yang selanjutnya 
disingkat SPOP adala surat yang digunakan oleh Wajib 
Pajak untuk melapor an data subjek dan objek PBB-P2 
sesuai dengan keten t an peraturan perundang-undangan 
perpajakan Daerah. 

44. Surat Ketetapan Paj 
SKPK adalah surat 

Daerah yang selanjutnya disingkat 
etetapan Pajak yang menen tukan 
Pajak yang terutang. 

45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah bukti embayaran atau penyetoran Pajak 
yang telah dilakukan engan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan deng n cara lain ke kas Daerah melalui 
tempat pembayaran y ng ditunjuk oleh Bupati. 

46. 

47. 

48. 

49. 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 
disingkat SPPT adal h surat yang digunakan untuk 
memberitahukan bes PBB-P2 yang terutang kepada 
Wajib Pajak. 

Surat Ketetapan Pa ak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkatl SKPKKB adalah surat ketetapan 
Pajak yang menentu an besarnya jumlah pokok Pajak, 
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok Pajak, besarny sanksi administratif, dan jumlah 
Pajak yang masih ha s dibayar. 

Surat Ketetapan Paja Daerah Kurang Bayar Tambahan 

yang selanjutnya dfiingkat SKPKKBT adalah surat 
ketetapan Pajak yang enentukan tambahan atas jumlah 
Pajak yang telah diteta kan. 

Surat Ketetapan Paj k Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPKN ad . lah surat ketetapan Pajak yang 
menentukan jumlah okok Pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit Pajak au Pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit Pajak. 

50. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar yang 

51. 

selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat ketetapan 
Pajak yang menentu an jumlah kelebihan pembayaran 
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada 
Pajak yang terutang at · u seharusnya tidak terutang. 

Surat Tagihan Pajak baerah yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah surat l~ntuk melakukan tagihan Pajak 
dan/atau sanksi ad 1inistratif berupa bunga dan/ atau 
denda. 
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52. Surat Keputusan Pem etulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalah n tulis, kesalahan hi tung, dan/ a tau 
kekeliruan dalam pe erapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang undangan perpajakan Daerah yang 
terdapat dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, 
SKPKLB, STPD, Sura Keputusan Pembetulan, atau Surat 
Keputusan Keberatan. 

53. 

54. 

Surat Keputusan Kebr ratan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, 
SKPKN, SKPKLB, tau terhadap pemotongan atau 
Pemungutan pihak ke ·ga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

Putusan Banding addlah putusan badan peradilan pajak 
a~a~ banding ter~adap Surat Keputusan Keberatan yang 
d1aJukan oleh WaJib PaJak. 

55. Penelitian adalah se angkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk menilai keleng a pan pengisian surat pemberitahuan 
atau dokumen lain ang dipersamakan dan lampiran­
lampirannya termas k penilaian tentang kebenaran 
penulisan dan penghltungannya serta kesesuaian antara 
surat pemberitahuan engan SSPD. 

56. Penagihan adalah ser gkaian tindakan agar Penanggung 
Pajak melunasi utan Pajak dan biaya Penagihan Pajak 
dengan menegur at u memperingatkan, melaksanakan 
Penagihan seketika d n sekaligus, memberitahukan surat 
paksa, mengusulkan encegahan, melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan penya deraan, dan menjual barang yang 
telah disita. 

57. Penagiha n Seketika dan Sekaligus adalah tindakan 
Penagihan pajak yan , dilaksanakan oleh jurusita Pajak 
kepada Penanggung Pfjak tanpa menunggu tanggal jatuh 
tempo pembayaran ya:hg meliputi seluruh utang Pajak da ri 
semua jenis Pajak, ma a Pajak, dan tahun Pajak. 

58. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 
termasuk san ksi ad inis tra tif berupa bunga, denda, 
dan/atau kenaikan y g tercantum dalam surat ketetapan 
Pajak atau surat . eJemsnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan erpajakan daerah. 

59. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat 
untuk menegur Waji Pajak ata u Wajib Retribusi untuk 
melunasi Utang Pajak . tau utang Retribusi. 

60. Surat Paksa adalah s J rat perintah membayar Utang Pajak 
dan biaya Penagihan P jak. 
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Jurusita Pajak adalah elaksana tindakan Penagihan Pajak 
yang meliputi Penarhan Seketika dan Seka1igus, 
pemberitahuan Surat R ksa, penyitaan dan penyanderaan. 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/ a tau bukti yang 
dilaksanakan secara o ~ektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar Pemertksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajib~ Pajak dan Retribusi dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-bndangan perpajakan dan Retribusi 
Daerah. 1 

Tahun Pajak adalah j ngka waktu yang lamanya I (satu) 
tahun kalender, kecua i apabila Wajib Pajak menggunakan 
tahun buku yang tid sama dengan tahun kalender. 

Jasa Umum adalah jctsa yang disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daeriah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari 
keuntungan karena pida dasarnya dapat pula disediakan 
oleh sektor swasta. 

66. Perizinan Tertentu a alah kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangkal:emberian izin kepada orang pribadi 
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengend ian dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang, s rta penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, s ana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepenting n umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

67. Surat Ketetapan R tribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalf-h surat ketetapan Retribusi yang 
menentukan besarnyr jumlah pokok Retribusi yang 
terutang. 

68. Surat Ketetapan Ret busi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat

1 
SKRDLB adalah surat kete tapan 

Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
Retribusi karena jurhlah kredit Retribusi lebih besar 
daripada Retribusi y ng terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

69. Surat Tagihan Retribu i Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi 
dan/atau sanksi ad , inistratif berupa bunga dan/atau 
denda. 
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70. Sadan Layanan Umu Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistem ang diterapkan oleh satuan kerja 
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah 
pada satuan kerja pe angkat daerah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam p a pengelolaan keuangan sebagai 
pengecualian dari kete tuan pengelolaan keuangan daerah 
pada umumnya. 

71. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat 
PBJT adalah Pajak ya g dibayarkan oleh konsumen akhir 
atas konsumsi barang r an/ atau jasa tertentu. 

Barang dan Jasa Terteptu adalah barang dan jasa tertentu 
yang dijual dan/ atau dtserahkan kepada konsumen akhir. 

72. 

Pasal2 

(1) Maksud ditetapkan Q nun ini adalah untuk memenuhi 
ketentuan peraturan , erundang-undangan dalam rangka 
mewujudkan kepasti n hukum atas penyelenggaraan 
pemungutan pajak Ka upaten dan retribusi Kabupaten. 

(2) Tujuan ditetapkanny 
melaksanakan pemun 
Kabupaten guna meni 

Ruang lingkup Qanun ini 
a. Pajak Kabupaten 
b. Retribusi Kabupaten 

Qanun ini adalah untuk dapat 
utan pajak Kabupaten dan retribusi 
gkatkan penerimaan Kabupaten. 

asal 3 

c. Tata cara Pemungut n pajak Kabupaten dan retribusi 
Ka bu paten 

AB II 
AJAK 

Bag an Kesatu 
Je is Pajak 

r asal 4 

Pajak yang dipungut oleh emerintah Kabupaten, terdiri atas: 
1. PBB-P2 
2. BPHTB 
3. PBJT 
4. Pajak Reklame 
5. PAT 
6. Pajak MBLB 
7. Pajak Sarang Burung W et 
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8. Opsen PKB 
9. Opsen BBNKB 

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang 
dipungut berdasarkan p etapan Bupati terdiri atas: 
a. PBB-P2; 

b. Pajak Reklame; 

C. PAT; 

d. Opsen PKB; dan 

e. Opsen BBNKB; 

(2) Jenis pajak sebagaim a dimaksud dalam Pasal 4 yang 

dipungut berdasarkan p rhitungan sendiri oleh Wajib Pajak 

terdiri atas: 

a. BPHTB; 

b. PBJT atas: 

1. Makan dan/ atau mum 

2. Tenaga Listrik 

3. Jasa Perhotelan 

4. Jasa Parkir dan 

5. Jasa Kesenian da Hiburan 

c . Pajak MBLB; 

d . Pajak Sarang Burun . Walet; 

(3) Dokumen yang digunak n sebagai dasar pemungutan jenis 

Pajak sebagaimana di , aksud pada ayat (1) antara lain 

adalah surat pajak Kabupaten dan surat 

pemberitahuan pajak te u tang. 

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis 

Pajak sebagaimana di I aksud pada ayat (2) antara lain 

adalah surat pemberit an pajak Kabupaten. 

asal 6 

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/ tau dimanfaatkan oleh orang pribadi 
atau Sadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 



(2) 

(3) 

12 

kegiatan usaha erkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

Bumi sebagaimana di aksud pada ayat ( 1) termasuk 
permukaan Bumi atau pengurukan. 

Yang dikecualikan dari dbjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah k pemilikan, penguasaan. dan/ atau 
pemanfaatan atas: 
a . Bumi dan/atau Ba gunan kantor Pemerintah, kantor 

Pemerintahan Daera , dan kantor penyelenggara negara 
lainnya yang dicata sebagai barang milik negara atau 
barang milik Daerah ; 

b. Bumi dan/ a tau Ban . unan yang digunakan semata mata 
untuk melayani kepentingan umum di bidang 
keagamaan, panti osial, kesehatan, pendidikan , dan 
kebudayaan nasion , yang tidak dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntu gan; 

c. Bumi dan/atau Ban unan yang semata-mata digunakan 

untuk temp~t n:1akJ (kuburan), peninggalan purbakala, 
atau yang seJems; 

d. Bumi yang merupak n hutan lindung, hutan suaka alam, 
hutan wisata, tamap nasional, tanah penggembalaan 
yang dikuasai oleh esa, dan tanah negara yang belum 
dibebani suatu hak; 

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh 

f. 

perwakilan diplomatjk dan konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal bal~·k; 
Bumi dan/atau Ban unan yang digunakan oleh badan 
atau perwakilan lej aga internasional yang ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri yang mengatur Urusan 
Pemerintahan di bidang keuangan; 

g. Bumi dan/ a tau BI gunan tempat tinggal lainnya 
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh 
bupati;dan 

h. Bumi dan/atau Baiigunan yang dipungut pajak bumi 
dan bangunan oleh Pemerintah. 

PasL 7 
I 

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adhlah orang pribadi atau Sadan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/ atau m mperoleh manfaat atas Bangunan. 

(2) Wajib Pajak PBB-P2 ad ah orang pribadi atau Sadan yang 
secara nyata mempunyr suatu hak atas Bumi dan/ atau 

Paraf KoordJnasi 



( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

( 5) 

(6) 

(7) 

(8) 

( 1) 

(2) 
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memperoleh manfaat tas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/ a tau merperoleh manfaat atas Bangunan. 

Pasa 8 

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 

NJOP sebagaimana di aksud pada ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan proses penil ian PBB-P2. 

NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar 
Rpl0 .000.000,00 (sepul h juta rupiah) untuk setiap Wajib 
Pajak. 

DaJam hal Wajib Pajak emiliki atau menguasai lebih dari 
satu objek PBB-P2 di s tu wilayah kabupaten, NJOP tidak 
kena pajak sebagaiman dimaksud pada ayat (3) hanya 
diberikan atas salah sat , objek PBB-P2 untuk setiap Tahun 
Pajak. 

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya 
kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan Bumi 
dan/ a tau Bangunan. I 
Saat yang menentukan t' ntuk menghitung PBB-P2 terutang 
sebagaimana dimaksud ada ayat (5) merupakan menurut 
keadaan objek PBB-P2 p da tanggal 1 Januari. 

Wilayah Pemungutan RBB-P2 yang terutang merupakan 
wilayah Daerah yang mel'puti letak objek PBB-P2. 

Termasuk dalam wilaya.H Pemungutan PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) f merupakan wilayah Daerah tempat 
Bumi dan/atau Bangun n berikut berada: 

a. Perairan darat serta angunan di atasnya; dan 
b. Bangunan perairan darat yang konstruksi tekniknya 

terhubung dengan B ngunan yang berada di daratan. 

fasal 9 

Dasar pengenaan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) ditetap an paling rendah sebesar 20% (dua 
puluh persen) dan pali9g tinggi 100% (seratus persen) dari 
NJOP setelah dikurangi r JOP tidak kena pajak. 

Besaran persentase se~~gaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
atas kelompok obj k PBB-P2 dilakukan dengan 
mem pertim bangkan: 
a. kenaikan NJOP hasil penilaian; 
b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau 
c. klasterisasi NJOP da am satu wilayah kabupaten 
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(3) Ketentuan lebih lanju mengenai besaran persentase 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud ada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

P sal 10 

( 1) Tarif PBB-P2 ditetapkan , aling tinggi sebesar 0,5% (nol koma 
lima perseratus). 

(2) Tarif PBB-P2 sebagaim na dimaksud pada ayat ( 1) yang 
berupa lahan produksi pkngan dan ternak ditetapkan paling 
tinggi sebesar 0.2 % (nol oma dua perseratus) 

Pj sal 11 

Besaran pokok PBB-P2 y➔ terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 8 ayat (6) dengan arif PBB-P2 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10. 

Tahun pajak PBB-P2 adalah j ngka waktu l(satu) tahun kalender. 

PI sal 13 

(!) Besaran NJOP sebagaimLa dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I) 
ditetapkan dengan keput san Bupati. 

(2) Besarnya NJOP sebag imana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun , kecuali untuk objek PBB-P2 
tertentu dapat ditetap~an setiap tahun sesuai dengan 
perkembangan wilayahnw.. 

(3) NJOP sebagaimana di aksud pada ayat ( 1) dihitung 
berdasarkan harga rata- ata yang diperoleh dari transaksi 
jual beli yang terjadi secafa wajar. 

(4) Dalam hal tidak diperJ leh harga rata-rata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat 
dilakukan dengan metod : 
a. p~r~andingan harga ~engan objek lain yang sejenis; 
b. n1lai perolehan baru; . tau 
c. nilaijual pengganti. 

(5) NJOP sebagaimana dim ksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
ditetapkan berdasarkan 

(6) Ketentuan lebih lanjut , engenai penilaian PBB-P2 diatur 
dengan Peraturan Bupati 

Paraf Koordinasi 
I 
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Par graf 2 
Bea Perolehan Hak Atas anah dan/atau Bangunan 

(B TB) 

(1) Objek BPHTB adalah 
Bangunan. 

Hak atas Tanah dan / atau 

(2) Perolehan Hak atas Tan h dan/ atau Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) eliputi: 
a. pemindahan hak ka ena : 

1. jual beli; 
2. tukar menukar; 
3. hibah; 
4. hibah wasiat; 
5. waris; 
6. pemasukan dal m perseroan atau badan hukum 

lain; 
7. pemisahan hak ang mengakibatkan peralihan; 
8. penunjukan pe beli dalam lelang; 
9 . pelaksanaan p tusan hakim yang mempunyai 

kekuatan huku tetap; 
10. penggabungan saha; 
11. 
12. pemekaran usah ; atau 
13. hadiah. 

b. Pemberian hak baru . arena: 
1. kelanjutan pelep san hak; atau 
2. di luar pelepasa hak. 

(3) Hak atas Tanah dan/ ata Bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah: 
a. hak rnilik; 
b. hak guna usaha; 
c. hak guna bangunan; 
d. hak pakai; 
e. hak milik atas satua rumah susun; dan 
f. hak pengelolaan. 

(4) Yang dikecualikan dari o ~ek BPHTB adalah Perolehan Hak 
atas Tanah dan/atau Ban unan: 
a. untuk kantor Pe erintah, Pemerintah Daerah, 

penyelenggaraan neg . ra dan lembaga negara la innya 
yang dicatat sebagai barang rnilik negara atau barang 
milik daerah; 

Paraf Koordinasi 
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b. oleh negara un tu penyelenggaraan pemerin tahan 
dan/ a tau untuk , elaksanaan pembangunan guna 
kepentingan umum; 

c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional 
dengan syarat tidak enjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan lain di lu · r fungsi dan tugas badan a tau 
perwakilan lembag tersebut yang diatur dengan 
Peraturan Menteri; 

d. untuk perwakilan di lomatik dan konsulat berdasarkan 
asas perlakuan timb balik; 

e. oleh orang pribadi atau Sadan karena konversi hak atau 
karena perbuatan J1ukum lain dengan tidak adanya 
peru bahan nama; 

f. oleh orang pribadi at u Sadan karena wakaf; 

g. oleh orang pribadi t au Sadan yang digunakan untuk 
kepen tingan ibadah; , an 

h. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan 
ketentuan peraturan erundang-undangan. 

J. 

Keriteria pengecuali 
berpenghasilan rend 
(4) huruf h yaitu 
dengan keriteria terte 

n objek SPHTS bagi masyarakat 
sebagaiman dimaksud pada ayat 

tuk kepemilikan rumah pertama 
tu yang ditetapakan oleh Wali Kota. 

Keriteria tertentu selagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan 
pembangunan dan erolehan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rend · h yang diatur oleh meteri yang 
menyelengarakan rusan pemerintahan dibidang 
pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

( 1) Subjek Pajak SPHTS ad lah orang pribadi atau Sadan yang 
memperoleh Hak atas Taf ah dan/ atau Sangunan. 

(2) Wajib Pajak SPHTS adaiah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh Hak atas Ti ah dan/ a tau Bangunan. 

Pl sal 16 

(1) Dasar pengenaan SP:t1:B adalah nilai perolehan objek 
pajak sebagaiman dia~ur dalam peraturan perundang­
undangan yang mengatulmengenai Pajak dan Retribusi. 

(2) Nilai perolehan objek p jak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sebag.hl berikut: 

a. harga transaksi unt k jual beli; 

asl 



(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

b. 

C. 
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nilai pasar untuk t kar menukar, hibah, hibah wasiat, 

waris, pemasukan dtlam perseroan atau badan hukum 
lainnya, pemisahan ak yang mengakibatkan peralihan, 
peralihan hak karen pelaksanaan putusan hakim yang 
mempunyai kekuat~ hukum tetap, pemberian hak 
baru atas tanah sebrgai kelanjutan dan pelepasan hak, 
pemberian hak bar~ atas tanah diluar pelepasan hak, 
penggabungan usara, peleburan usaha, pemekaran 

usaha, dan hadiah; r an 

harga transaksi yarpg tercantum dalam . risalah lelang 
untuk penunjukan pembelian dalam lelang. 

Dalam ha! nilai perol ehan objek pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah 
daripada NJOP yang d gunakan dalam pengenaan pajak 
bumi dan bangunan pad tahun terjadinya perolehan, dasar 
pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang 
digunakan dalam pengenFan pajak bumi dan bangunan pada 
tahun terjadinya peroleh! n. 

Dalam menentukan besa.riran BPHTB terutang, Pemerintah 
Kabupaten Gayo Lues enetapkan nilai perolehan objek 
pajak tidak kena pajak ebagai pengurang dasar pengenaan 
BPHTB sebagaimana di,aksud pada ayat ( 1). 

Besarnya Nilai Perolehdn Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NPOPTKP) ditetapkan s~besar Rp. 80.000.000,00 (delapan 
puluh juta rupiah) untuW perolehan hak pertama Wajib Pajak 
di wilayah Kabupaten oa/yo Lues tempat terutangnya BPHTB. 

Dalam hal perolehan h I k karena hibah wasiat a tau waris 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a 
angka 4, dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang 
masih dalam hubung keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu d rajat ke atas atau satu derajat ke 
bawah dengan pemberia hibah wasiat atau waris termasuk 
suami/istri, nilai perol an objek pajak tidak kena pajak 
ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah). 

Tarif BPHTB ditetapkan sebe 5% (lima persen). 

( 1) Be saran pokok BPHTB ang teru tang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar penge , aan BPHTB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat ( 1) dengan dasar pengenaa n pajak 
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sebagaimana dimaksui dalam Pasal 15 ayat ( 1) setelah 
dikurangi nilai perole an objek pajak tidak kena pajak 
sebagaimana dimaksu dalam Pasal 16 ayat (5) dan/atau 
ayat (6), dengan tarif B HTS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17. 

(2) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan 
wilayah daerah tempat anah dan/atau bangunan berada. 

(1) Saat terutangnya BPH ditetapkan: 

(2) 

(3) 

a. pada tanggal dib at dan ditandatanganinya perjanjian 
pengikatan jual b li untuk jual beli; 

b. pada tanggal dibu t dan ditandatanganinya akta untuk 
tukar-menukar, ibah, hibah wasiat, pemasukan 
dalam persero atau badan hukum lainnya, 
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 
penggabungan u aha, peleburan usaha, pemekaran 
usaha, dan/ a tau adiah; 

c. pada tanggal pen imaan waris atau yang diberi kuasa 
oleh penerima w ris mendaftarkan peralihan haknya 
kekantor bidang p rtanahan untuk waris; 

d. pada tanggal pu usan pengadilan yang mempun_yai 
kekuatan hukum ·ang tetap untuk putusan hakim; 

e. pada tanggal dite bitkannya surat putusan pemberian 
hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai 
kelanjutan dari pelepasan hak; 

f. pada tanggal dite!jbitkannya surat putusan pemberian 
hak untuk pembe ian hak baru diluar pelepasan hak; 
atau; 

g. pada tanggal pe unjukan pemenang lelang untuk 
lelang. 

Pajak yang terutang h rus dilunasi pada saat terjadinya 
perolehan hak sebagaimfna dimaksud pada ayat (1). 

Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/ a tau 
bangunan tidak menggpnakan perjanjian pengikatan jual 
beli sebagaimana dimak1ud pada ayat (1) huruf a, maka saat 
terutang BPHTB untl.j.k jual beli adalah pada saat 
ditandatanganinya akta jual beli. 

asal 20 
( 1) Pejabat pembuat akta ta ah atau notaris sesuai 

kewenanganya wajib: 

a. Meminta bukti pe bayaran BPHT kepada Wajib Pajak, 
sebelum menand tangani Hak atas Tanah dan / atau 
Bangunan;dan 
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b. Melaporkan pem~ ataan perjanjian pengikatan jual 
beli dan/ atau ak~a atas tanah dan/ atau Bangunan 
kepada Wali Kott paling lam bat Pada tanggal 10 
( sepuluh) bulan be!riku tnya. 

(2) Dalam hal pejabat p1mbuat akta tanah at.au notaris 
melanggar kewajiban sefagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dikenakan sangsi adminrtratif berupa: 

a. Denda sebesar f. 10.000.000, 00 (sepuluh jut.a 

(1) 

rupiah) untuk etiap pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ay t (1) huruf a; dan/atau 

b. Denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
untuk setiap lap ran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf b. 

asal 21 

Kepala kantor bidang .-rrtanahan hanya dapat melakukan 
pendaftaran hak atas talnah atau pendaftaran peralihan hak 

I 
atas tanah setelah ajib Pajak menyerahkan bukti 
pembayaran BPHTB. 

(2) Kepala kantor pertanahan yang melanggar 
ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan 
sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

rasal 22 
Dalam hal perolehan Hak aqs Tanah dan / a tau Bangunan yang 
ditetapkan berdasarkan perarturan perundang-undangan bukan 
merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat 
keterangan bukan objek BPH B. 

P agraf 3 

Pajak Barrurg Jasa Tertentu 
(PBJT) 

P sal 23 

Objek PBJT merupakan Renjualan, penyerahan, 
konsumsi barang dan jasa tertlentu yang meliputi: 
a . Makanan dan/ at.au minuban; 

b. Tenaga Listrik; 

c. Jasa Perhotelan; 

d. Jasa Parkir; dan 

e . Jasa Kesenian dan Hibur n . 

dan/ atau 
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PBJT atas makan n dan /atau minuman 

(1) Penjualan dan/atau enyerahan Makanan dan/atau 

(2) 

Minuman sebagaimana , imaksud dalam Pasal 23 huruf a 
meliputi Makanan dan/a u Minuman yang disediakan oleh; 

a. Restoran yang pali g sedikit menyediakan layanan 
penyajian Makanan an/atau Minuman berupa meja, 
kursi, dan/atau peral . tan makanan dan minuman; 

b. Peyediajasa boga atau katering yang melakukan: 
1 . proses pen yediaan bah an baku dan bahan setengah 

jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian 
berdasarkan pesan 

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan 
berbeda dengan lo asi dimana proses pembuatan dan 
penyimpanan dilak kan; dan 

3. penyajian dilakuka dengan atau tanpa peralatan dan 
petugasnya. I 

Yang dikecualikan dari bjek PBJT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau 
Minuman: 

a. dengan peredaran saha tidak menetap/ berpindah­
pindah menggunakah Gerobak sorong dan tenda di 
pinggir jalan yang tidJ k menggunakan badan jalan; 

b. dilakukan oleh toko walayan dan sejenisnya yang tidak 
semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; 

c. dilakukan oleh pab ik Makanan dan/atau Minuman; 
atau 

d. disediakan oleh pen ( dia fasilitas yang kegiatan usaha 
u tamanya menyedi kan pelayanan jasa menunggu 
pesawat (lounge) pad bandar udara. 

PBJT Ata Tenaga Listrik 

( 1) Objek PBJT atas 
Tenaga Listrik. 

ga Listrik merupakan konsumsi 

(2) 

(3) 

Konsumsi Tenaga Listri sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) merupakan penggun~an Tenaga Listrik oleh pengguna 
akhir. 

Dikecualikan dari kon umsi Tenaga Listrik se bagaimana 
dimaksud pada ayat (2), eliputi: 
a. konsumsi Tenaga oleh instansi Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, d n penyelenggara negara lainnya; 



( 1) 

(2) 
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b. konsumsi Tenaga List k pada tempat yang digunakan oleh 
perwakilan asing berd sarkan asas timbal balik; 

c. konsumsi Tenaga Listr k pada rumah ibadah, pan ti jompo, 
panti asuhan, dan pan i sosial lainnya yang sejenis; 

d. konsumsi Tenaga List ik yang dihasilkan sendiri dengan 
kapasitas tertentu y . ng tidak memerlukan izin dari 
instansi teknis terkait. 

Psal26 

Subjek PBJT atas Tenl ga Listrik merupakan konsumen 
Tenaga Listrik. 

Wajib PBJT atas Tenag Listrik merupakan orang pribadi 
atau Badan yang melakbkan penjualan, penyerahan, dan/ 
atau konsumsi Tenaga Li trik. 

P / sal 27 

( 1} Dasar pengenaan PBJ 
jumlah yang dibayarka 

atas Tenaga Listrik merupakan 
oleh konsumen atas nilai jual 

Tenaga Listrik. 

(2} Dalam hal tidak ter
1 
apat pembayaran sebagaimana 

dimaksud pad a ayat (I) , rasar pengenaan PBJT atas Tenaga 
Listrik dihitung berdasajkan nilai jual Tenaga Listrik yang 
berlaku di wilayah KabuAaten Gayo Lues. 

(I) 

(2) 

(3) 

P sal 28 

Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
27 ayat ( 1) ditetapkan un 

I 
uk: 

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan 
pembayaran; dan 

b . Tenaga Listrik yang d ·1 asilkan sendiri. 

Nilai jual Tenaga Listri , yang ditetapkan untuk Tenaga 
Listrik yang berasal da sumber lain dengan pembayara n 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, dihitung 
berdasarkan: 
a. jumlah tagihan bia a/beban tetap ditambah dengan 

biaya pemakaian k~/variabel yang ditagihkan dalam 
rekening listrik, un tuR pascabayar; dan 

b. jumlah pembelian Te1aga Listrik untuk prabayar. 

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga 
Listrik yang dihasilkan s~ndiri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf b, dihitu I g berdasarkan kapasitas tersed ia , 
tingkat penggunaan listri , jangka waktu pemakaian listrik, 
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dan harga satuan listr k yang berlaku di wilayah Daerah 
Kabupaten Gayo Lues. 

Berdasarkan nilai jual Tfnaga Listrik yang ditetapkan untuk 
Tenaga Listrik yang lherasal dari sumber lain dengan 
pembayaran sebagaimaira dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan nilai jual Tenaga qstrik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat 2, penyed.i~ Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak 
melakukan penghitun+n dan pemungutan PBJT atas 
Tenaga Listrik untuk pe ggunaan Tenaga Listrik yang dijual 
atau diserahkan. 

( 1) Tarif PBJT atas Tena 
(sepuluh perseratus). 

ditetapkan sebesar 10% 

(2) Khusus tarif PBJT atas Te , aga Listrik untuk: 
a. konsumsi Tenaga Li trik dari sumber lain oleh industri, 

pertambangan, min_ ak bumi cian gas alam, ditetapkan 
sebesar 3% (tiga per eratus) ; dan 

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, 
ditetapkan sebesar 1 5% (satu koma lim perseratus). 

asal30 

Saat terutang PBJT atas T; naga Listrik ditetapkan pada saat 
konsumsi/pembayaran atas enaga Listrik. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Saat terutang PBJT tas Tenaga Listrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan pada saat orang pribadi 
atau Sadan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat 
objektif PBJT atas Tena~ Listrik dalam 1 (satu) kurun waktu 
tertentu dalam Masa Pa'ak, dalam Tahun Pajak, atau dalam 
bagian Tahun Pajak s suai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan y ng mengatur Pajak dan retribusi 
daerah. 

Masa Pajak sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
untuk jangka waktu 1 j (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain paling lama (tiga) bulan kalender, yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan PBJT atas T naga Listrik yang terutang. 

Masa Pajak dan Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan ayat (2) <lite apkan dengan Peraturan Bupati. 
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PBJT atas Tenaga Listrik 
tempat konsumsi Tenaga Lis rik. 

l 33 

terutang dipungut di wilayah 

( 1) Hasil penerimaan PBJ atas Tenaga Listrik paling sedikit 
sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk 
penyediaan penerangan alan umum. 

(2) Kegiatan penyediaan pe erangan jalan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat {1) meliputi penyediaan dan 
pemeliharaan infrastru tur penerangan jalan umum serta 
pembayaran biaya ata konsumsi Tenaga Listrik untuk 
penerangan jalan um um 

(3) Dalam hal Pemerint Daerah tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikenakan 
sanksi sesuai dengan keten tuan peraturan perundang­
undangan. 

Pas 

(1) PBJT atas Tenaga Listri dipungut berdasarkan perhitungan 
sendiri oleh Wajib Pajak. 

(2) Ketentuan mengenai t ta cara pemungutan PBJT atas 
Tenaga Listrik sebaga mana dimaksud pad a ayat ( 1) 
mengikuti ketentuan p mungutan Pajak dalam peraturan 
perundang-undangan m ngenai ketentuan umum dan tata 
cara pemungutan Pajak. 

PBJT atai jasa perhotelan 

F>asal35 

( 1} Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
huruf c meliputi jasa p~nyediaan akomodasi dan fasilitas 
penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/ pertemuan 
pada penyedia jasa perhotelan seperti; 
a. hotel; 

b. hostel; 

c. vila; 

d. pondok wisata; 

e. motel; 
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f. losmen; 

g. wisma wisata; 

h. pesanggrahan; 

i. rumah penginapan/g esth9usejbungalo/resort/cottage; 

J. tempat tinggal priba i yang difungsikan sebagai hotel; 

dan 

k. glamping. 

(2) Yang dikecualikan d 
dimaksud pada ayat ( 1), 

Jasa Perhotelan sebagaimana 

a. jasa tempat tinggal · srama yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah atau Pem .rintah Daerah; 

b. jasa tempat tinggal i rumah sakit, asrama perawat, 
panti jompo, panti as han, dan panti sosial lainnya yang 

C. 

d. 

e. 

sejenis; 

jasa tempat tinggal dli pusat pendidikan atau kegiatan 
keagamaan; 

jasa biro perjalanan a au perjalanan wisata; dan 

jasa persewaan ruangl n untuk diusahakan di hotel. 

PBJT atas jas parkir 
Pasal 3 · 

(1) Jasa Parkir sebagaiman · dimaksud dalam Pasal 23 huruf d 
meliputi; 
a . penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; 

dan/ atau 

b. pelayanan memarki kan kendaraan (parkir valet). 

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir 
sebagaimana dimaksud p da ayat (1), meliputi: 
a. jasa tempat par ir yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah dan Pem rintah Daerah; 

b. 

C. 

jasa tempat par ir yang diselenggarakan oleh 
perkantoran yang hrya digunakan untuk karyawannya 
sendiri; 

jasa tempat parkir y ng diselenggarakan oleh kedutaan 
konsulat, dan pe akilan negara asing dengan asas 
timbal balik; dan 
jasa tempat parkir 
oleh kegiatan Ke 
komplek Pendidikan 

innya MeliputiJasa tempat parkir 
gamaan, tern pat i bad ah , dalam 



(1) 

(2) 
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PBJT atas jasa kesen an dan hiburan 
Pasal 7 

Jasa Keseniaan dan Hil:buran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 huruf e melipui i; 
a. tontonan film atau pentuk tontonan audio_ visual lainny~ 

yang dipertontonki n secara langsung d1 suatu lokas1 
tertentu; 

b. pergelaran keseni , musik, tari, dan/atau busana; 

c. kontes kecantikan; 

d. kontes binaraga; 

e. pameran; 

f. pertunjukan sirkus akrobat, dan sulap; 

g. pacuan kuda dan p rlombaan kendaraan bermotor; 

h. 

1. 

J. 

k. 

1. 

permainan ketangkasan; 

olahraga permainan dengan menggunakan 
tempat/ruang dan11atau peralatan dan perlengkapan 
untuk olahraga dan kebugaran; 

rekreasi wahana j air, wahana ekologi , wahana 
pendidikan, waha a budaya, wahana salju, wahana 
permaman, pema cingan, agrowisata, dan kebun 
binatang; 

panti pijat dan pija refleksi; dan 

karaoke dan mandi uap/spa. 

Yang dikecualikan d£i jasa Kesenian dan Hiburan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian 
dan Hiburan yang sema a-mata untuk: 
a. promosi budaya adisional dengan tidak dipungut 

b. 

C. 

bayaran; 

kegiatan layanan 
bayaran; dan/atau 

bentuk kesenian 
dilaksanakan oleh 
yang tidak dipungu 

asyarakat dengan tidak dipungut 

dan hiburan lainnya yang 
emerin tah dan pemerin tah daerah 
bayaran. 

( 1) Dasar pengenaan PBJT ebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen 
barang atau jasa tertent , meliputi: 
a. jumlah pembayarJ ~ yang diterima oleh penyedia 

Makanan dan/ataL Minuman untuk PBJT atas 
Makanan dan/atau inuman; 



(2) 

(3) 

(4) 
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b. nilai j ual Tenaga Lis rik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; 

c. jumlah pembayara kepada penyedia Jasa Perhotelan 
untuk PBJT atas Ja a Perhotelan; 

d. jumlah pembaya an kepada penyedia atau 
penyelenggara te pat parkir dan/ a tau penyedia 
layanan memarkirk n kendaraan untuk PBJT atas Jasa 
Parkir; dan 

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara 
Jasa Kesenian da Hiburan untuk PBJT atas Jasa 
Kesenian dan Hiburjn. 

Dalam hal pembayaran ~f bagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan voucer a au bentuk lain yang sejenis yang 
memuat nilai rupiah ata mata uang lain, dasar pengenaan 
PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya 
terse but. 
Dalam hal tidak te (iapat pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 , dasar pengenaan PBJT dihitung 
berdasarkan harga j ual lJarang dan jasa sejenis yang berlaku 
di wilayah Daerah Kabup ten Gayo Lues. 

Dalam hal Pemerintah fabupaten Gayo Lues menetapkan 
kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan 
tingkat kemacetan, khufus untuk PBJT atas Jasa Park.ir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah 
Kabupaten Gayo Lues df:1.pat menetapkan dasar pengenaan 
sebesar tarif parkir sebehhm dikenakan potongan. 

Pasal 3 

( 1) Subjek PBJT adalah kon umen barang dan jasa tertentu. 

(2) Wajib PBJT adalah o ang pribadi atau Sadan yang 
melakukan penjualan , penyerahan, dan/atau konsumsi 
barang dan jasa tertentu. 

(1) Tarif PBJT ditetapkan se esar 10% (sepuluh perseratus). 

(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada, karaoke, dan 
mandi uap/spa ditetapk 55% (lima puluh lima perseratus) . 

Pasal4 

(1) Besaran pokok PBJT y g terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar penge aan PBJT sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 38 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40. 

(2) PBJT yang terutang di ungut di wilayah Kabupaten Gayo 
Lues pada tempat enjualan, penyerahan, dan/atau 
konsumsi barang dan ja a tertentu dilakukan. 

(3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat 
pembayaran/penyeraha /konsumsi barang dan jasa 
tertentu dilakukan. 

(4) Saat terutang PBJT ditet pkan pada saat: 
a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau 

Minuman untuk PBJh' atas Makanan dan/ atau Minuman; 
b. konsumsi atau pem ayaran atas Tenaga Listrik untuk 

PBJT atas Tenaga Li rik; 
c. pembayaran atau enyerahan atas Jasa Perhotelan 

untuk PBJT atas Jas Perhotelan; 
d. pembayaran a.tau lenyerahan atas jasa penyediaan 

tern pat parkir untuk r BJT atas J asa Parkfr; dan 
e. pembayaran atau p · nyerahan atas Jasa Kesenian dan 

Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. 
(5) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan 

~ilayah Daerah tern pa penjualan, penyerahan, dan/ atau 
konsumsi barang dan ja a tertentu dilakukan. 

Paragr:14 
Pajak Re_r me 

Pasal 4 

( 1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 
Reklame. 

(2) Objek Pajak Reklame s bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Reklame pa pan / bil ,board/ videotron/ megatron; 

b. Reklame kain ; 

C. Reklame melekat/ s iker; 

d. Reklame selebaran; 

e. Reklame berjalan, t rmasuk pada kendaraan; 

f. Reklame udara; 

g. Reklame apung; 

h. Reklame film/ slide; an 

1. Reklame peragaan. 

(3) Yang dikecualikan dari o ~ek Pajak Reklame adalah: 



( l ) 

(2) 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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a. penyelenggaraan R klame melalui internet, televisi, 
radio, warta hari , warta mingguan, warta bulanan, 

b. 

dan sejenisnya; 

label/merek produ 
diperdagangkan , y 
dari prod uk sejenisl 

yang melekat pada barang yang 
g berfungsi untuk membedakan 

innya; 

c. nama pengenal u aha atau profesi yang dipasang 
melekat pada bang nan dan/atau didalam area tempat 
usaha atau profesi yang sejenis, ukuran, bentuk, dan 
bahan Reklameny diatur dalam Peraturan Bupati 

d. 

e. 

f. 

dengan berpedoma pada ketentuan yang mengatur 
al usaha atau profesi tersebut; 

Reklame yang dise enggarakan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah; 

Reklame yang disel . nggarakan dalam rangka kegiatan 
politik, sosial, da keagamaan yang tidak disertai 
dengan iklan komer ial; dan 

Reklame lainnya yang di selenggarakan dalam rangka 
kegiatan pendidik;J dan kesehatan yang tidak disertai 
dengan iklan komerJial. 

Pasal 4 

Subjek Pajak Reklame ad lah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan Reklame. 

Wajib Pajak Reklame ad ah orang pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan Rekla I e. 

Dasar Pengenaan Pajak R klame adalah nilai sewa Reklame. 

Dalam hal Reklame disel nggarakan oleh pihak ketiga, nilai 
sewa Reklame sebagai ana dimaksud pada ayat ( l) 
ditetapkan berdasarkan 'lai kontrak Reklame. 

Dalam hal Reklame dii
1 
elenggarakan sendiri, nilai sewa 

Reklame sebagaimana d maksud ayat ( l) dihitung dengan 
memperhatikan faktor je is, bahan yang digunakan, lokasi 
penempatan, waktu penayangan, jangka waktu 
penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. 

Dalam hal nilai sewa Refame sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak diketahui d /atau dianggap tidak wajar, n ilai 
sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor 
sebagaimana dimaksud pr a ayat (3). 
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(5) Perhitungan nilai sew Reklame sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 5 

Tarif Pajak Reklame diteta kan sebesar 25% (dua puluh lima 
perseratus). 

Pasal 6 

( 1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung 
dengan cara mengalik dasar pengenaan Pajak Reklame 
se bagaimana dimaksu d dalam Pasal 44 ayat ( 1) de ngan tarif 
Pajak Reklame sebagai ana dimaksud dalam Pasal 45. 

(2) Saat terutang Pajak Rek ame ditetapkan pada saat terjadinya 
penyelenggaraan Rekla 

(3) Khusus untuk Rekla berjalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang 
terutang dipungut diwi yah Kabupaten Gayo Lues tempat 
usaha penyelenggaraan eklame terdaftar. 

Paragra 5 
Pajak Air Tankh (PAT) 

Pasal 

(1) Objek PAT adalah semua pengambilan dan/atau 
pemanfaatan Air Tanah. 

(21 Yang dikecualikan dari o dek PAT adalah pengambilan untuk: 
a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

keperluan dasar ru.mah tangga; 

pengairan pertani n rakyat; 

perikanan rakyat; 

petemakan rakyat 

keperluan keagam . an; dan 

~:::::~:: :~::: ~a;el::~ti K:::r~::n ya::nd~::;; 
nyata tidak memp oleh keuntungan 

(1) Subjek PAT adalah rang pribadi atau Badan yang 
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

nasi 



(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Wajib PAT adalah orang ribadi atau Sadan yang melakukan 
pengambilan dan/ a tau p manfaatan Air Tanah. 

Dasar pengenaan PAT a alah nilai perolehan Air Tanah. 

Nilai perolehan Air Tana' sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah hasil perkali~ antara harga air baku dengan 
bobot Air Tanah. 

Harga air baku sebag imana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan berdasark n biaya pemeliharaan dan 
pengendalian sumber cta1a Air Tanah. 

Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dinyatakan dalam koofi ien yang didasarkan atas faktor­
faktor; 
a. jenis sumber air; 

b. lokasi sumber air; 

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. volume air yang di il dan/ atau dimanfaatkan; 

e. kualitas air; 

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 
pengambilan dan/a au pemanfaatan air. 

Ketentuan lebih lanjut men enai penetapan nilai perolehan Air 
Tanah sebagaimana dimaJtsud dalam Pasal 49 aya t ( 1) 
berpedoman kepada Peratunan Gubemur dengan berpedoman 
pada peraturan yang jditetapkan oleh meteri yang 
menyelenggarakan Urusan Remerintahan di Bidang Energi dan 
Sumber Daya Mineral. 

Pasal SI 
Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus). 

Pasal 52 

( 1) Besaran pokok PAT ya:ng terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar peng naan PAT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 ayat 1) dengan tarif PAT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ~ . 

(2) Saat terutangnya PAT d 'hitung sejak pengambilan dan/ atau 
pemanfaatan Air Tanah. 

(3) PAT yang terutang dipu~gut di wilayah Kabupaten Gayo Lues 
tempat pengambilan d / atau pemanfaatan Air Tanah. 
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Paragra 
Pajak Mineral Bukan Loga Dan Batuan (MBLB) 

( 1) Objek Pajak MBLB adal 
meliputi: 
a. asbes; 

b. batu tulis; 

C. batu setengah perma 

d. batu kapur; 

e. batu apung; 

f. batu permata; 

g. bentonit 

h. dolomit; 

i. feldspar; 

J. gar am ba tu (halite); 

k. grafit; 

I. granit/ andesit; 

m. gips; 

n. kalsit; 

o . kaolin; 

p. leusit; 

q. magnesit; 

r. mika; 

s. manner; 

t . nitrat; 

u. opsidien; 

V. oker; 

w. pasir dan kerikil; 

x. pasir kuarsa; 

y. perlit; 

z. phospat; 

aa. talk; 

kegiatan pengambilan MBLB yang 

a; 

bb. tanah serap (fullers e , rth) ; 

cc. tanah diatome; 

dd . tanah liat; 

ee. tawas (alum); 



ff. yarosif; 

gg. zeolit; 

hh. basal; 

11. trakkit; 

jj. belerang; 
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kk. MBLB ikutan dalam uatu pertambangan mineral; dan 

11. MBLS lainnya ses ai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undang 

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MSLS: 

a. untuk keperlua rumah tangga dan tidak 

b. 

c. 

diperjualbelikan/di , indahtangankan; 

untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telpon, 
penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya 
yang tidak mengu b h fungsi perm ukaan tanah; dan 

untuk keperluan y{ng dengan nyata tidak memperoleh 
keuntungan atau j al beli seperti: 
- untuk pengeruka1 /penggalian kuburan 
-untuk_ pengerukaf. parit dan / atau pencetakan lahan 
pertan1an masyar1kat 

-untuk pengeruka akses jalan urusan pendidikan dan 
pan ti sosiaJ 

-untuk pengeruk n dalam rangka pembangunan 
ru mah i bad ah 

Pasal 4 

(1) Subjek Pajak MBLB ad lah orang pribadi atau Sadan yang 
mengambil MBLB. 

(2) Wajib Pajak MBLS ada ah orang pribadi atau Sadan yang 
m~ngambil MBLB. 

Pasal 

( 1) Dasar pengenaan Paj 
pengambilan MSLS. 

MBLS adalah nilai jual hasil 

(2) 

(3) 

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berrdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MSLB 
dengan harga patokan ti p-tiap jenis MSLB. 

Harga patokan sebagai fana dimaksud pada ayat (2) dihitung 
berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MSLB pada 
mulut tambang yang b'erlaku di wilayah Kabupaten Gayo 
Lues. 



(4) 

(5) 

(6) 

33 

Harga patokan sebag ·mana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan sesuai deng+ ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang pert · mbangan mineral dan batu bara. 

Saat terutang Pajak MB 8 ditetapkan pada saat terjadinya 
pengambilan MBLB di m lut tambang. 

Wilayah pemungutan pa ak MBLB yang terutang merupakan 
wilayah Kabupaten Gayo Lues tempat pengambilan MBLB 

Tarif Pajak MBLB ditetapkan ebesar 20% (Dua Puluh Persen). 

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihinmg dengan 
cara mengalikan dasar p ngenaan Pajak MBLB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat ( 1) dengan tarif Pajak MBLB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. 

I 
(2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten 

Gayo Lues tempat peng bilan MBLB. 

( 1) 

(2) 

( 1) 

(2) 

Paragraf 7 
Pajak Sarang Bu ung Walet 

Pasal 5 

Objek Pajak Sarang 8 rung Walet adalah pengambilan 
dan/ atau pengusahaan sr ang Burung Walet. 

Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pengambilan 
sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan 
negara bukan pajak. 

Pasal 5 

Subjek Pajak Sarang 8 rung Walet adalah orang pribadi 
atau Sadan yang melakukan pengambilan dan / atau 
pengusahaan sarang Bur ng Walet. 

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau 
Sadan yang melakukan I ngambilan dan / atau pengusahaan 
sarang Burung Walet. 
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Pasal6 

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai 
j~a1 _sarang Burung Walj . . . 

(2) N1lai jual sarang Burun~ Walet sebagrumana d1maksud pada 
ayat ( 1) dihitung bertlasarkan perkalian antara harga 
pasaran umum sarang urung Walet yang berlaku di Daerah 
Kabupaten Gayo Lues d gan volume sarang Burung Walet. 

Pasal 61 

Tarif Pajak Sarang 
(Sepuluh Persen). 

Walet ditetapkan sebesar 10% 

Besaran pokok Pajak Sar ng Burung Walet yang terutang 
dihitung dengan cara menga ikan dasar pengenaan Pajak Sarang 
Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) 

dengan tarif Pajak Sarang B rung wallet sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 1. 

Paragra 8 

Opsen PKB dan Oisen BBNKB 

Pasal60 

(1) Opsen dikenakan atas p · jak terutang dari: 

(2) 

a. PKB 

b. BBNKB 

Wajib pajak untuk Ops 

(1) merupakan wajib paj 

a. PKB 

b. BBNKB 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

k atas jenis pajak: 

(3) Opsen PKB dan Opsen · BNKB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didasarkan pada nama dan Nomor lnduk 

Kependudukan dan/ a au alamat pemilik Kendaraan 

Bermotor di wilayah kab paten. 

(lj Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang. 
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(2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB 
terutang. 

Tarif Opsen ditetapkan sebag · berikut: 

a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung 
dari besaran pajak terh tang; 

b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) 
dihitung dari besaran p jak terhutang; 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 61 
Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan dasar :Rengenaan Opsen PKB sebagaimana 
dimaksud dalam pasalj; ayat (1) dengan tarif Opsen PKB 
sebagaimana dimaksud am pasal 65 huruf a. 

Saat terutang Opsen P ditetapkan pada saat terutangnya 

PKB. I 
Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan 
wilayah Daerah tempat k ndaraan bermotor terdaftar. 

Besaran pokok Opsen 8 NKB yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan da~r pengenaan Opsen BBNKB 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) dengan tarif 
Opsen BBNKB sebagaim 'na dimaksud dalam pasal 65 huruf 
b . 

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat 
terutangnya BBNKB. 

(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang 
merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor 
terdaftar. 

Opsen dipungut secara bers aan dengan Pajak yang dikenakan 
Opsen. 

(1) Opsen dikenakan atas po ok Pajak terutang dari: 
a. PKB; 
b. BBNKB; 



(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Opsen PKB dan Opsen BNKB sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf a dan huxuf b didasarkan pada nama, nomor 
induk kependudukan, an/ atau alamat pemilik Kendaraan 
Bermotor di wilayah kab paten Gayo Lues. 

Besaran pokok Opsen KB yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif P~ak sebesar 66% (enam puluh enam 
persen) dengan dasa pengenaan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6r ayat (1). 

Besaran pokok Opsen Blf3NKB yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif Pdiak sebesar 66% (enam puluh enam 
persen) dengan dasa pengenaan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) . 

Pemungu tan Opsen y ng dikenakan atas pokok Pajak 
teru tang sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan 
BBNKB. 

Bagian K dua 

Masa Pajak dan ahun Pajak 

Pasal 7i0 

Saat terutang Pajak dite apkan pada saat orang pribadi atau 

Badan telah memenuht syarat subjektif dan objektif atas 
suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam 
Masa Pajak, dalam Tah n Pajak, atau bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentu. n peraturan perundang-undangan 
mengenai perpajakan dabrah. 

Masa Pajak sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1) merupakan 
jangka waktu yang me jadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, J an melaporkan Pajak yang teru tang 
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan 
sendiri Wajib Pajak a au menjadi dasar Bupati untuk 
menetapkan Pajak terut g, untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penetapan $upati. 
Masa Pajak yang menjkct i dasar bagi Wajib Pajak untuk 

I 
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang 
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan 
sendiri Wajib Pajak se agaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditetapkan untuk jangkfwaktu 1 (satu) bulan kalender atau 
jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender. 

Tah un Pajak sebagai ana dimaksud pad a ayat ( 1) 
merupakan jangka wa . tu yang lamanya 1 (satu) tahun 



37 

kalender, kecuali bila Wa ib Pajak menggunakan tahun buku 
yang tidak sama dengan ahun kalender. 

(5) Ketentuan lebih lanjut engenai Masa Pajak, Tahun Pajak, 
dan bagian Tahun Paj sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) diatur dengan Pera tur n Bupati. 

Bagian Ke · ga 
Penggunaan Hasil Penerimaan Paj Kabupaten Untuk Kegiatan 

Yang Telah Ditentukan 

Pasal 7 

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf ti , dialokasikan paling sedikit 10% 
(sepuluh persen) 'ntuk pembangunan dan/ a tau 
pemeliharaan jalan se a peningkatan rnoda dan sarana 

(2) 

transportasi umum. 

Hasil penerimaan PBJ 
dimaksud dalam Pasa 

atas Tenaga Listrik sebagaimana 
5 ayat (2) huruf b angka 2, 

dialokasikan paling se ikit 10% (sepuluh persen) untuk 
penyediaan penerangan alan urnum. 

(3) Kegiatan penyediaan pe erangan jalan umurn sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan 
pemeliharaan infrastru ,tur penerangan jalan umum serta 
pembayaran biaya ata konsumsi Tenaga Listrik untuk 
penerangan jalan urn um 

(4) Hasil penerimaan PAT s bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (lj huruf c, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh 
persen) untuk pencegah~n, penanggulangan, dan pemulihan 
pencemaran dan/atau erusakan lingkungan hidup dalam 
Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas 
dan kuantitas Air Tanah meliputi: 
a. penanaman pohon; 
b. pembuatan lubang a au sumur resapan; 
c. pelestarian hutan at u pepohonan; dan 
d. pengelolaan limbah. 

(5) Dalam rangka penyflarasan kebijakan fiskal dan 
pemantauan atas pernenuhan kewajiban Pemerintah Daerah 
dalam pengalokasian hasil penerirnaan Pajak sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( ), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), 
Pemerintah rnenyusun bagan akun standar dan/ a tau 
melakukan penandaan tas belanja yang didanai dari hasil 
penerimaan Pajak terse u t . 

(6) Dalam hal Pemerin tf h Daerah tidak melaksanakan 
kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak 
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sebagaimana dimaksud ada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4), , dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-un angan. 

BAB III 

Bagian Ke a tu 

Jen is Retril usi 

Pasal 7 

( 1) Jenis Retribusi Kabupate yang diatur dalam Qanun ini 
meliputi: 

a. Retribusi jasa um!; 

b. Retribusi jasa us a; dan 

c. Retribusi perizinan tertentu . 

(2) Objek Retribusi adalap penyediaan/pelayanan barang 
dan/ a tau jasa dan perr,berian izin tertentu kepada orang 
pribadi atau Badan oleh Ifemerintah Kabupaten Gayo Lues. 

(3) Wajib Retribusi melipuq orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikma pelayanan barang, jasa, dan/ atau 
perizinan. 

(4) Wajib Retribusi sebagairrtana dimaksud pada ayat (3) 

membayar atas layanan t ng digunakan / dinikmati. 

Bagian Ked ua 

Jenis Pelayanan ~etribusi 

Paragraf 1 
Retribusi Jasa Umum 

wajib 

Pasal 7 

Objek Retribusi Jasa Umum l dalah pelayanan yang disediakan 
atau diberikan Pemerintah Daf rah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dap t dinikmati oleh orang pribadi atau 
Badan. 

(1) Jenis pelayanan yang rerupakan objek Retribusi Jasa 
Umum sebagaimana dim ksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf 
a meliputi: 
a. Retribusi pelayanan kysehatan; 



(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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b. Retribusi pelayanan k bersihan; 

c. Retribusi pelayanan pl rkir di tepi jalan urn um; dan 

d. Retribusi pelayanan pj sar. 

Jenis pelayanan sebagairana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
tidak dipungut Retribu i apabila potensi penerimaannya 
kecil/atau dalam r ngka pelaksanaan kebijakan 
nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut 
secara cuma-cuma. 

Pelayanan sebagaimana imaksud pada ayat ( 1) di sediakan 
atau diberikan oleh emerintah daerah berdasarkan 
kewenangan diatur dal ketentuan peraturan Perundang-
Undangan. 

Pelayanan yang dimaksu pada ayat (3) termasuk pelayanan 
yang diberikan oleh BLud. 

Detail rincian objek retri usi atas pelayanan yang diberikan 
diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan 
Perundang-Undangan de gan ketentuan sebagai berikut: 

a. tidak bertentangan dengan peraturan Perundang­
Undangan yang lebih nggi 

b. tidak menghambat ik im investasi di daerah; dan 

c. tidak menimbulkan e onomi biaya tinggi 

(6) Peraturan Bupati sebag imana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan kepada Men eri yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan dalam Negeri, dan DPRK Paling lambat 7 
(tujuh hari) kerja terhitupg sejak tanggal Peraturan Bupati 
disahkan. 

Pasal 75 

(1) Subjek retribusi jasa um m merupakan orang pribadi atau 
badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa 
umum. 

(2) Wajib retribusi jasa umu,m merupakan orang pribadi atau 
badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan 
diwajibkan untuk mela ukan pembayaran retribusi atas 
pelayanan jasa urn um. 

Pasal 76 

Pelayanan kesehatan sebagai~ana dimaksud dalam Pasal 7 4 ayat 
(1) huruf a merupakan pel,wanan kesehatan di puskesmas, 
puskesmas keliling, puskesmlas pembantu , balai pengobatan , 



40 

Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan 
lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ a tau dikelola oleh 
Pemerintah Kabupaten G yo Lues, kecuali pelayanan 

administrasi. 

Pasal 7 

( 1) Subjek Retribusi Pelayan n Kesehatan adalah Orang pribadi 
atau Sadan yang mengg nakan/menikmati pelayanan yang 
disediakan atau diberik n oleh Pemerintah Daerah berupa 
pelayanan kesehatan . 

(2) Wajib Retribusi Pelayan~n Kesehatan adalah Orang pribadi 
atau Sadan yang menurut peraturan perundang- undangan 
di wajibkan untuk mel kukan pembayaran Retribusi atas 
Pelayanan Kesehatan. 

(3) Ob1ek retribusi Pelayan Kesehatan adalah penyediaan 
pe~ayanan Kesehatan ~ang ditentukan oleh Pemerintah 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Tingkat penggunaan jas pelayanan kesehatan diukur 
berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jasa sarana yang 
diberikan, jasa pelayanJn kesehatan , jasa tindakan 
medik/penunjang medik dan jenis/jumlah pelayanan. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
ditetapkan dengan me perhatikan biaya penyediaan jasa 
yang bersangkutan, kem mpuan masyarakat, aspek keadilan, 
dan efektivitas pengendatian atas penyelenggaraan tersebut. 

Biaya sebagaimana diF,aksud pada ayat ( 1) meliputi 
frekuensi pelayanan kesr hatan, jasa sarana yang diberikan, 
jasa pelayanan kesehatan, jasa tindakan medik/penunjang 
medik dan jenis/jumlah I elayanan. 
Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 
biaya penyediaan jasi, penetapan tarif hanya untuk 
menutupkan sebagian bf.ya. 
Perinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa 
Umum yang diberikan o eh BLUD diteta pkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan per ndang-undangan mengenai BLUD. 
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( 1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan 
berdasarkan jenis pelay an yang diberikan. 

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat ( 1) tercantum pada La.mpiran I yang 
merupakan bagian tidak erpisahkan dari Qanun ini. 

Pasal8 

SKPK Pemungut Retribusi J sa Umum sebagaimana dimaksud 
Pasal 74 ayat (1) huruf adalah SKPK yang membidangi 
pelayanan kesehatan. 

Pasal 8 

( 1) Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut sebagai 

(2) 

(3) 

pembayaran atas pelay an kebersihan 

Pelayanan kebersihan Sfbagaimana dimaksud dalam pasal 
74 ayat (1) huruf b merf pakan pelayanan kebersihan yang 
disele:nggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gayo Lues, 
meliputi: 

a. Pengambilan atau pe gumpulan sampah dari sumbemya 
ke lokasi pembuanglsementara; 

b. Pengangkutan samp · dari sumbernya dan/atau lokasi 
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir 
sampah; 

c. Penyedia lokasi pembuangan atau pengolahan atau 
pemusnahan akhir s mpah; 

d. Penyediaan dan/ata penyedotan kakus; dan 

e. Pengolahan limbah air rumah tangga, perkotaan, dan 
industri. 

Dikecualikan dari pe~ayanan kebersihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ~ yaitu pelayanan kebersihan jalan 
umum, taman , tempat ibadah , sosial , dan tempat umum 
lainnya. 

Pasal 3 

(3) Subjek Retribusi Pelaya an Kebersihan adalah Orang pribadi 
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang 
disediakan atau diberi an oleh Pemerintah Daerah berupa 
pelayanan kebersihan . 



(4) 
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Wajib Retribusi Pelayan Kebersihan adalah Orang pribadi 
atau Sadan yang menur l t peraturan perundang- undangan 
di wajibkan untuk me kukan pembayaran Retribusi atas 
Pelayanan Kebersihan. 

Pasal8 · 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur 
berda.sarkan golongan pelan gan, volume sampah dan waktu 
pelayanan. 

( 1) 

(2) 

(31 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
ditetapkan dengan me perhatikan biaya penyediaan jasa 
yang bersangkutan, kem mpuan masyarakat, aspek keadilan, 
dan efektivitas pengenda ian atas penyelenggaraan tersebut. 

Bia ya sebagaimana dim.jlksud pada ayat ( 1) melipu ti biaya 
pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya 
pemusnahan, pengolahap sampah, biaya penyediaan lokasi 
tempat pemprosesan 5r-mpah, biaya penyediaan fasilitas 
persampahan/kebersih dan biaya administrasi yang 
mendukung penyediaan elayana.n kebersihan. 

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 
biaya penyediaan jas , penetapan tarif hanya untuk 
menutupkan sebagian bi ya. 

Pasal 

( 1) Struktur tarif retribusi pelayanan kebersihan digolongkan 
berdasarkan jenis pelay nan yang diberikan. 

(2) Struktur dan besarny~J tarif retribusi sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat ( 1l tercantum pada Lampiran Il yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini. 

Pasal 8 

SKPK Pemungut Retribusi Jrsa Umum sebagaimana dimaksud 
Pasal 74 ayat ( 1) huruf adalah SKPK yang membidangi 
pelayanan kebersihan. 

(1) Retribusi di Tepi Jalan Umum dipungut 
Retribusi sebagai pemb yaran atas Pelayanan Penyediaan 
tempat Parkir ditepi Jal Umum. 
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(2) Objek retribusi Pelayan Parkir di tepi Jalan Umum adalah 
penyediaan pelayanan p makaian parkir di tepi jalan umum 
yang ditentukan oleh emerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan per ndang- undangan. 

(1) 

(2) 

Su bjek Retribusi Pelay 
adalah orang p 
menggunakan/mendapat 
umum. 

an Parkir di Tepi Jalan Umum 
badi a tau Bad an yang 

pelayanan parkir di tepi jalan 

Wajib Retribusi Pelayana 
Orang pribadi atau 
peru ndang-undangan 
pembayaran Retribusi 

Parkir di Tepi Jalan Umum adalah 
adan yang menurut peraturan 

1i wajibkan untuk melakukan 
a 1as Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum. 

Pasal 9 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis 
kendaraan pemakaian jasa p rkir di tepi jalan umum dan waktu 
pelayanan. 

Pasal 9 

( 1) Prinsip dan sasaran alam pen eta pan tarif Retribusi 
ditetapkan dengan me perhatikan biaya penyediaan jasa 
yang bersangkutan, kem mpuan masyarakat, aspek keadilan , 
dan efektifitas pengendal ' n atas penyelenggaraan tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dim ksud pada ayat (1) meliputi biaya 
administrasi, biaya pemb atan marka dan rambu parkir dan 
biaya pengaturan parkir i lapangan. 

(3) Dailam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 
biaya penyediaan jasa penetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagian biaya. 

(1) Struktur tarif retribusi P layanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
digolongkan berdasarkan ·enis pelayanan yang diberikan. 

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak erpisahkan dari Qanun ini. 
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Pasal 

SKPK Pemungut Retribusi 
Pasal 74 ayat (1) huruf 
perhubungan. 

asa Umum sebagaimana dimaksud 
adalah SKPK yang membidangi 

( 1) 

(2) 

(3) 

( 1) 

(2} 

Retribusi Pelayanan ~asar dipungut Retribusi sebagai 
pernbayaran atas pelaylan penyediaan fasilitas pasar. 

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap pelayanan 
penyediaan fasilitas pa I ar berupa pelataran, los dan kios 
yang dikelola oleh Peme ·ntah Daerah. 

Dikecualikan dari obje Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah pe ayanan fasilitas pasar yang dikelola 
oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 1s 
Subjek Retribusi Pelayatan Pasar adalah orang pribadi atau 
Sadan yang mengguna an pelayanan penyediaan fasilitas 

Pasar tradisional/ sederJna. 

Wajib Retribusi Pelayan · n Pasar adalah Orang pribadi a tau 
Badan yang menuru peraturan perundang-undangan 
diwajibkan untuk mel 1kukan pembayaran Retribusi atas 
Pelayanan Pasar. 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa liukur berdasarkan fasilitas pasar 
dan masa retribusinya. 

( 1) Prinsip dan sasaran dalam pen eta pan tarif Retribusi 
ditetapkan dengan me perhatikan biaya penyediaan jasa 
yang bersangkutan, kem mpuan masyarakat, aspek keadilan, 
dan efektifitas pengenda ian atas penyelenggaraan terse but. 

(2) Biaya sebagaimana dim ksud pada ayat ( 1) melipu ti biaya 
operasional dan pemelih raan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 
biaya penyediaan jas , penetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagian biaya 

(4) Prinsip dan sasaran d lam penetapan tarif retribusi jasa 
umum yang diberikan o eh BLVD ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan per ndang-undangan mengenai BLUD. 



( 1) 

(2) 
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Pasa.19 

Struktur tarif Retribu i Pelayanan Pasar digolongkan 
berdasarkan jenis fasilitt pasar dan masa retribusi. 

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebag~imana yang 
dimaksud pada ayat (1) j ercantum pada Lampir_a~ IV yang 
merupakan bagian tidak erpisahkan dari Qanun m1. 

Pasal9 

SKPK Pemungut Retribusi J sa Umum sebagaimana dimaksud 
Pasal 74 ayat (1) huruf d adalah SKPK yang membidangi 
perdagangan. 

Paragraf 2 

Retribusi Jas Usaha 

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang 
disediakan oleh Peme intah Daerah dengan menganut 
prinsip komersial yang meliputi: 

a. pelayanan dengan j menggunakan/ memanfaatkan 
kekayaan daerah rg belum dimanfaatkan secara 
maksimal; dan/ atau 

b. pelayanan oleh Pe erintah Daerah sepanjang belum 
disediakan secara mfl adai oleh pihak swasta. 

(2) Jenis penyediaan/pelay nan barang dan/atau jasa yang 
merupakan objek Ret ibusi Jasa Usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7j ayat (1) huruf b meliputi: 
a. penyediaan tempat egiatan usaha berupa pasar grosir, 

pertokoan, dan temp t kegiatan usaha lainnya; 
b. penyediaan tempat 9elelangan ikan, ternak, hasil bumi, 

dan hasil hutan ermasuk fasilitas lainnya dalam 
lingkungan tern pat p lelangan ; 

c. penyediaan tempat k usus parkir di luar badan jalan; 
d. penyediaan tempat p nginapan/pesanggrahan /vila; 
e. pelayanan rumah po ng hewan temak; 
f. pelayanan tern.pat rel4reasi, pariwisata, dan olahraga; 
g. penjualan hasil prod ksi usaha Pemerintah Daerah; dan 
h. pemanfaatan aset /oaerah yang tidak mengganggu 

penyelenggaraan tugis dan fungsi organisasi perangkat 
Daerah dan/atau op imalisasi aset Daerah dengan tidak 
mengu bah status ke emilikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undanga . 



(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

46 

Penyediaan/ pelayanan se~agaimana dimaksud pada ayat (1) 
disediakan atau diberikaJjl oleh pemerintah Kabupaten Gayo 
Lues berdasarkan keweningan masing-masing sebagaimana 
diatur dalam ketentuan p~raturan Perundang-Undangan. 

Pelayanan yang dimaksuJ pada ayat (3) termasuk pelayanan 
yang diberikan oleh BLU 

1
• 

Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh 
BLVD sebagaimana dimiksud pada ayat (4) diatur dalam 
Peraturan Bupati sesu i dengan peraturan Perundang­
Undangan dengan ketent an: 

a. tidak bertentangan dengan peraturan Perundang­
Undanga n yang lebih inggi; 

b. tidak menghambat ikl m investasi di daerah; dan 

c. tidak menimbulkan elfonomi biaya tinggi. 

Peraturan Bupati sebagkimana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan kepada Menleri yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan dalam Ne~eri , dan DPRK Gayo Lues Paling 
lambat 7 (tujuh hari) kerj terhitung sejak tanggal Peraturan 
Bupati disahkan. 

Pasal 10 

(1) Subjek retribusi jasa us ha merupakan orang pribadi atau 
badan yang menggunak n atau menikmati pelayanan jasa 
usaha. 

(2) Wajib retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau 
badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan 
diwajibkan untuk mela ukan pembayaran retribusi atas 
pelayanan jasa usaha. 

( 1) 

(2) 

Pasal 10 

Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, 
Pertokoan, dan Tempat kegiatan Usaha Lainnya dipungut 
Retribusi atas pelayana~ penyediaan fasilitas pasar grosir 
berbagai jenis barang, ctb.n fasilitas pasar / pertokoan yang 
dikontrakkan, yang r·sediakan/diselenggarakan/dimiliki 
oleh Pemerin tah Dae rah . 

Objek Retribusi Penyedia Tempat Kegiatan Usaha Berupa 
Pasar Grosir, Pertokoarp., dan Tempat Kegiatan Usaha 
Lainnya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai 
jenis barang, dan dari fasilitas pasar / pertokoan yang 
dikontrakkan, yang ·sediakan/ diselenggarakan/ dimiliki 
oleh Pemerin tah Daerah. 



(3) 

( 1) 

(2) 
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Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah fasi11· as pasar yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh S MN, SUMO, dan pihak swasta. 

Pasal 10 

Subjek Retribusi PenyedJan Tempat Kegiatan Usaha Serupa 
Pasar Grosir, Pertokoa 1

, dan Tempat Kegiatan Usaha 
Lainnya adalah pribadi atau Sadan yang 
menggunakan/ menikma pelayanan penyediaan fasilitas 
pasar grosir dan atau ertokoan yang dikontrakkan dan 
disediakan/ diselenggar an/ dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah. 

Wajib Retribusi Penyedi~an Tempat Kegiatan Usaha Berupa 
Pasar Grosir, Pertokoap, dan Tempat Kegiatan Usaha 
Lainnya adalah Orang fribadi atau Sadan yang menurut 
peraturan perundang undangan diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat 
Kegiatan Usaha Serupa asar Grosir, Pertokoan, dan Tempat 
Kegiatan Usaha Lainnya. 

Tingkat Penggunaan Jasa di kur berdasarkan luas dan jangka 
waktu penggunaan fasilitas p sar grosir dan atau pertokoan. 

( 1) 

(2) 

( 1) 

(2) 

Pasal 1± 
Prinsip yang dianut d am penetapan dan besarnya tarif 
Retribusi Penyediaan Te pat Kegiatan Usaha Serupa Pasar 
Grosir, Pertokoan, dan/ Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 
didasarkan pada tuju n untuk memperoleh keuntungan 
yang layak. 

Keuntungan yang layak Ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah keuntungan y ng diperoleh apabila pelayanan 
tersebut dilakukan sec a efesien dan berorientasi pada 
harga pasar. I 

Pasal 106 

Tarif retribusi digolong an berdasarkan jenis fasilitas yang 
terdiri atas kios/pertok an, luas kios/pertokoan dan jangka 
waktu pemakaian. 

Besamya Tarif Retri!usi Penyediaan Tempat Kegiatan 
Usaha Berupa Pasar Gr I sir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan 
Usaha Lainnya ditetap an berdasarkan tarif pasar yang 
berlaku di wilayah Kabu aten Gayo Lues. 
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(3) Dalam hal tarif pasar ng berlaku sulit ditemukan, maka 
tarif ditetapkan sebagai 'um.lab pembayaran per satuan unit 
pelayanan/jasa dan m rupakan jumlah unsur-unsur tarif 
yang melipu ti: 

a. unsur biaya per sat an penyediaan jasa; 

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. 

(4) Biaya sebagaimana di aksud pada ayat (3) huruf a 
meliputi: 

a. biaya operasional angsung, melipu ti biaya belanja 
pegawai, belanja b rang, belanja pemeliharaan dan 
semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung 
dengan penyediaan j sa; 

b. biaya operasional 
administrasi umum 
penyediaan jasa; 

tidak langsung, meliputi biaya 
an biaya lainnya yang mendukung 

c. biaya modal melip ti nilai lahan atau tanah dan 
bangunan serta peny sutan aset; 

d. biaya-biaya lainny yang berhubungan dengan 
penyediaan jasa sepe ti bunga atas pinjaman. 

(5) Keuntungan sebagaim4a dimaksud pada ayat (3) huruf b 
ditetapkan dalam pers ntase tertentu dari jumlah biaya 
sebagaimana di maksud ada ayat (4). 

(6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat 
Kegiatan Usaha Berupa asar Grosir, Pertokoan, dan Tempat 
Kegiatan Usaha Lainny tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini. 

( 1) Penyediaan tern pat pelel ngan ikan, ternak, hasil bumi, dan 
hasil hutan termasuk asilitas lainnya dalam lingkungan 
tempat pelelangan seba aimana dimaksud dalam Pasal 100 
ayat (2) huruf b merup kan penyediaan tempat pelelangan 

yang secara khusus d~ edia~an oleh Pemeri~ tah D_aerah 
untuk melakukan pelel ngan 1kan, ternak, hasil bum1, dan 
hasil hutan termasuk j a pelelangan serta fasilitas lainnya 
yang disediakan di tempat pelelangan. 

(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) erupakan tempat yang disewa oleh 
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dari pihak lain untuk 
dijadikan sebagai tempa pelelangan. 
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Pasal 10 

Struktur dan besarnya tar f Retribusi Penyediaan tempat 
pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk 
fasilitas lainnya dalam lingku gan tempat pelelangan tercantum 
dalam Lampiran VI yang meru akan bagian tidak terpisahkan dari 
Qanun ini. 

SKPK Pemungut Retribusi Ja
1 
a Usaha sebagaimana dirnaksud 

Pasal 100 ayat (2) huruf a dan huruf b adalah SKPK yang 
membidangi perdagangan. 

( 1) 

(2) 

(3) 

( 1) 

(2) 

Pasal 1 lf 
Retribusi Penyediaan Teppat Khusus Parkir di luar Sadan 
Jalan dipungut Retri~usi sebagai pembayaran atas 
pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang secara 
khusus disediakan, d 

1
miliki , dan/ atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

Objek Retribusi Penyedi an Tempat Khusus Parkir di luar 
Sadan Jalan adalah pel yanan tempat khusus parkir yang 
disediakan , dimiliki , d / atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah, yang terdiri dari: 
a. pelataran/lingkungan parkir; 
b. taman parkir; 
c. ged ung parkir. 

Dikecualikan dari objek 
pada ayat (2) adalah 
disediakan, dimiliki, dan 
dan pihak swasta. 

Pasal 11 ~ 

Retribusi sebagaimana dimaksucl 
pelayanan tempat parkir yang 
atau dikelola oleh BUMN, BUMD, 

Suhjek Retribusi adalA hi orang pribadi atau Badan yang 
memanfaatkan tempat ~\sus parkir. 
Wajib Retribusi PenyediT Tempat Khusus Parkir di Luar 
Sadan Jalan adalah Ora~g pribadi atau Sadan yang menurut 
peraturan perundang undangan diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat 
Khusus Parkir di Luar Ba an Jalan. 
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Pasal 11 

Tingkat Penggunaan J asa diuk r berdasarkan jenis kendaraan dan 
jangka waktu pemakaian Temp t Khusus Parkir. 

Pasal 11 

(1) Prinsip yang dianut dal penetapan struktur dan besamya 
tarif Retribusi Tempat Kh sus Parkir didasarkan atas tujuan 
untuk memperoleh keunt ngan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak s bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah keuntungan ya g diperoleh apabila pelayanan 
tersebut dilakukan sec a efesien dan berorientasi pada 
harga pasar. 

(1) 

(2) 

Pasal 114 

Tarif Retribusi digolongk berdasarkan jenis tempat parkir 
I 

khusus yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor. 

Jenis kendaraan bermo r wajib retribusi 
se bagai be rik u t : 
a . sepeda motor; 
b. mobil penumpang; 
c. mobil bus; 
d. mobil barang; dan 
e. kendaraan khusus. 

adalah 

(3) Struktur dan besarnya !tarif Retribusi Penyediaan Tempat 
Khusus Parkir di Iuari Sadan Jalan tercantum dalam 
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Qanun ini. 

Pasal 115 

SKPK Pemungut Retribusi .J sa Usaha sebagaimana dimaksud 
Pasal 100 ayat (2) huruf adalah SKPK yang membidangi 
perhubungan. 

Pasal 116 
I 

(1) Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ 
Pasanggrahan/Vila dipungut Retribusi sebagai pembayaran 
atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/ 
pasanggrahan/ vila yang disediakan1 dimiliki, dan/ atau oleh 
Pemerintah Daerah. 

(2) Objek Retribusi Pe yediaan Tempat Penginapan/ 
Pasanggrahan/Vila adal h pelayanan tempat penginapan/ 
pasanggrahan/vila yan disediakan, dimiliki , dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 



(3) Dikecualikan dari obje Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah te pat penginapan/pesanggrahan/vila 
yang disediakan, dimil <i , dan/ atau dikelola oleh BUMN, 
BUMD, dan pihak swas . 

(1) Subjek Retribusi nyediaan Tempat Penginapan/ 
Pasanggrahan/Vila ada ah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikm ti pelayanan penyediaan tempat 
penginapan/pesanggrah / villa yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh emerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi P nyediaan Tempat Penginapan/ 
Pasanggrahan /Vila Jal adalah Orang pribadi atau Sadan 
yang menurut peratur perundang-undangan diwajibkan 
untuk melakukan pe ayaran Retribusi atas Penyediaan 
Tempat Penginapan/ Pa anggrahan/Vila. 

Pasal 1 8 

Tingkat Penggunaan jasa dfukur berdasarkan fasilitas kamar 
yang disediakan dan lamanya tvaktu menginap. 

Pasal 1 9 

(1) Prinsip yang dianut dal penetapan struktur dan besamya 
tarif Retribusi didasark n pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan 
tersebut dilakukan sec a efesien dan berorientasi pada 

( 1) 

harga pasar. 

Pasal 1 

Tarif Retribusi enyediaan 
Pasanggra han/Vila digo ongkan 

Tempat Penginapan/ 
berdasarkan 

fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu 
menginap. 

(2) Besarnya tarif ditetap an berdasarkan tarif pasar yang 
berlaku di wilayah objek etribusi berada. 

(3) Dalam hal tarif pasar y ng berlaku sulit ditemukan , maka 
tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satu unit 
pelayanan/jasa dan me upakan jumlah unsur- unsur tarif 
yang meliputi: 

a. unsur biaya persatu penyediaan jasa; 

b. unsur keuntungan y ng dikehendaki per satuan jasa. 



(4) 

(5) 
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Biaya sebagaimana di 
me:Jiputi : 

a. biaya operasional 
pegawai, belanja bara 

pada ayat (3) huruf a 

rutin lainnya ya1 
penyediaan jasa; 

b. biaya operasional 'dak langsung, meliputi biaya 
administrasi umum rn biaya lainnya yang mendukung 
penyediaan jasa; 

gsung, meliputi biaya belanja 
g, belanja pemeliharaan dan biaya 

berkaitan langsung dengan 

c. biaya modal, eliputi nilai lahan atau luas 

bangunan serta pen1su tan aset; 

d . . biaya-biaya lainnya ang berhubungan dengan 
penyediaan jasa Sep i bunga atau pinjaman. 

Keuntungan sebagaiman 
ditetapkan dalam perse 
sebagimana dimaksud p 

dimaksud pada ayat (3) huruf b 
tase tertentu dari jumlah biaya 
a ayat (4). 

(6) Sruktur dan besarnya t rif sebagaimana dimaksud ayat ( 1), 
ayat (2) dan ayat (3), te cantum dalam Lampiran VIII yang 
merupakan bagian tidak erpisahkan dari Qanun ini. 

Pasal 121 

Pemungut Retribusi Jasa Usah sebagaimana dimaksud Pasal 101 

ayat (2) huruf d adalah se retariat daerah dan SKPK yang 
membidangi pariwisata. 

(1) 

(2) 

(3) 

Retribusi Pelayanan R mah Pemotongan Hewan Ternak 
dipungut Retribusi seb gai pembayaran atas pelayanan 
penyediaan fasilitas r mah pemotongan hewan temak 

termasuk pelayanan pef riksaan kesehatan he wan sebelum 
dan sesudah dipotong, ang disediakan , dimiliki dan/ atau 
dikelola oleh Pemerintah aerah. 

Objek Retribusi adala• pelayanan penyediaan fasilitas 
rumah pemotongan h an temak termasuk pelayanan 
pemeriksaan kesehat hewan sebelum dan sesudah 
dipotong, yang disediak n, dimiliki dan/ atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

Dikecualikan Retribusi sebagairnana dimaksud 
pada ayat (2) adalah pe ayanan penyediaan fasilitas rumah 
pemotongan hewan t mak yang disediakan, dimilki, 
dan/atau dikelola oleh B MN, BUMD, dan pihak swasta. 



(1) 

(2) 
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Subjek Retribusi Pelaya an Rumah Potong Hewan Ternak 
adalah orang pr badi atau Badan yang 
menikmati/menggunaka fasilitas rumah pemotongan 
hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan 
hewan sebelum dan se udah dipotong, yang disediakan, 
dimiliki dan/atau dikelolj oleh Pemerintah Daerah. 

Waijib Retribusi Pelayanf n Rumah Potong Hewan Temak 
adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan I iwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi at s Pelayanan Rumah Potong Hewan 
Temak. 

Tingkat penggunaan jasa diuk r berdasarkan jenis hewan ternak 
yang dipotong. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

Prinsip yang dianut dalr m penetapan dan besamya tarif 
Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk 
memperoleh keuntungan r ang layak. 

Keuntungan yan.g layak s -bagaimana dimaksud pada ayat {1) 
adalah keuntungan g diperoleh apabila pelayanan 
tersebut secara efisien d berorientasi pada harga pasar. 

Pasal 12 

Tarif retribusi digolongJ an berdasarkan jenis pelayanan 
yang disediakan pada rutjiah pemotongan hewan. 

Besarnya tarif ditetapkdn berdasarkan tarif pasar yang 
berlaku di wilayah Kabuplten Gayo Lues. 

Dalam hal tarif pasar ya g berlaku sulit ditemukan, maka 
tarif ditetapkan sebagai j mlah pembayaran perbulan satuan 
unit pelayanan/jasa d merupakan jumlah unsur-unsur 
tarif yang meliputi: 

a. unsur biaya satuan pel yediaan jasa; 

b. unsur keuntungan y ng dikehendaki persatuan jasa. 

(4) Biaya sebagaimana di aksud pada ayat (3) huruf a, 
meliputi: 

a. biaya operasional I . ngsung meliputi biaya belanja 
pegawai, belanja ba ang, belanja pemeliharaan dan 
semua biaya rutin I . innya yang berkenaan langsung 
penyediaan jasa; 
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b. biaya operasional tidak langsung meliputi biaya 
administrasi umum an biaya lainnya yang mendukung 
penyediaan jasa; 

c. biaya modal melip ti nilai lahan atau tanah dan 
bangunan serta peny su tan aset; 

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan 
penyediaan jasa sepetlti bunga atas pinjaman. 

dengan 

Keuntungan sebagaiman+ dimaksud pada ayat (3) huruf b 
ditetapkan dalam pers tase tertentu dari jumlah biaya 
sebagaimana dimaksud ada ayat (4). 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap ekor 
hewan ternak, tercantum dalam Lampiran IX, yang 
merupakan bagian tidak erpisahkan dari Qanun ini. 

SKPK Pemungut Retribusi J sa Usaha sebagaimana dimaksud 
Pasal 100 ayat (2) huruf adalah SKPK yang membidangi 
Peternakan. 

( 1) 

(2) 

(3) 

( 1) 

(2) 

Pasal 118 
Pelayanan Tempat R:_treasi, Pariwisata dan Olahraga 
dipungut Retribusi sel:fagai pembayaran atas pelayanan 
tempat rekreasi, pariwis!lta dan olahraga. 

Objek Retribusi Pelayan n Tempat Rekreasi, Pariwisata dan 
Olahraga adalah Pelay9an tempat rekreasi, pariwisata dan 
olahraga yang disediak n, dimiliki, dan/ a tau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 
Dikecualikan dari obje~ Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah pel yanan tempat rekreasi, pariwisata, 
dan olahraga yang dise iakan, dimiliki, dan/ a tau dikelola 
oleh SUMN, SUMO, dan ihak swasta. 

Pasal 1 9 

Subjek Retribusi Pelaya11an Tempat Rekreasi, Pariwisata dan 
Olahraga adalah orahg pribadi atau Sadan yang 
menggunakan/menikma

1 
• pelayanan tempat rekreasi, 

pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki , dan /atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Wajib Retribusi Pelayan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan 
Olahraga adalah Orang Pribadi atau Sadan yang menurut 
peraturan perundan -undangan diwajibkan untuk 
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mclakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Tempat 
Rekreasi , Pariwisata dan lahraga. 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi 
pemanfaatan tempat rekreasi, ariwisata dan olahraga. 

( 1) 

(2) 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 1 1 

Prinsi p yang dian u t 
Retribusi didasarkan 
keuntungan yang layak. 

alam penetapan besarnya tarif 
ada tujuan untuk memperoleh 

Keuntungan yang layak ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah keuntungan yf ng diperoleh apabila pelayanan 

tersebut dilakukan secarI . efisien. 

Pasal 1 2 

Striuktur tarif retribuJ tempat rekreasi , pariwisata dan 
sarana olahraga digolon~kan kepada jen is klasifikasi lokasi 
dan jangka waktu pemalJaian fasilitas. 

Besamya tarif dida~~kan kepada tarif dasar pelayanan 
sejenis yang berlaku di v.r ayah Kabupaten Gayo Lues. 

Besarnya tarif retribus· tempat rekreasi , pariwisata dan 
sarana olahraga, terc ntum dalam Lampiran X, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini. 

Pasal 1 3 

SKPK Pemungut Retribusi J!sa Usaha sebagaimana dimaksud 
Pasal 100 ayat (2) huruf adalah SKPK yang membidangi 
pariwisata dan SKPK yang me bidangi olahraga. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 1 4 

Retribusi Penjualan { sil Produksi 
Daerah dipungu t Ret ·busi sebagai 
Penjualan Hasil Produks Usaha Daerah. 

Usaha Pemerintah 
pembayaran a tas 

Objek Retribusi Penjual Hasil Produksi Usaha 
Pemerintah Daerah setgaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah penjualan hasil ·, J oduksi usaha Daerah. 

Dikecualikan dari objeU. Retribusi sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) adalah pe ·ualan produksi oleh, BUMN, BUMD 
dan pihak swasta. 
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Pasal 13 · 

(1) Subjek Retribusi Penjual_l Hasil Produksi Usaha Pemerintah 
Daerah ada1ah oran1

1 

pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmat Penjualan Hasil Produksi Usaha 
Pemerintah Daerah 

(2) Wajib Retribusi Penjuala Hasil Produksi Usaha Pemerintah 

Daerah adalah Orang PE'badi atau Badan yang menurut 
penaturan perundang ndangan diwajibkan untuk 
me1akuk_an pembayar_an Retribusi atas Penjualan Hasil 
Produks1 Usaha Pemermt Daerah. 

Tingkat Penggunaan Jasa P njualan Produksi Usaha Daerah 
diukur berdasarkan jumlah da. jenis produksi usaha daerah. 

( 1) P~insip dan sasaran d_alaf penetapan besarnya tarif retribusi 
d1dasarkan pada tUJUa , untuk memperoleh keuntungan 
yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak I eb~ima.na dimaksud pada ayat (1) 
adalah keuntunga_n yanr d1peroleh apabila pelayanan jasa 
usaha tersebut d1lakuk secara efisien dan berorientasi 
pad a harga pasar. 

Pasal 13 

Struktur dan besarnya Tarif Penjualan Produksi Usaha 
Daerah ditetapkan sebagaim a tercantum dalam lampiran XI 
yang merupakan bagian tidak t rpisahkan dari Qanun ini. 

Pasal 139 

SKPK Pemungut Retribusi J sa Usaha sebagaimana dimaksud 
Pasal 99 ayat (2) huruf g adalah SKPK yang membidangi 
perindustrian dan/atau perdag ngan, dan perikanan. 

( 1) 

Pasal 14

1

0 

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak menganggu 
penyelenggaraan tug.as d~n f ungsi organisasi perangkat 
Daerah dan/ atau optiralisasi Aset Daerah dengan tidak 
mengubah status kep~milikan dipungut Retribusi atas 
Pernanfaatan Aset Daerah yang disediakan, dimiliki 
dan/atau dikelola oleh P merintah Daerah. 
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(2) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah 
Pemanfaatan Aset Daerah yang disediakan, dimiliki 
dan/ atau dikelola oleh P merintah Daerah. 

(3) Dikecualikan dari pengertian Pemanf aatan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada aya t (2) adalah : 

Aset 

a. Pemanfaatan Ase Daerah yang mengganggu 
penyelenggaraan tug s dan fungsi organisasi perangkat 
Daerah ; 

b. Optimalisasi Aset Daerah yang mengubah status 
kepemilikan aset dael ah. 

Pasal 141 

(1) Subjek Retribusi Pem faatan Aset Daerah yang tidak 
menganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 
perangkat Daerah dan/ Jtau optimalisasi Aset Daerah dengan 
tidak mengu bah status kepemilikan adalah orang pribadi 
atau Badan yang mengwµnakan/memanfaatkan Aset Daerah. 

(2) Wajib Retribusi Peman aatan Aset Daerah adalah Orang 
Pribadi atau Badan ya g menurut peraturan perundang­
u ndangan diwajibkan untuk melakukan pem bayaran 
Retribusi atas Pemanfaa an Aset Daerah. 

Pasal 1 2 

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian/ 
pemanfaatan Aset Daerah je is dan jangka waktu Pemanfaatan 
Aset Daerah. 

Pasal 1 

(1) Prinsip yang dianut d penetapan dan besamya Tarif 
Retribusi Pemanfaatan set Daerah yang tidak menganggu 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat 
Daerah dan/ a tau op · alisasi Aset Daerah dengan tidak 
mengubah status kep milikan didasarkan pada tujuan 
un,tuk memperoleh keu tungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak febagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemanfaatan Aset 

(3) 

' Daerah tersebut dilaku an secara efesien dan berorientasi 
pada harga pasar. 

Prinsip dan sasaran ctcµam penetapan tarif retribusi Jasa 
Usaha yang diberikan 91eh BLUD ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai BLVD. I 



( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Pasal 1 4 

Bentuk pemanfaatan bjang milik daerah yang berupa: 
a. sewa yang masa s~j'anya kurang dari 1 (satu) tahun; 
b. kerja sama pemant atan; 
c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau 
d. kerja sama penyedi an infrastruktur 

ayat ( 1) dapat dilak kan untuk setiap pelaksanaan 
pemamfaatan barang mi ik daerah . 

i 
Bentuk pemanfaatan parang milik daerah sebagaiman 
dimaksud pada ayat (2) 1ilaksanakan dengan ketentuan : 

a. Tidak bertentanga dengan peraturan perundang-
undangan yang lebi tinggi; 

b. Tidak menghambat klim investasi di Daerah; dan 
c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

Pelaksanaan pemanfaat n barang milik daerah sebagaiman 
dimaksud pada ayat ( 1), sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan y ng mengatur mengenai pengelolaa 
barang milik daerah. 

Pasal 1 

(1) Pelaksanaan pemanfaat barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud Pasal 144 hur f b sampai dengan huruf e, diatur 
dengan peraturan Bupati 

(2) Peneta.pan Peraturan 8 , pati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilak kan untuk setiap pelaksanaan 
pemanfaatan barang mili daerah. 

(3) Bentuk pemanfaatan b rang milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) d laksanakan dengan ketentuan: 
a. tidak bertentanga dengan peraturan perundang-

undangan yang lebi tinggi; 
b. tidak menghambat i lim investasi di Daerah; dan 
c. tidak menimbulkan konomi biaya tinggi. 

(4) Pelaksanaan pemanfaatar barang milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan ya g mengatur mengenai pengelolaan 
barang milik Daerah. 

( 1) Objek pemanfaatan bara g milik daerah meliputi : 
a. tanah dan/atau bangur:an ; dan 
b. selain tanah dan/atau 1oangunan. 



(2) Objek pemanfaatan 
dan / a tau bangunan 
hu ruf a, dapat 
keseluruhannya. 
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ba ang milik daerah beru pa tan ah 
seb gaimana dimaksud pada ayat (1) 
dil kukan untuk sebagian atau 

(3) Dalam hal objek peman atan barang milik daerah berupa 
sebagian tanah dan/ata bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), luas tana dan/atau bangunan yang menjadi 
obj'ek pemanfaatan bararig milik daerah adalah sebesar luas 
bagian tanah dan/atau b gunan yang dimanfaatkan. 

( 1) Tarif Retribusi digolong n berdasarkan Pemanfaatan Aset 
Daerah jenis gedung, Ru ah Dinas, lapangan, tenda/kursi, 
bus angkutan penu mpan , tanah, kendaraan dan/atau alat­
alat berat/besar, alat-alat pengaman jalan dan alat 
laboratorium yang diman ,aatkan/ dipakai. 

(2) Tarif ditetapkan sebagai umlah pembayaran persatuan unit 
pelayanan/ jasa dan me upakan jumlah unsur-unsur tarif 
yang meliputi: 

(3) Biaya sebagaimana dima sud pada ayat (2), meliputi : 

a. 

b. 

C. 

biaya operasional lf-1:gsung, meliputi biaya belanja 
pegawai, belanja pe~ryeliharaan dan semua biaya rutin 
lainnya yang berkaitl .' langsung dengan penyediaan jasa; 

biaya operasional itidak langsung, meliputi biaya 
administrasi umum dan biaya lain yang mendukung 
penyediaan jasa; 

biaya modal, melipu nilai lahan atau tanah, bangunan 
dan kenderaan/alat- lat berat/ besar serta penyusutan 
aset; 

d. biaya-biaya lain dengan 
penyediaan jasa, sepe ti bunga atas pinjaman. 

(4) Struktur dan besamya arif sebagaimana dimaksud pada 
pasal 144 ayat (1), untuk setiap hari 
perhakaian/pemanfaatan ditetapkan sebagaimana 
tercantum dalam Lampir n XII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari qanun i i. 

Pemungut Retribusi Jasa U aha sebagaimana dimaksud Pasal 
140 adalah Satuan Kerja Pe gelolaan Keuangan Kabupaten dan 
Sekretariat Daerah. 

Garaf Koordinasl 
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Paragra 3 
Retribusi Perizin n Tertentu 

Pasal 1 9 

Objek Retribusi Perizinan T . rten tu adalah pelayanan perizinan 
tertentu oleh Pemerintah aerah kepada orang pribadi atau 
badan yang dimaksudkan ntuk pengaturan dan pengawasan 
atas kegiatan pemanfaatan r ang, penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, dan / ata fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menj ga kelestarian lingkungan . 

(1) Jenis pelayanan pemb rian izin yang merupakan objek 
Retribusi Perizinan Terte tu meliputi: 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

a. persetujuan Bangu an gedung; 
b. penggunaan tenaga kerja asing: dan 

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l} disediakan 
atau diberikan oleh emerintah Kabupaten Gayo Lues 
berdasarkan kewenanga Pemerintah Kabupaten Gayo Lues 
setiagaimana diatur dal~ ketentuan peraturan Perundang­
Untlangan. 

Subjek Retribusi Peri inan Tertentu merupakan orang 
pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati 
penn berian Perizinan Ter en tu. 

Wajib Retribusi Perizina Tertentu merupakan orang pribadi 
atau Sadan yang menu ut peraturan perundang-undangan 
diwajibkan untuk mel~kukan pembayaran Retribusi atas 
pemberian Perizinan Ter ( ntu. 

Pasal 1 1 

Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat ( 1) huruf a 
meliputi penerbitan p rsetujuan Bangunan gedung dan 
sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues 
sesuai dengan ketentu~ peraturan Perundang-Undangan. 
Dikecualikan dari pedgenaan Retribusi atas pelayanan 
sebagaimana dimaksud rada ayat (1) merupakan pemberian 
izin persetujuan Bang~nan milik Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, dan Banguna yang memiliki fungsi keagamaan 
atau peribadatan. 

Paraf Koordinasl 

JI 
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(1) Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan 
penerbitan SLF Gedung atau Prasarana 
Bangunan Gedung. 

(2) Objek retribusi PBG adal penerbitan PBG dan SLF. 

{3) Penerbitan PB G dan $LF sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi kegia layanan konsultasi pemenuhan 
standar teknis, penerbit PBG, inspeksi bangunan gedung, 
penerbitan SLF dan SB G, serta pencetakan plakat SLF. 

(4) Penerbitan PBG dan SL tersebut diberikan 
pemohonan persetujuan: 

a. Pembangunan baru; 

untuk 

b. Bangunan Gedung ang sudah terbangun dan belum 
memiliki PBG dan/ a tau SLF; 

c. PBG perubahan unt k: 

1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung; 

2. Perubahan lapis B ngunan Gedung; 

3. Perubahan luas B ngunan Gedung; 

4. Perubahan tampa · Bangunan Gedung; 

5. Peru bahan spesifikasi dan dimensi komponen pada 
Bangunan Gedu g yang mempengaruhi aspek 
keselamatan dan / ftau kesehatan; 

6 . Perkuatan Ban~nan Gedung terhadap tingkat 
kerusakan sedang ]a tau berat; 

7. Perlindungan dan ) atau pengembangan Bangunan 
Gedung cagar bud ya ; atau 

8. Perbaikan Bang nan Gedung yang terletak di 
kawasan cagar bu aya. 

(5) PBG perubahan tidal< diperlukan untuk pekerjaan 
pemeliharaan dan pekerj8ian perawatan. 

(6) Tidak terrnasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalab penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan 
milik pemerintah pusat, 1emerintah Daerah, atau bangunan 
yang memiliki fungsi kea amaan. 

Pasal 15 

(1) Subjek retribusi PBG ada ah setiap orang pribadi atau badan 
yang memperoleh PBG da SLF. 
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(2) Wajib retribusi PBG yang elanjutnya disebut Wajib Retribusi, 
adalah orang pribadi at u badan yang diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran etribusi PBG. 

(1) Besarnya retribusi PBG y g terutang dihitung berdasarkan 
perkalian antara tingkat enggunaan jasa atau penyediaan 
layanan dan harga satua retribusi PBG. 

(2) Tingkat penggunaan j sa atau penyediaan layanan 
sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1) diukur berdasarkan 
formula yang mencer inkan biaya penyelenggaraan 
penyediaan layanan. 

(3) Harga satuan retribusi BG sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 

a. lndeks lokalitas d Standar Harga Satuan 
Tertinggi untuk Bangpnan Gedung; atau 

b. Harga Satuan rJtribusi Prasarana Bangunan 
Gedung untuk Prasa ana Bangunan Gedung. 

(4) Formula sebagairnana di aksud pada ayat (2) terdiri atas 
formula untuk: 

a. Bangunan Ged ung; d 

b. Prasarana Bangunan Gedung. 

(5) Formula sebagairnana di aksud pada ayat (4) huruf a terdiri 
atas: 

a. Luas Total Lantai; 

b. lndeks Terintegrasi; 

c . Indeks Bangunan Ge ung Terbangun. 

(6) Formula sebagaimana di aksud pada ayat (4) huruf b terdiri 
dari: 

a. Volume; 

b. Indeks Bangunan Ge ung; dan 

c. Indeks Bangunan Ge , ung Terbangun. 

Pasal 155 

P . . d I b 'f . b . PBG nns1p an sasaran penetapan esaran tan retn us1 (1) 

didasarkan pada tujua untuk rnenutup seluruh biaya 
penyelenggaraan penerbit PBG dan SLF. 

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF 
sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi penerbitan 
dokumen PBG dan S F, inspeksi Pernilik bangunan, 
penegakan hukum, pe atausahaan , dan biaya dampak 
negatif dari penerbitan P G dan SLF tersebut. 
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I 
I 

Pasal 1 6 

Rincian perhitungan strukt r dan besaran tarif sebagaimana 
dimaksutd pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran XIII 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qan un ini. 

Pasal 1 , 7 

SKPK Pemungut Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana 
dimaksud Pasal 150 ayat ( 1) huruf a adalah SKPK yang 
membidangi tata ruang, peru ahan dan permukiman . 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

Pasal 1$8 

Dengan nama Retribu i Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
dipungut Retribusi seb • gai pembayaran dana kompensasi 
penggunaan tenaga ke ·a asing atas pengesahan rencana 
penggunaan tenaga kerj asing perpanjangan sesuai wilayah 
kerja tenaga kerja asing. 

naan Tenaga Kerja Asing adalah 
pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja 
asing perpanjangan ses ai wilayah kerja tenaga kerja asing 
sesuai ketentuan perat ran perundang-undangan mengenai 
penggunaan tenaga kerja asing. 

Dikecualikan dari i] elayanan pengesahan rencana 
penggunaan tenaga ker a asing perpanjangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( ) yang tidak dikenakan pungutan 
Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja 
asing oleh instansi Pe I erintah, perwakilan negara asing, 
badan intemasional, le baga social, lembaga keagamaan, 
dan jabatan tertentu di l mbaga pendidikan. 

Pasal 1$9 
I 

Subjek Retribusi IPenggunaan Tenaga Kerja Asing 
adalah Pemberi Kerja Te aga Kerja Asing. 

(21 Wajib Retribusi Pengg naan Tenaga Kerja Asing adalah 
Orang Pribadi atau adan yang menurut peraturan 
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi a s Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

Pasal 1 0 

Tingkat penggunaan jasa Liukur berdasarkan jangka waktu 
perpanjangan RPTKA dan ju6Iah TKA yang dipekerjakan. 

Pasal 1 , 1 

( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
Penggunaan Tenaga K rja Asing ditetapkan berdasarkan 

nasi 
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pada tujuan untuk me utup sebagian biaya penyelenggaraan 
pemberian izin yang be sangkutan. 

(2) Biaya penyelenggara pemberian 1zm sebagaimana 
dimaksud pada ayat( 1) eliputi: 

b. d k I . . 

( 1) 

a. pener 1tan o umen tzm; 
b. pengawasan dilapan 
c. penegakan hukum; 
d. penatausahaan; 
e. biaya dampak negat f dari pemberian izin; dan 
f. kegiatan pengemba an keahlian dan ketrampilan tenaga 

kerja lokal. 

Struktur tarif 
penggunaan jasa. 

i ditetapkan. berdasarkan tingkat 

(2) Besarnya tarif retribusi . e bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan sebesar USO 100 (seratus dolar Amerika Serikat) 
per jabatan per orang p r bulan sebagai Pendapatan Daerah 
berupa Retribusi Daera untuk setiap TKA dan dibayarkan 
dimuka. 

(3) Retribusi sebagaimana , irnaksud pada ayat (2), dibayarkan 
dengan rupiah berdas kan nilai kurs yang berlaku pada 
saat pem bayaran retribusi oleh wajib retribusi. 

Pasal 1 

SKPK Pemungut Retribusi enggunaan Tenaga Kerja Asing 
sebagaimana dimaksud Pasal 150 ayat (1) huruf b adalah SKPK 
yang rnembidangi tenaga kerja. 

(1) 

(2) 

(3) 

Prinsip dan sasaran , alam penetapan tarif Retribusi 
Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup 
sebagian biaya penyel nggaraan pernberian izin yang 
bersangku tan . 

Biaya penyelenggaraan pernberian izm sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 1eliputi biaya penerbitan dokurnen 
izin, pengawasan, pen1,gakan hukum, penatausahaan, 
dan/atau biaya dampak 1egatif dari pemberian izin tersebut. 

Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 6a1am Pasal 150 ayat ( 1 ), biaya 
penyelenggaraan layan n mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-und ngan mengenai Bangunan gedung. 
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(4) Khusus untuk pelayana pengesahan rencana penggunaan 
tenaga kerja asing perpianjangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 158 ayat ( 1) biaya penyelenggaraan pemberian 
izin mengacu pada etentuan peraturan perundang­
unpangan mengenai peng unaan tenaga kerja asing. 

(2) 

(3) 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Bagian Ket ga 

Pemanfaatan Ritribusi 

Pasal 16J 
Per:nanfaatan dari penerilaan masing-masing jenis Retribusi 

~~~~::::an de~~~k ;: I i:i:~~:r:g~~tan p:i:;:na~erk~;~~ 

bersangku tan. 

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan 
dikelola oleh BLUD ct!pat langsung digunakan untuk 
mendanai penyelenggaraJ..n pelayanan BLU D sesuai dengan 
ketentuan peraturan perJndang-undangan mengenai BLUD. 

Kenentuan lebih lanjut engenai pemanfaatan penerimaan 
Retribusi sebagaimana d maksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan Peraturan upati. 

TATA CARA PEMU eUTAN PAJAK DAERAH 
DAN RET IBUSI DAERAH 

Dokumen yang digunak sebagai dasar pemungutan jenis 
pajak berdasarkan pen tapan Bupati antara lain adalah 
surat ketetapan pajak daerah dan pemberitahuan pajak 
terhutang. 
Dokumen yang digunak · n sebagai dasar pemungutan jenis 
pajak berdasarkan per I itungan sendiri oleh wajib pajak 
antara lain adalah surat emberitahuan Pajak Kabupaten . 
Dokumen pemberitah an pajak daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 1ajib diisi dengan benar dan lengkap 
serta disampaikan olel wajib pajak kepada Pemerintah 
Kabupaten sesuai deng ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
Besaran retribusi terut ng ditetapkan dengan SKRD atau 
dokumen lain yang dipet samakan baik berbentuk dokumen 
tercetak maupun dokum n elektronik. 
Dokumen lain yang dip rsamakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dapat ber pa karcis, kupon, kartu langganan, 
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surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perijinan 
elektronik. 

( 1) Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 
dilaksanakan sesuai de gan ketentuan umum dan tata cara 
pemungutan Pajak Dae h dan Retribusi Daerah. 

(2) Ketentuan umum dan ,ata cara pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah s bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
meliputi pengaturan me genai : 

(3J 

(4) 

a. Pendaftaran dan pen ataan; 
b. Penetapan besaran ajak Daerah dan Retribusi Daerah 

terutang; J 

c. Pembayaran dan pen!Yetoran ; 
d. Pelaporan; 
e. Pengurangan, pembe ulan, dan pembatalan ketetapan; 
f. Pemeriksaan Pajak aerah; 
g. Penagihan Pajak Dae ah dan Retribusi Daerah. ; 
h. Keberatan 
1. Gugatan; 
j. Penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

oleh Bupati; 
Pembayaran dan Penyet 
Kabupaten sebagaiman 

ran Pajak Kabupaten dan Retribusi 
dimaksud pada ayat (2) huruf c 

dilakukan melalui siste pembayaran berbasis elektronik. 

Dalam hal s istem pem ayaran berbasis elektronifik 
tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak 
dilakukan melalaui pem ayaran tunai. 

belum 
dapat 

(5) Ketentuan lebih lanj ut mengenai tata cara pemungutan 
Pajak Kabupaten dan etribusi Kabupaten diatur dengan 
Peraturan Bupati berpe oman pada peraturan perundang-

( l) 

un1dangan. 

Ba~an Kesatu 
Kerja Sarna Optimalisasi Pemungutan Pajak 

P sal 168 

Dalam upaya men optimalkan penerimaan 
Pemerintah Daerah papat melaksanakan kerja 
optimalisasi Pemungutli.n Pajak dengan: 
a . Pemerintah; 
b . Pemerintah Daera lain; dan/ atau 

Pajak, 
sama 

c. pihak ketiga. 

(2) Kerja sama sebagaim~ a dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pertukaran dan/dtau pemanfaatan data dan / atau 

informasi perpaj n , perizinan, serta data dan / atau 
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(4) 
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informasi lainny sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-und gan; 

b. pengawasan Wa ib Pajak bersama sesuai dengan 
ketentuan peratu an perundang-undangan; 

c. pemanfaatan prigram atau kegiatan peningkatan 
pelayanan kepad masyarakat, khususnya di bidang 
perpajakan; 

d. pendampingan d n dukungan kapasitas di bidang 
perpajakan; I 

e. peningkatan pen .etah uan dan kemampuan aparatur 
atau sumber daya manusia di bidang perpajakan; 

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak 
ketiga; dan 

g. kegiatan lainny yang dipandang perlu untuk 
dilaksanakan den an didasarkan pad a pertim bangan 
efisiensi dan efek ivitas pelayanan pu blik serta saling 
menguntungkan. 

Kerja sama yang da at dilaksanakan bersama dengan 
Pemerintah dan/ a u Pemerintah Daerah lain 
sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a-samp · dengan huruf e dan/atau huruf g. 

Kerja sama yang daipat dilaksanakan bersama dengan 
IDihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c 

meliputi bentuk kerja isama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c, samp i dengan huruf g. 

P sal 169 

(1) Pemerintah Daerah dapa : 

(2) 

(3) 

a. mengajukan penawa an kerja sama kepada pihak yang 
dituju sebagaimana imaksud dalam Pasal 168 ayat ( 1); 
dan 

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana 
dimaksud dalam Pas 168 ayat (1). 

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) 
dit1.:1angkan dalam dok men perjanjian kerja sama atau 
dokumen lain yang disep kati para pihak. 

Khusus untuk bentuk ,erja sama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 168 ayat (2) lhuruf a, dokumen perjanjian kerja 
sama ditetapkan oleh K pa1a Daerah bersama mitra kerja 
sama. 

(4) Dokumen perjanjian ke ·a sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) paling sedi · mengatur ketentuan mengenai: 
a. subjek kerja sama; 
b. maksud dan tujuan; 
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c. ruang lingkup; 
d. hak dan kewajiban pa a pihak yang terlibat; 
e. jangka waktu perjanji n; 
f . sumber pembiayaan; 
g. penyelesaian perselisi an; 
h. sanksi; 
i. , korespondensi; dan 
j. 1perubahan. 

Bagi n Kedua 
Pemung tan Retribusi 

P al 170 

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang 
yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaim na ke kas Daerah atau melalui 
Wajib Retribusi yang berti dak selaku pemungut. 

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut 

(3) 

(4) 

(5) 

sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1) menyetorkan seluruh 
penerimaan Retribusi Ya.Ifg dipungut ke kas Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal Retribusi dipu;gut atas pelayanan yang diberikan 
oleh BLUD, pembayara Retribusi oleh Wajib Retribusi 
disetorkan ke Rekening ias BLUD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-un~angan. 

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dapat dibayarkan sekali~s sebelum pelayanan diberikan. 

Dalam hal Wajib Retrib si tertentu tidak membayar tepat 
pada waktunya atau , rang membayar, Wajib Retribusi 
dikenakan sanksi adminfstratif berupa bunga sebesar 1 % 
(satu persen) per bulan ~ari Retribusi -terutan g yang tidak 
atau kurang dibayar dipitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk 
jangka waktu paling laml1 

24 (dua puluh empat) bulan dan 
ditagih dengan menggun an STRD. 

(6) Penagihan Retribusi teru ang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) didahului dengan urat Teguran. 

(7) Tata cara pelaksanaan emungu tan Retribusi dite ta pkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Bagi Ketiga 
Pemungutan Re busi oleh Pihak Ketiga 
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( 1) Pemerintah Daerah da at melaksanakan kerja sama atau 
penunjukan pihak ket~ga dalam melakukan Pemungutan 
Retribusi. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Kerja sama atau pen njukan pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (~) tidak termasuk penetapan tarif, 
pet1gawasan, dan Pemer1ksaan. 

Pemungutan Retribusi ~ang dilaksanakan oleh pihak ketiga 
sebagaimana dimaks~~ pada ayat ( 1) dilaksanakan 
berdasarkan pertimb~~gan efisiensi dan efektivitas 
Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib 
Retlribusi. 

Penerimaan Retribusi y : ng dilaksanakan oleh pihak ketiga 
sebagaimana dimaksud f ada ayat ( 1) disetor ke rekening kas 
umum daerah secara bruto. 

Pemberian imbal jasa 
dimaksud pada ayat ( 1) 
pendapatan dan belanja 

epada pihak ketiga sebagaimana 
ilakukan melalui belanja anggaran 
aerah. 

ketentuan lebih lanjut qiengenai tata cara penyelenggaraan 
kerja sama atau penuhjukan pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 11 diatur dengan Pera tu ran Bupati 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

( 1) Hak untuk melakuka Penagihan Retribusi menjadi 
kedaluwarsa setelah elampaui waktu 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak saat teru gnya Retribusi, kecuali jika Wajib 
Retribusi melakukan tind k pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) tertangguh j"ka: 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. terdapat pengakuan ang Retribusi dari Wajib Retribusi, 

baik langsung maupu tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Su at Teguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, ke aluwarsa Penagihan dihitung sejak 
tanggal diterimanya Sura Teguran. 

(4) Pengakuan utang Retrib si secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) uruf b merupakan Wajib Retribusi 
dengan kesadaran men+ takan masih mempunyai utang 
Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Ret ibusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengaJU n permohonan angsuran atau 

I Par~ rdinasi 
~l/ -
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penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 

(6) Dalam hal diterbitkan Su at Teguran sebagaimana dimaksud 
paCila ayat (2) huruf a, ka aluarsa Penagihan dihitung sejak 
tanggal diterimanya Surat Teguran. 

Keempat 

Inse if Fiskal 

n Retribusi 

Bagi Pe aku U saha 

Pa al 173 

( 1) Dalam mendukung ke ijakan kemudahan berinvestasi, 
Bupati dap[at memberi an insentif fiskal kepada pelaku 
usaha di daerahnya. 

(2) Insentif fiskal sebagaima a dimaksud pada ayat (1) berupa 
pengurangan, kering an, dan pembebasan, atau 
penghapusan atas poko Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau 
sa:raksinya. 

(3) Insentif :fiskal sebagaim a dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
diberikan at.as permoho an Wajib Pajak dan/atau Wajib 
Retribusi atau diberik n secara jabatan oleh Bupati 
beiidasarkan pertimbang 

a. Kemampuan memb Wajib Pajak dan/atau Wajib 
Retribusi; 

b. Kondisi tertentu obje1 Pajak, seperti objek Pajak terkena 
bencana alam, kebiaran, dan /atau penyebab lainnya 
yang terjadi bukan arena adanya unsur kesengajaan 
yang dilakukan ole Wajib Pajak dan/ a tau pihak lain 
yang bertujuan untu menghindari pembayaran Pajak; 

c. Untuk mendukung an melindungi pelaku usaha mikro 
dan ultra mikro; 

d. Untuk mendukung ebijakan Pemerintah Daerah dalam 
mencapai program phoritas Daerah; dan/atau; 

e. Untuk mendukun kebijakan Pemerintah dalam. 
mencapai program p ·oritas nasional. 

(4) Pmberian insentif fiskal ebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan 
Daerah dalam pengelolaa keuangan daerah. 
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(5) Pemberian insentif fiska kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib 
Retribusi sebagaimana .imaksud pada ayat (3) huruf a dan 
huruf b, dilakukan den ian memperhatikan faktor: 

a. Kepatuihan pemba aran dan pelaporan Pajak oleh Wajib 
Pajak selama 2 (du ) tahun terakhir; 

b. Kesinambungan u 
Retribusi; 

Pajak dan/atau Wajib 

c. Kontribusi usaha , an penanaman modal Wajib Pajak 
dan/atau Wajib Re ribusi terhadap prekonomian daerah 
dan lapangan ke ·a di daerah yang bersangkutan; 
dan/atau 

d. Faktor lain yang ditentukan oleh Bupati. 

(6) Pemberian insentif fiska kepada Wajib Pajak dan/ a.tau Wajib 
Reltribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3 huruf c, dilakukan sesuai dengan 
kriteria usaha mikro an ultra mikro dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperas. 

(7) Pemberian insentif fisk kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, 
disesuaikan dengan pri ritas Daerah yang tercantum dalam 
rencana pembangunan j ngka menengah daerah. 

(8) Pemberian insentif fisk kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e 
dilakukan dalam rang a percepatan penyelesaian proyek 
st.Irategis nasional. 

(1) Pemberian insentif fiska ditetapkan dangan Peraturan 
Bupati dan diberitahuk n kepada DPRK. 

(2) Pemberitahuan kepada PRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan I ertimbangan Bupati dalam 
memberikan insentif fis al. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
pemberian insentif fisk 

engenai administrasi dan tata cara 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Dalam hal pemberian inse tif fiskal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 173 ayat (1) erupakan permohonan Wajib Pajak 
dan/ atau Wajib pokok Ret ibusi, dan/ atau sanksinya diatur 
d engan Pera turan Bu pa ti. 
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Karahasiaa Data Wajib Pajak 

( 1) Setiap pejabat dila.rang emberitahukan kepada pihak lain 
segala sesuatu yang dike ahui atau diberitahukan kepadanya 
oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 
untuk menjalankan etentuan peraturan Perundang­
Undangan di bidang per ajakan Daerah. 

(2) Larangan sebagaimana imaksud pada ayat ( 1) berlaku juga 
terhadap tenaga ahli ang dtunjuk oleh Bupati untuk 
membantu dalam p laksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di · idang perpajakan Daerah. 

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dan ayat (2 adalah: 
a. Pejabat dan atau/t naga ahli yang bertindak sebagai 

saksi atau ahli dala sidang pengadilan; dan 
b. Pejabat dan atau/ten ga ahli yang ditetapkan oleh Bupati 

untuk memberikan eterangan kepada pejabat lembaga 
Negara atau inst , si Pernerintah yang berwenang 
melakukan pemeriks · an dalam bidang keuangan Daerah. 

(4) Untuk kepentingan dae ah, Bupati berwenang memberikan 
izin tertulis kepada pej bat sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan tenaga ahli ebgaimana dimaksud pada ayat (2), 
agar memberikan keter gan, memperlihatkan bukti tertulis 
dari a.tau tentang wajib p jak kepada pihak yang ditunjuk. 

(5) Untuk kepentingan p meriksaan di pengadilan dalam 
perkara pidana atau per ata, atas permintaan hakim sesuai 
dengan hukum acara pi ana, Bupati dapat memberikan izin 
tertulis kepada pejabat sybagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dan tenaga ahli sebagairyana dimaksud pada ayat (2), untuk 
memberikan dan mer perlhatkan bukti tertulis dan 
keterangan wajib pajak yang ada padanya. 

(6) Permintaan hakim seb~gaimana dimaksud pada ayat (5) 
harus menyebutkan natlna tersangka atau nama tergugat, 
keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana 
a tau perdata yang bers ngku tan dengan keterangan yang 
diminta. 
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Bagi n Kelima 
Insentif Pemungutan 
Pajak Retribusi 

Paisal 177 
Instansi yang melakukan pemungutan pajak dan Retribusi 
dapat diberi insentif atas asar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif seba ·mana dimaksud pada ayat (1) di 
tetapkan melalui APBK. 

(3} Ketentuan lebih lanjut engenai tata cara pemberian dan 
pemanfaatan insentif setiagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan upati berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. 

Bagi Keenam 
Sinergi Pe ungutan Opsen 

{1) Dalam rangka optimalisa i penerimaan: 

(2) 

(3) 

( 1) 

(2} 

a. PKB dan Opsen PKB; an 
b. BBNKB dan Opsen B NKB, 

Pemerintah Daera provinsi bersinergi dengan 
Pemerintah Daerah k bupaten Gayo Lues. 

Dalam rangka optimali asi penerimaan Pajak MBLB dan 
Opsen Pajak MBLB, Pererintah Daerah kabupaten Gayo 
Lues bersinergi dengan Pjmerintah Daerah provinsi . 

Sinergi sebagaimana diTaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam 
Pemungutan PKB, Opse PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak 
MBLB, dan Opsen Pajak BLB atau bentuk sinergi lainnya. 

Pasal 179 

Ketentuan lebih lanjut engenai Pemungutan Opsen PKB 
dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara Provinsi dan 
Kabupaten Gayo Lues alam implementasi kebijakan yang 
berdampak pada Pemun~utan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan 
Opsen BBNKB, diatur da$am Peraturan Gubernur. 

Ketentuan lebih lanjut rengenai Pemungutan Opsen Pajak 
MBLB dan bentuk sinerti antara kabupaten Gayo Lues dan 
provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak 
pada Pemungutan Paja MBLB dan Opsen Pajak MBLB, 
diatur dalam Peraturan upati. 
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Bag an Ketujuh 
Penghimpunan Data an/ a tau Informasi Elektronik 

dalam P mungutan Pajak 

(1) Dalam rangka optimali asi Pemungutan Pajak, Pemerintah 
Daerah dapat memin t data dan /atau informasi kepada 
pe1aku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang 
digunakan untuk trans si perdagangan. 

(2) Data dan/atau informa1i sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) berupa data dan / at u informasi yang berkaitan dengan 
orang pribadi atau B dan yang terdaftar dan memiliki 
peredaran usaha. 

BABIV 
TUAN PIDANA 

181 

(1) Wajib Pajak yang kar na kealpaannya tidak memenuhi 
kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan 
Kabupaten, diancam engan pidana sesuai peraturan 

(2) 

perundang-u ndangan. 

Wajib Pajak yang deng 
perpajakan sebagaiman 
sehingga merugikan Ke 
pidana sesuai dengan p 

sengaja tidak memenuhi kewajiban 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), 

angan Kabupaten, diancam dengan 
aturan perundang-undangan. 

Tindak pidana di bidang peqpajakan Daerah tidak dapat dituntut 
apabila telah melampaui j ,lgka waktu 5 (lima) tahun terhitung 
sejak saat Pajak terutang at u masa Pajak berakhir atau bagian 
Tahun Pajak berakhir ata Tahun Pajak yang bersangkutan 
berakhir . 

AB V 
SANKS! DMINISTRATIF 

Pasal 183 

(1) Dalam hal Wajib Pajak ~tau Wajib Retribusi tidak memenuhi 
kewajiban dibidang perpajakan daerah dan Retribu si, 
dil<.enakan sanksi ad inistratif berupa bunga, denda, 
dan/ atau kanaikan Paj dan Retribusi. 

(2) Ketentuan lebih t mengenai pengenaan sanksi 
administratif sebagaim n a dimaksud pada ayat ( 1) diatur 
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dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan 
Perundang-undangan m ngenai Pajak dan Retribusi. 

P sal 184 

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan 
SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

(2) Sanksi administratif be upa denda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah 
untuk setiap SPTPD. 

(3) Sanksi administratif be upa denda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak dik nakan jika Wajib Pajak mengalami 
keadaan diluar kekuasa nnya (force maieure) 

(4) Sanksi administratif be upa denda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapk sebesar Rp. 100.000,00 (seratus 
ribu rupiah) dati jumlah pajak terutang. 

(5) Keriteria keadaan diluar kekuasaan wajib pajak meliputi: 

a. Bencana alam; 

b. Kebakaran; 

c. Kerusuhan massal . tau huru hara; 

Wajib Retribusi yang melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud da am Pasal 74 ayat ( 1), sehingga 
merugikan Keuangan Kab paten, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga bulan atau pidana sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Pejabat atau tenaga ahli ya g melanggar larangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 176 'fat ( 1) dan ayat (2), diancam dengan 
pidana berdasarkan peratur perundang-undangan. 

Denda se bagaimana dimaks Pasal 181, Pasal 182, dan 
Pasal 183 merupakan penda atan Negara. 

?araf Koordinasl 

~q -Iv~ 



76 

AB VI 
KETENT AN PERALIHAN 

P sal 188 

Pada saat Qanun ini mulai b~laku: 
a. terhadap hak dan kewaji an Wajib Pajak dan Wajib Retribusi 

yang belum diselesaik sebelum Qanun ini diundangkan, 
penyelesaiannya dila ukan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan d bidang Pajak dan Retribusi yang 
ditetapkan sebelum berl kunya Qanun ini; 

b. peraturan bupati meng nai pajak kabupaten dan retribusi 
kabupaten yang mengat r selain besaran tarif pajak daerah 
dan retribusi daer h yang ditetapkan sebelum 
diundangkannya qanun ini, dianggap masih tetap berlaku 
sepanjang tidak berten angan dan sebelumnya Peraturan 
Bupati sesuai qanun ini. 

P sal 189 

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, hanya ctaJat dilaksanakan sampai dengan di 
berlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil 
negara yang telah memperti bangkan kelas jabatan untuk tugas 
dan fungsi pemungutan Pajal Daerah dan Retribusi Daerah. 

P sal 190 

Terhadap Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai 
berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. 

Pada saat qanun ini mulai b rlaku: 
a. qanun atau Peraturan , upati mengenai pengelolaan BLUD 

diI11Yatakan masih ~etap berlaku sampai dengan 
diundangkannya qanun mi. 

b. Ketentuan mengenai *manfaatan asset daerah terkait 
dengan retribusi daeraljt, dinyatakan masih tetap berlaku 
sampai dengan diundangkannya qanun ini. 

c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik 
daerah yang telah dilhsanakan berdasarkan perjanjian 
masih tetap berla.ku sa!mpai berakhimya masa perjanjian 
tanpa perpanjangan. 
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AB VII 
KETENT AN PENUTUP 

P sal 192 

Pada saat Qanun ini berlaku,J semua peraturan pelaksanaan yang 
berkaitan dengan pajak daer~ dan retribusi daerah, dinyatakan 
masih tetap berlaku sep njang belum diganti dan tidak 
berten tangan dengan Qan un ni . 

(1) Pada saat Qanun ini mu ai berlaku: 

a. Qanun Kabupaten ayo Lues Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan. 

b. Qanun Kabupaten N mor 6 Tahun 2008 tentang Pajak 
Restoran. 

c. Qanun Kabupaten Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak 

daerah. I 
d. Qanun nomor 12 ta~un 2013 tentang perubahan atas 

Qanun Kabupaten ayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 
tentang pajak daerah. 

e. Qanun Nomor 4 tah n 2018 tentang perubahan kedua 
atas Qanun Kabupate Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 
tentan.g pajak daerah. 

f. Qanun Kabupaten ~yo Lues Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum. 

g. Qanun Kabupaten ayo Lues Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Perubahan a as Qanun Kabupaten Gayo Lues 
Nomor 7 Tahun 2011 t~ntang Retribusi Jasa Umum. 

h. Qanun Kabupaten dfyo Lues Nomor 5 Tahun 2011 
tentang retribusi perizipan tertentu. 

1. Qanun Ka bu paten Gay'p Lues Nomor 6 tahun 2019 ten tang 
perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Gayo Lues 
Nomor 5 Tahun 2011 ~f ntang retribusi perizinan tertentu. 

J. Qanun Kabupaten Ga.r1 Lues Nomor 5 tahun 2019 tentang 
perubahan atas Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 
2011 ten tang retribusi pasa usaha. 

k. Qanun Kabupaten Gayb Lues Nomor 6 tahun 2010 tentang 
retribusi pelayanan pe sampahan/ kebersihan. 

l. Qanun Kabupaten Gt3-yo Lues Nomor 3 Tahun 2017 
tentang retribusi peng1:t 1dalian menara telekomunikasi. 

m. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 tahun 2019 tentang 
perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 
Tahun 2017 ten tan Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi. 
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dicabut dan dinyatakan ti ak berlaku. 

(2) Pada saat qanun ini mu ai berlaku, Qanun Kabupaten Gayo 
Lues Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, 
ketentuan mengenai ret ·busi daerah dan izin mendirikan 
bangunan dicabut dan d nyatakan tidak berlaku. 

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai 
berlaku pada tanggal 5 janu · 2025. 

Pasal 1 ~5 

Qanun ini mulai berlaku padJ tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahu·nya memerintahkan pengundangan 
Qanun ini dengan menempat annya dalam Lembaran Kabupaten 
Gayo Lues. 

Ditetapkan di Blangkejeren 
Pada anggal, .5 Januari 2024 M 

23 Jumadil Akhir 1445 H 

Pj~ 

I 

Diundangkan di Blangkejeren 
Pada Tanggal, E Januari 2024 M 

2.3Jumadil Akhir 1445 H 

~ - -.... ·r H. JATA ·- .., 
LEMBARAN KABUPATEN GA YO LUES 'AHUN 2023 NO MOR. /~f; 

NOMOR REGISTRASI QANUN ABUPATEN GAYO LUES 
PROVINSI ACEH, NO OR: l / 6 / 2024 
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PENJELA AN 
ATAS 

QANUN KABUPATE GAYO LUES 
NOMOR TA UN 2024 

TENTANG 
PAJAK KABUPATEN DAN R RIBUSI KABUPATEN 

I. UMUM 

Pada hakikatnya Undang-Un ang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pe~rintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah telah mengatur mengenai J?okok-pokok kebijakan Pajak dan 
Retribusi sebagai bagian dari ruangj~ngkup Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerinta an Daerah. Adapun pokok-pokok 
kebijakan Pajak dan Retribusi terse ut, antara lain restrukturisasi jenis 
Pajak, rasionallsasi jenis Retribusi, jserta pengenaan Opsen. Kebijakan 
pengenaan Opsen ditujukan untuk 1eningkatkan sinergi antara provinsi 
dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. 
Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum 
yang dapat ditanggung Wajib Paj k pada saat berlakunya Undang­
Undang Nomor 28 Tahun 2009 te tang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. Selanjutnya, pengaturan pel sanaan dalam rangka pengelolaan 
Pajak dan Retribusi diatur lebih lanj t da1am Qanun. 

Untuk itu, Qanun ini dimaksu kan guna memberikan pengaturan 
pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak 
dan Retribusi yang telah diatur dalf Undang- Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangin antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah. Qanun ini ju~a menjadi dasar dan pedoman bagi 
Pemerintah Daerah dalam menerpitkan Qanun, Peraturan Bupati 
dan/atau peraturan pelaksanaan lrnnya dalam rangka pemungutan 
Pajak dan Retribusi, termasuk siftem dan prosedur pemungutan, 
dengan tetap mempertimbangkan ko disi dan kebutuhan Daerah. 

Pengaturan dalam Qanun m1 mencakup berbagai aspek 
pengelolaan Pajak dan Retribusi, k ususnya pelaksanaan pemungutan 
antara lain pendaftaran dan pendat an, penetapan besaran Pajak dan 
Retribusi terutang, pembayaranl dan penyetoran , pelaporan , 
pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, 
pemeriksaan Pajak, penagihan Paja dan Retribusi, keberatan, gugatan, 
penghapusan piutang Pajak dan Re 'busi oleh Bupati, dan pengaturan 
Iain yang berkaitan dengan tata cara [emungutan Pajak dan Retribusi. 

Dasar pengenaan, saat teruta1g, dan wilayah pemungutan Pajak 
merupakan beberapa komponen tama dalam penghitungan Pajak 
terutang. Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusa dan Pemerintahan Daerah telah 
mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan 

si 
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kewenangan Pemerintah Daerah ang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan daJam Undang-Undan dan peraturan pelaksanaanya. 
Adapun, salah satu perubahan fun1amental mengenai dasar pengenaan 
Pajak adalah kebijakan terkait dasf pengenaan PBB-P2 yaitu melalui 
pengaturan bahwa dasar pengenafn PBB-P2 yang digunakan untuk 
perhitungan PBB-P2 ditetapkan pal ng rendah 20% (dua puluh persen) 
dan paling tinggi 100% (seratus p rsen) dari NJOP setelah dikurangi 
NJOP tidak ~na pajak. Dalam angka memberikan pedoman bagi 
Pemerintah Daerah, Qanun ini mengatur lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah 
pemungutan P,ajak guna melengka i pengaturan yang telah ada dalam 
Undang-Undang. 

Selain ketentuan mengenai p laksanaan pemungutan Pajak dan 
Retribusi, Qanun ini juga mengatu mengenai pelaksanaan bagi hasil 
Pajak dan penerimaan Pajak yang di rahkan penggunaannya. 

Untuk meningkatkan akun abilitas, kesesuaian karakteristik 
pungutan, dan kepastian huku Qanun m1 mengatur bahwa 
penerimaan atas pelayanan objek R tribusi sesuai Undang-Undang yang 
dipungut dan dikelola oleh BLUD icatat sebagai Retribusi. Meskipun 
demikian, penggu lnaan penerimaa yang dipungut dan dikelola oleh 
BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
pelayanan BLVD sesuai dengan per turan perundang-undangan. Selain 
itu, Qanun m1 juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas 
pemanfaatan ha.rang milik daerah enjadi bagian dari Retribusi Jasa 
Usaha atas pemanfaatan Aset Daera 

Pendaftaran Wajib Pajak meru akan salah satu komponen penting 
dalam pelaksanaan pemungutan ajak, utamanya apabila dilakukan 
secara sederhana sebagai salah sa u langkah simplifikasi administrasi 
perpajakan. Um.tuk itu, Pemerintah aerah hanya dapat menerbitkan 1 
(satu) NPWPD untuk seluruh jeni Pajak yang dihubungkan dengan 
nomor induk kependudukan untuk ajib Pajak orang pribadi dan nomor 
induk berusaha untuk Wajib Paj Badan. Hal ini sebagai langkah 
integrasi data perpajakan guna m mberikan kemudahan administrasi 
perpajakan. 

Sejalan dengan kebijakan P~ak dan Retribusi dalam Undang­
Undang, Qanun ini juga memuat pe:hgaturan pelaksanaan dalam rangka 
mendukung kemudahan berusahal dan iklim investasi, diantaranya 
mengenai mekanisme pemberian d kungan insentif, penyesuaian tarif, 
dan peraturan pelaksanaannya. S lain itu, Pemerintah Daerah tetap 
didorong agar terus mengedepank n penggalian potensi Pajak secara 
optimal, salah satunya melalui ke ja sama optimalisasi pemungutan 
Pajak dan pemanfaatan data deng Pemerintah, Pemerintah Daerah 
lain, maupun pihak ketiga deng tetap menjaga kerahasiaan data 
sesuai ketentuan peraturan perund ng-undangan. Kerja sama tersebut 
merupakan langkah optimalisasi p anfaatan data-data yang semakin 
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memiliki peran vital dalam mend rong peningkatan kinerja fiskal 
Pemerintah Daerah. 

I. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal3 
Cukup jelas. 

Pasal4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Ayat (1) 

1. Pada prinsipnya saat ter tangnya Pajak terjadi pada saat 
timb~lnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk 
kepenltingan administrasi erpajakan saat terutangnya pajak 
dapat terjadi pada: 
a . Suatu saat tertentu, mis,lnya untuk BPHTB; 
b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau 
c. suatu Tahun Pajak, mis~nya untuk PBB-P2. 

2. Yang dimaksud dengan "st arat subjektif" adalah persyaratan 
yang sesuai dengan keten~uan mengenai subjek Pajak dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerint h Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

3. Yang dimaksud dengan "~yarat objektif' adalah persyaratan 
yang sesuai dengan ketenluan mengenai objek Pajak dalam 
Undang-Undang Nomor 1j Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerint h Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Ayat (8) 
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Cukup jelas. 
Contoh: Contoh pemunguta PBB-P2 atas Tol A yang 

Pasa19 
Ayat (1) 

membentang dari dar tan yang berada di Kota X hingga 
daratan yang berad di Kabupaten Y dan melintasi 
wilayah perairan la t diantara dua kota/Kabupaten 
terse but, atas bumi dan/ atau bangunan Tol A dapat 
dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. 

Wilayah pemungutan BB-P2 atas Tol A akan dibagi dua 
sesuai batas admini . tratif Kota X dan Ka bu paten Y 
dimaksud sebagai na diatur dalam peraturan 
perundang-undangan 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Conteh pertimbangan erdasarkan kenaikan NJOP hasil 
penilaian misal, dalam al Pemerintah Daerah melakukan 
pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang 
sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar 
pengenaan PBB-P2 yang apat disesuaikan secara bertahap. 

Huruf b 
Conitoh pertimbangan lberdasarkan bentuk pemanfaatan 
obje!k pajak misal, objek ajak yang digunakan semata-mata 
unt1,1k tempat tinggal, pe sentase dasar pengenaan PBB-P2-
nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak 
yang digunakan untuk kef.erluan komersial. 

Huruf c 
Contoh pertimbangan be dasarkan klasterisasi NJOP dalam 
satu wilayah kabupate~/kotamisal, Kabupaten A dapat 
menyusun klasterisasi sel:bagai berikut: 
PASAL l NJOP < Rp X juta maka persentase dasar 
pengenaan PBB-P2 sebes r 60%; 
PASAL 2 NJOP Rp X j ta - Rp Y miliar maka persentase 

dasar pengenaan PBB- 2 sebesar 80%; 
NJOP > Rp Y miliar aka persentase dasar pengenaan 
Pi8B-P2 sebesar 100%. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 



Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas .. 

Pasal 19 
Ayat(l) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
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Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak 
untuk pemberian hak b ru di luar pelepasan hak" adalah 
surat keputusan (akt ) pemberian hak baru yang 
menyebabkan terjadinya eru bahannama. 

Contoh: Tuan A memilik hak milik atas tanah seluas 5000 
m 2 , kemudian Tuan A emberikan hak guna bangunan di 
atas tanah tersebut kep da PT XYZ, maka saat terutangnya 
BPHTB untuk transa si tersebut adalah pada saat 
ditandatanganinya sura keputusan (akta) pemberian hak 
guna bangunan tersebut tas nama PT XYZ. 

Huruf g 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal21 
Cukupjelas 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal24 
Ayat ( 1) 

Huruf a 
si 
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Contoh Penjualan dan/a u penyerahan Makanan 
dan/atau Minuman: 

1. Toko Roti A melak an penjualan roti dan minuman 
kepada konsumen. oti diproduksi dari tempat lain 
(pabrik roti), kemudia didistribusikan melalui Toko Roti A 
untuk dijual kepad konsumen. Toko Roti A tidak 
menyediakan meja, kursi, dan/ a tau peralatan makan di 
lokasi penjualan. 01 h karena itu, Toko Roti A tidak 
memenuhi kriteria Re toran, sehingga atas penjualan roti 
dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, 
melainkan merupaka objek pajak pertambahan nilai. 

2. Toko Roti dengan menek dagang B pada Mal X di Kota Z 
melakukan penjual roti dan minuman kepada 

kemudian didistribus·kan melalui Toko Roti 8 untuk 
dijual kepada ko sumen. Untuk meningkatkan 
pelayanannya kepadia konsumen, Toko Roti B 
menyediakan meja d kursi kepada konsumen untuk 
menyantap di tempat. OJ.eh karena itu, toko roti dimaksud 
merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan 
minurnan yang di1ak kan terutang PBJ T bukan objek 
pajak pertambahan ni ·. 

3. lloko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y 
di Kota Z melakuka produksi (proses pembuatan dan 
pengolahan bahan m njadi roti) sekaligus penjualan roti 
kepada konsumen. J oko dimaksud hanya melakukan 
pembuatan dan penj alan langsung kepada konsumen 
tan pa menyediakan meja, kursi, dan/ atau peralatan 
makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti 
dimaksud tidak meme uhi kriteria Restoran sehingga atas 
penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak 
terutang PBJT, mel(1inkan merupakan objek pajak 
pertambahan nilai. Dergan demikian, meskipun atas toko 
roti yang memiliki me ek dagang yang sama, dapat terjadi 
perbedaan perlakuru,. perpajakan, bergantung pada 
pelayanan riil toko rot~ apakah ha nya menjual (distribusi) 
atau memberikan pela 'anan selayaknya Restoran. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup Jelas 



Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Pasal 31 
Cukup Jelas 

Pasal 32 
Cukup jelals 

Pasal 33 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 
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Penyediaan dan pemelihara infrastruktur penerangan jalan 
umum termasuk pembaya an ketersediaan layanan atas 
penyediaan dan pemeliharaain infrastruktur penerangan jalan 
umum yang disediakan mel~lui skema pembiayaan kerjasama 
antara pemerintah dan badan saha. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Ketentuan pemungutan Paj antara lain meliputi tata cara 
pembayaran, pelaporan, ke 1etapan, penagihan, penghapusan 
piutang, keberatan, banding, fembukuan , dan pemeriksaan Pajak 
yang dibayar sendiri berdasar an perhitungan oleh Wajib Pajak. 

Pasal 35 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cu1kup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 
Hurufh 

Cuku p jelas. 
Huruf i 

, • .,araf Koorrdinasi 

L.,___.._---'-1,'----..J 
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Cukup jelas. 
Huruf j 

Yang dimaksud deng "tempat tinggal pribadi yang 
difungsikan sebagai ho\ 1" ada1ah rumah, apartemen, dan 
kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi 
selayaknya akomodasi ijotel, tetapi tidak termasuk bentuk 
persewaan (kontrak) janftka panjang (lebih dari satu bulan). 

Huruf kGl · ·1·ki . [ · b k ah k d ampmg mem1 1 art1 Jems er em mengguna an ten a 
dengan fasilitas yang ebih nyaman dan mahal daripada 
yang biasanya. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Pasal 36 

Yang dimaksud den an "persewaan ruangan untuk 
diusahakan di hotel" dalah ruangan yang disewa oleh 
pelaku usaha untuk pe yelenggaraan kegiatan usaha seperti 
kantor, toko, atau me in anjungan tunai mandiri (ATM) 
didalam hotel. 

Cukup jelas 
Pasal 37 

Ayat ( 1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Hu ruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 
Hu ruf h 

Yang dimaksud denga "pennainan ketangkasan" adalah 
bentuk pennainan yanlf berada di dalam kawasan arena 
dan/atau taman bermar yang dipungut bayaran, baik yang 
berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti 
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permainan ding-dong, lf mpar bola ke dalam keranjang, 
paintball, dan sebagainy . 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan " lahraga permainan" adalah bentuk 
persewaan ruang d alat olahraga seperti tempat 
kebugaran !fitness cente ), lapangan futsal, lapangan tenis, 
kolam renang, dan seba .ainya yang dikenakan bayaran atas 
penggu.naannya. 

Huruf j 

Cukup jelas. 
Huruf k 

Cukup jelas. 
Huruf I 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 38 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "b ntuk lain" dari voucer antara lain 
berupa kupon, tiket, atau artu hadiah (gift card), termasuk 
yang dalam bentuk elektroni 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "tidl k terdapat pembayaran" termasuk 
voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah 
atau mata uang lain. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal39 
Cukup jelas 

Pasal 40 
Cukup jelas 

Pasal 41 
Cukup jelas 

Pasal42 
Cukup jelas 

Pasal 43 
Cukup jelas 

Pasal 44 
Cukup jelas 

Pasal45 
Cukup jelas 



Pasal 46 
Cukup jelas 

Pasal 47 
Cukup jelas 

Pasal 48 
Ayat (1) 
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Yang dimaksud dengan 
penggunaan Air Tanah 
pengambilan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 49 
Cukupjelas 

Pasal 50 
Cukupjelas 

Pasal 51 
Cukupjelas 

Pasal 52 
• I 

CukupJelas 
Pasal53 

Cukup jelas 
Pasal 54 

Cukup jelas 
Pasal 55 

Cukupjelas 
Pasal 56 

Cukup jelas 
Pasal 57 

Cukupjelas 
Pasal58 

Cukupjelas 
Pasal 59 

Cukupjelas 
Pasal 60 

Cukup jelas 
Pasal 61 

Cukup jelas 
Pasal 62 

Cukupjelas 
Pasal 63 

Cukupjelas 
Pasal 64 

Cukupjelas 
Pasal 65 

Cukup jelas 
Pasa166 

Cukup jelas 

"pemanfaatan" 
an sumbernya 

adalah kegiatan 
tan pa dilakukan 



Pasal 67 
Cukupjelas 

Pasal68 
Cukup jelas 

Pasal 69 
Cukup jelas 

Pasal 70 
Ayat(l) 
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1. Pada prinsipnya saat ter tangnya Pajak terjadi pada saat 
timbulnya objek pajak yang .apat dikenai Pajak. Namun, untuk 
kepentingan administrasi erpajakan saat terutangnya pajak 
dapat terjadi pada: 
a. Suatu saat tertentu, misa nya untuk BPHTB; 
b. akhir masa Pajak, misaln a untuk PBJT; atau 
c. suatu Tahun Pajak, misal ya untuk PBB-P2. 

2. Yang dimaksuddengan "sy · rat subjektif' adalah persyaratan 
yang sesuai dengan ketenian mengenai subjek Pajak dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerint Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

3. Yang dimaksud dengan "4'arat objektif' adalah persyaratan 
yang sesuai dengan ketentu an mengenai objek Pajak dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerint Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Ayat (2) 
Cukup jeJ.as. 

Ayat (3) 

Cukup jeilas. 
Ayat (4) 

Cukup je[as. 
Ayat (5) 

Cukup jeias. 
Pasal 71 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Penyediaan dan pemelihar an infrastruktur penerangan jalan 
umum dalam ayat ini te masuk pembayaran ketersediaan 
layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur 
penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema 
pembiayaan kerjasama anta a pemerintah dan badan usaha. 

Ayat (4) 
Kegiatan "penegakan huku " paling sedikit berupa sosialisasi 
ketentuan di bidang cu •ai hasil tembakau dan operasi 
pemberantasan rokok ilegaD.. Sosialisasi ketentuan di bidang 
cukai hasil tembakau dan I perasi pemberantasan rokok illegal 
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dilakukan sesuai dengan ewenangan pemerintah daerah dan 
dapat disinergikan dengan irektorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Penggunaan hasil penerim an Pajak Rokok untuk sosialisasi 
ketentuan di bidang cu ai hasil tembakau dan operas1 
pemberantasan rokok ileg 1 diprioritaskan apabila dana bagi 
hasil cukaihasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai 
kegiatan dirnaksud. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cuku p jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

PasaJ 73 
Cukup jelas. 

Pasal 74 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cuku p jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail 
rincian objek tersebut bera a dalam satu rincian objek. Conteh 
perubahan detil rincian obj k, misal: RSUD X pada Kabupaten Y 
menyediakan pelayanan p nyakit mulut dan konservasi gigi 
kepada masyarakat. Beb rapa tahun kemudian, RSUD X 
menyediakan pelayanan baru berupa kemoterapi, farmasi dan 
bedah mulut. Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan 
kemoterapi, farmasi dan bedah mulut, Pemda Kabupaten Y 
dapat menambahkan pelayanan kemoterapi dalarn Perkada 
sebagai berikut: 

PERDA 

Pelayanan 
Kesehatan 

PERKADA 

Pelay nan Kesehatan 

Pel. Penyakit Mulut Pel. P nyakit Mulut 

KET 

Objek Retribusi 

Rincian Objek 
Retribusi 
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Pel. Konservasi 
Pel. Ko riservasi Gigi dst 

Gigi 

Pel. Ke moterapi dst 

Pel. Fa ~masi dst 

Pel. Beciah Mulut dst 

Penyesuaian det1l nnc1an obJ9_k dan setlap retnbus1 antara lam 
berdasarkan kebijakan peme1 ntah. Kebijakan pemerintah yang 
dimaksud antara lain rincian bjek layanan yang telah ditetapkan 
dalam peraturan perundang undangan dan/atau hasil kajian 
pemerin tah . 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah pelayanan 
administrasi yang sebelumnya tidak menggunakan pelayanan 
fasilitas kesehatan. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 
Pasal 78 

Cukup jelas. 
Pasal 79 

Cukup jelas. 
Pasal80 

Cukup jelas. 
Pasal 81 

Cukup jelas. 
Pasal 82 

Cukup jelas. 
Pasal 83 

Cukup jelas. 
Pasal 84 

Cukup jelas. 
Pasal 85 

Cukup jelas. 
Pasal 86 

Cu.kup jelas. 
Pasal 87 

Cukup jelas. 
Pasa1 88 

Cu.kup jelas. 
Pasal 89 

Cukup jelas. 
Pasal 90 



Cukup jelas. 
Pasal 91 

Cukup jelas. 
Pasal92 

Cukup jelas. 
Pasal 93 

Cu kup jelas. 
Pasal 94 

Cukup jelas. 
Pasal 95 

Cukup jelas. 
Pasal 96 

Cukup jelas. 
Pasal 97 

Cukup jelas 
Pasal 98 

Cukup jelas 
Pasal 99 

Cukup jelas 
Pasal 100 

Ayat ( 1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
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Penyesuaian detil rinci objek sepanjang perubahan detil 
rincian objek tersebut b~rada dalam satu rincian objek. 
Contoh perubahan deti~ rincian objek: Rumah Pemotongan 
Hewan Ternak pada K bupaten Y menyediakan pelayanan 
potong sapi dan kam ing kepada masyarakat. Beberapa 
tahun kemudian, Riah Pemotongan Hewan Temak 
menyediakan pelayana baru berupa ruang pendingin dan 
packaging. Maka, untu memungut Retribusi atas pelayanan 
ruang pendingin dan packaging, Pemda Kabupaten Y dapat 
menambahkan pelayan n ruang pendingin dan packaging 
sebagaj berikut: 

QANUN PERBUP KET 

Pelayanan Rumah 
Pemotongan 
Hewan Temak 

Pel. Potong Sapi 

Pe,ayanan Rumah 
Perotongan 
Hj van Temak 

Pe . Potong Sapi 

Objek Retribusi 

Rincian Objek 
Retribusi 
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Pel. Potong Pel Potong 
dst 

Kambing Kru nbing 

Pel Ruang 
dst 

Per dingin 

Pel Packaging dst 

Penyesuaian detil rincian objek dari setiap retribusi antara 
lain berdasarkan k* ijakan pemerintah. Kebijakan 
pemerintah yang dimak d antara lain rincian objek layanan 
yang telah ditetapk dalam peraturan perundang­
undangan dan/atau has·1 kajian pemerintah. 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Pasal 101 
Cukup jelas 

Pasal 102 
Cukup jelas 

Pasal 103 
Cukupjelas 

Pasal 104 
Cukup jelas 

Pasal 105 
Cukup jelas 

Pasal 106 
Cukup jelas 

Pasal 107 

Cukup jelas 
Pasal 108 

Cukup jelas 
Pasal 109 

Cukupjelas 
Pasal 110 

Cukup jelas 
Pasal 111 

Cukup jelas 
Pasal 112 

Cukup jelas 
Pasal 113 

Cukup je1as 
Pasal 114 

Cukup jelas 
Pasal 115 

Cukup jelas 
Pasal 116 

Cukupjelas 
Pasal 117 

Cukup jeJas 



Pasal 118 
Cukup jelas 

Pasal 119 
Cukup jelas 

Pasal 120 
Cukup jelas 

Pasal 121 
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Pemungutan retribusi penyed · an jasa penginapan dilakukan oleh 
Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, sementara Pemungutan 
retribusi penyediaan jasa ersanggahan/vi1a dan sejenisnya 
dilakukan oleh SKPK yang me I bidangi pariwisata. 

Pasal 122 
Cukup jelas 

Pasal 123 
Cukup jelas 

Pasal 124 
Cukupjelas 

Pasal 125 
Cukupjelas 

Pasal 126 
Cukup jelas 

Pasal 127 
Cukup jelas 

Pasal 128 
Cukupjelas 

Pasa1129 
Cukup jelas 

Pasal 130 
Cukup jelas 

Pasal 131 
Cukup jelas 

Pasal 132 
Cukup jelas 

Pasal 133 
Cukup jelas 

Pasal 134 
Cukup jelas 

Pasal 135 
Cukup jelas 

Pasal 136 
Cukup jelas 

Pasal 137 
Cukup jelas 

Pasal 138 
Cukup jelas 

Pasal 139 
Cukup jelas 



Pasal 140 
Cukup jelas 

Pasal 141 
Cukup jelas 

Pasal 142 
Cukup jelas 

Pasal 143 
Cukup jelas 

Pasal 144 
Cukup jelas 

Pasal 145 
Cukupj~las 

Pasal 146 
Cukup jel.as 

Pasal 147 
Cukupjelas 

Pasal 148 
Cukup jeias 

Pasal 149 
Cukup jelas 

Pasal 150 
Cukup jelas 

Pasal 151 
Cukupjelas 

Pasal 152 
Cukup jelas 

Pasal 153 
Cukupjelas 

Pasal 154 
Cukup jelas 

Pasal 155 
Cukup jelas 

Pasal 156 
Cukupjelas 

Pasal 157 
Cukup jelas 

Pasal 158 
Cukupjelas 

Pasal 159 
Cukup jelas 

Pasal 160 
Cukup jelas 

Pasal 161 
Cukupjelas 

Pasal 162 
Cukupjelas 

Pasal 163 
Cukup jelas. 

95 
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Pasal 164 
Cukup jelas. 

Pasal 165 
Cukup jelas. 

Pasal 166 
Cukup jelas. 

Pasal 167 
Cukup jelas 

Pasal 168 
Cukup jelas. 

Pasal 169 
Cukupjelas 

Pasal 170 
Cukupjelas 

Pasal 171 
Cukup jelas 

Pasal 172 
Cukup jelas 

Pasal 173 
Ayat (1) 

Cuku p jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Ayat (4) 

Contoh: Orang pribadi "A" emiliki sebuah rumah (tanah dan 
bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan 
membuka usaha reklreasi wahana air (waterboom). Ketiga 
objek dimaksud ber da di kabupaten "M". 

Ayat (5) 

Ayat (6) 

Atas objek-objek d aksud, orang pribadi "A" hanya 
memiliki 1 (satu) Nomor PokokWajib Pajak Daerah 
(NPWPD), namun dapat memiliki beberapa nomor objek 
Pajak/nomor registrasi/ jenis penomoran !ain yang 
dipersamakan sesu i dengan kebutuhan profiling dan 
pendataan perpaja an daerah di pemerintah daerah 
kabupaten "M": 
a. Nomor Objek Paj.l (NOP) untuk tanah dan bangunan 

rumah yang dimil,kinya ; 
b. Nomor Objek Pajaf untuk usaha restoran; dan 
c. Nomor Objek Pajak untuk usaha waterboom. 

I 
Setiap Wajib Pajai orang pribadi hanya memiliki 1 
nomor Pokok Waji Pajak Daerah dan dihubungka n 
dengan nomor i duk kependudukan Wajib Pajak 

:~::s~:n~a~a;s:;I i:~:~~ (profiling system) pemerin tah 
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Setiap Wajib Pajak Ba an hanya memiliki 1 nomor Pokok 
Wajib Pajak Daerah ldan dihubungkan dengan nomor 
induk berusaha Waji~ Pajak dimaksud dalam basis data 
(profiling system) pe ~rintah daerah yang bersangkutan. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Pasal 174 
Cukup jelas. 

Pasal 175 
Cukupjelas 

Pasal 176 
Cukup jelas 

Pasal 177 
Cukupjelas 

Pasal 178 
Ayat (1) 

Yang dimaksud "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai 
dasar bagi Wajib Pajak untu membayar PBB-P2 terutang dan 
bukan merupakan dokumen 8ukti kepemilikan atas suatu objek 
PBB-P2. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 179 
Cukup jelas. 

Pasal 180 
Cukup jelas. 

Pasal 180 

Ketentuan mengenai penerbit n surat keterangan bukan objek 
BPHTB bertujuan u ntuk mebberikan kepastian bagi pejabat 
pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan 
kepala kantor bidang pertanah n , bahwa suatu perolehan hak atas 
tanah dan / atau Bangunan ~ukan merupakan objek BPHTB. 
Sebagai contoh, Kepala Daer~ atau Pejabat yang ditunjuk dapat 
menerbitkan surat keterangan ukan objek BPHTB atas peroleha n 
hak atas tanah dan/ atau Ban nan oleh orang pribadi atau Sadan 
karena wakaf. 

Pasal 181 
Cukup jelas. 

Pasal 182 
Cukupjelas 

Pasal 183 
Cukup jelas. 

Pasal 184 
Cukup jelas. 

Pasal 185 
Cukup jelas. 



Pasal 186 
Cukup jelas. 

Pasal 187 
Cukup jelas. 

Pasal 188 
Cukup jelas 

Pasal 189 
Cukup jelas 

Pasal 190 
Cukup jelas 

Pasal 191 
Cukup jelas 

Pasal 192 
Cukup jelas 

Pasal 193 
Cukup jelas. 

Pasal 194 
Cukup jelas 

Pasal 195 
Cukup jelas 
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LAMPIFtAN I : QANUN KABUPATEN 
NOMOR 2 TAHUN 2024 
TANGGAL 5 JANUARI 2024 

TARIF RETRIBUSI PELi\YANAN KESEBATAN 

I. DINAS KESEHATAN 

2 

3 

2 

J 

2 

3 

4 

5 

PELAYANAN R~WAT JALAN 

Rawat Jalan Tanpa Tindakan/Per utl_Jang 

Kunjungan Rumah/ Home Visit 

Pelayanan Konsultasi 

PELA YANAN ~WAT INAP 

Sewa Kamar 

Visit Dokter 

Jasa Keperawatan 

TINDAKAN J\I "EDIS UMUM 

Tindakan lnjeksi 

Hecting Up Sampai 5 Jahitan 

Hectiiilg Up Jahitan ke 6 dan selail~utnya Tiap Jahitan 

Ganti Perban 

Sirkumsisi 

TINDAKAl J SEDANG 

Tindakan Ekstraksi Kuku 

Perawatn Luka 

a. Ringan 

b. Sedang 

c. Berat 

TINDAKA ◄ KBUSUS 
I 

50.000 

I 00.000 

25.000 

I 00.000/Hari 

50.000/Visit 

50.000/Hari 

15.000 

50.000 

100.000 

10.000 

300.000 

75.000 

20.000 

50.000 

100.000 



100 

2 Pemberian Anti Tetanus Serum 200.000 

3 Pemberian Anti Bisa Ular 270.000 

4 Dower Kateter/Kateter Folley 150.000 

5 Lepas Kateter 30.000 

6 Penanganan Syok 100.000 

7 Tindik 10.000 

PELA YANAN TINDA4N GIGI DAN MULUT 

1 Tindakan Kecil 

a. Pre,nedikasi Dengan Trepanas 70.000 

b. Cabut Gigi Tanpa Suntikan 70.000 

c. Tumpatan Sementara 25.000 

TTNDAKAr SEDANG 

1 Cabut Gigi Dengan Suntikan I 00.000 

2 Tambalan Tetap Dengan GIC 

a. Satu Pennuk.aan 50.000 

b. Dua Permukaan 70.000 

c. Lebih Dari Dua Permukaan 100.000 

3 Fissure Sealant 50.000 

4 Pembersihan Karang Gigi Per R1 hang 75.000 

5 Tambalan Tetap Dengan Sinar 100.000 

6 Pembongkaran Gigi Palsu dari 1 lukang Gigi Per Rahang 50.000 

PELA YANAN KESEH, '-TAN m u DAN ANAK 

1 ANC 
I 35.000 

2 Paket Persalinan Normal oleh BJdan 800.000 

3 Tindakan Pasca Persalinan 

a. Manual Placenta 200.000 
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2 

3 

I 

2 

3 

4 

5 

6 
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b. Perdarahan 

c. TincJakan Pra Rujukan Persalinan 

Penanganan BBL Dengan Komp! kasi dan Tindakan 
PRA Rujukan Pada .Bayin, Anak Balita dan Apras 

I 
PENGEMBANGAN FELA YANAN KIA 

Pengambilan SampeL SHK 

250.000 

125.000 

125.000 

10.000 

(Tarif Perneriksaan Mengik1 ti Laboratoriwn Rujukan) 

PELA YANAN LA BORA TOR1UM 

Pemeriksaan Darah 

a. Darah Rutin Dengan Analizer 25.000 

b. HB Sahli 5.000 

C. HB 5.000 

d. Golongan Darah 7.000 

PEMERIKSAAN GMIA DARAH 

Gula Qarah STRIP 15.000 

Asam Urat STRIP 20.000 

Colesterol STRlP 35.000 

PEMERIKSAAN I1' 1lJNOSEROLOGI 

Wida! 25.000 

Rapid Test Sipilis 25.000 

Anti HbsAg 30.000 

HIV Skrining 50.000 

Rapid Antibody Cov-19 125.000 

Rapid Antigen Cov-19 225.000 

PEMERIKS..,.AN URINE 

I i?araf Koordinasi 

\~·" ~ )/ 
V ' 
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I Urine Lengkap 20.000 

2 Test STRfP 3 Parameter 25 .000 

-, Test STR[P IO Parameter 35.000 .) 

4 Protein 10.000 

5 PP Te.st 15.000 

PELAYAJ lAN KB 

1 Depo Dari BK.KEN 20.000 

2 Depo Gestin Mandiri 30.000 

3 Depo Cyc.lofem Mandiri 30.000 

4 Pemasngan IUD 150.000 

5 Pelepasan IUD 
I 

200.000 

6 Pemasangan Implant 150.000 

7 · Pelepasan Implant 200.000 

8 Kontrol IUD 20.000 

9 Pelayanan KB Umum 30.000 

PENGEMBANGAN PELA YAN AN P2 

1 Pemeriksaan IV A 70.000 

2 Krio Terapi 150.000 

3 Kontrol KrioTerapi 30.000 

4 Visuin 

a. Dalam Gedung 150.000 

b. Luar Gedung 300.000 

PELA YANAN KESEHA TAN LAL""JNY A 

I Tim Medis Kegiatan Lapangan 500. 000/Hari 

TARlF PEMANFAATAN GEDl NG 

12 Sewa Aula Dinas Kesehatan 500.000/Hari 
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13 Sewa Aula Puskesmas Blangkeje en 1.000.000/Hari 

14 Sewa Kantin Puskesmas Blangke eren J.000.000/tahun 

15 Sewa Parkir 

a. Roda 2 2.000 

b. Roda4 5.000 

PELAYANAl' ESENSIAL 

1 Layanan Akupuntur M.edis 50. 000/Pasien 

II. RUMAH SAKIT UMUM 

A. Besaran Tarif Pelayanan Dokter Umum, Dokter Spes ialis dan Dokter 
Spesialis Konsultan 

1. Tarif Pemeriksaan Dokter di rawat Jalan 11dalah sebagai berikut : 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1 Pemeriksaan Dokter Um um / Dokter Gis ~ 50.000 
2 Pemeriksaan Dokter Spesialis 100.000 
3 Pemeriksaan Dokter Spesialis Konsultan 150.000 

.2. Tarif Konsultan/ Pemeriksaan Dokter di · awat IGD 

No J enis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1 Pemeriksaan Dokter Umum 75.000 
2 Pemeriksaan Kesehatan Jasmani 25 .000 
3 Konsultan Dokter Spesialis ( on call / ha ri) 100.000 
4 Pemeriksaan Dokter Spesialis 100.000 
5 Pemeriksaan Dokter Spesialis Konsultan 150.000 

3. Tarif Pemeriksaan Dokter di Rawat inap ( Dokter Spesialis/ Konsultan ) 
--

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

a. Tarif Pelayanan Rawat lnap 
l Kelas VIP / hari 300.000 
2 Kelas I / hari 200.000 
3 Kelas II / hari 100.000 
4 Kelas III / hari 75.000 
5 Visit 

Visit Dokter Spesialis / hari 100.000 
Visit Dokter Spe&ialis Konsultan / hari 125.000 

b. Tarif Pelayanan Rawat Inap Intersif 
1 Ruang ICU / hari 1.000.000 
2 Ruang ICCU / har 1.000.000 

?llraf Koordinasi 
•,,t·d l1; ' , r 
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3 Ruang HCU / hari I 900.000 

4 Ruang PICU / hari 1.000.000 

5 Ruang NICU / h ari 1.000.000 

6 Visit 
Visit Dokter Spesialis / hari 100.000 

Visit Dokter Spesialis Konsultan / hari 125.000 

B. Besaran Tarif tindakan Pelaya.nan di raw llt Jalan 

1. Poliklinik An.ak dan Pediatri Sosial 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

I Mantoux test I 100.000 
2 Alergi test 25.000 

3 Inieksi penadur 100.000 

4 Nebulizer 20.000 

5 Ekg 65.000 

6 Oxsigenisasi/pemberian oksigen/ liter 3.000 

7 Imunisasi: 
Act-hib 20.000 

Avaxim 25.000 
Beg 100.000 
Campak 20 .000 - --- - -
Dpt '.20 .000 

Engerix b 85.000 

Euvan b 85.000 
Hiberix 165.000 

Havrix : 235.000 
Infanrix 285.000 
Okavax 325.000 
Trimovax 105.000 
Trivacel 215.000 
Terac bib 165.000 

Tvoherix 125.000 

Tvohim vi 125.000 

Varilix 315 .000 

Vari.cella 315 .000 

Fluarix 175.000 

Polio 10.000 

Imovax 125.000 

Prepernar 735.000 

Infarix hib 3 15.000 
Mmr ii 115.000 
Vaxigrip yunior 135.000 
Pediacpi 335.000 

8 Tindi.k 50.000 

9 Sirkumsisi anak perempuan I 50 .000 

10 Denver test 200.000 
11 Edukasi gi.zi sta;ndard 50.000 

Paraf Koorr'inasi 
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12 Edukasi 2izi komlek 100.000 

13 Baca EEG 50.000 

14 Rumple leed test 50.000 
15 DOST 100.000 

16 Skin orik test 300.000 

17 Patch test 500.000 

18 Proookasi test 75.000 

19 Spirometri test 300.000 
20 Syok anafilaktik 250.000 
21 Antropometrik I 75.ooo I 

2 . Poliklinik Penyakit dalam d.an Endoscop~ 
--- -- ----

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1 Esofae:ogastrocluodenoscoov (EG DJ 1.400.000 
2 Kolonoskopi 2.900.000 
3 Rectosil!ID.oidoskopi 1.650.000 
4 Skleroscoov VE 3.150.000 
5 STE VE hvstoacnvl 6 .300.000 
6 Ligasi Ve 400.000 
7 Businasi hurtz (akhalasia) 900.000 
8 Savari boug 1.550.000 
9 Hemorhoid control (anuskooil 950.000 
10 STE hemorrhoid 1.250.000 
11 Polioektomi SCBA 5.300.000 
12 Polipektomi SCB:S 700.000 
13 Hemostatis SCBA (endoclip/beriplast) 3 .300.000 
14 Hemostatis SCBB (endoclip/beriplast) 5.300.000 
15 ERCP diagnotik* 1.600.000 
16 ERCP+sphincter0tomi* 10.600.000 
17 ERCP+sphincterotomi+ektrasi batu sede hana* 15.500.000 
18 ERCP+sphincterotomi+ektrasi batu sulit II)* 21.000.000 
19 ERCP+sphincterotomi+stan*(**l 14.500.000 
20 PEG (SCBA) 8.700.000 
21 Ekstrasi benda asing di SCBA 4.000.000 
22 Ekstrasi benda asing di SCBB 5.600.000 
23 Pemasangan flocare / ruided bv endoscoo v 7.500.000 
24 Manometri 1.700.000 
25 Pemasanm NGT ,(tuntunan Endoscopy) 7.500.000 
26 Enteroskooi double ballon 7.700.000 
27 EUS Diam.osti.k 8.000.000 
28 EUS terapeutik 8 .200.000 
29 Kapsul EndoskoJi>i 12.750.000 
30 Pemakaian APC 200.000 
31 Pemakaian C-ARM 1.050.000 
32 Pemasangan NJT (naso ieiunal tube) 4 .500.000 
33 Pnuematic businasi dilatation 14.500.000 

HEPATOLOGI 
34 Aspirasi abses hati 1. 150.000 

::>arai Koor..i:·-,asi 
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35 Asoirasi hepatoma 1.200.000 

36 Asoirasi kisah hati 1.150.000 

37 Asoirasi limpa 1.200.000 

38 Asoirasi pancreas 1.200.000 

39 Asoirasi hati tuntunan USG 1.200.000 

40 Inieksi etanol tutunan USD 1.200.000 

41 Bioosi hati membantu 1.200.000 

42 Fune:si asites membuta 550.000 

43 Fungsi asites tuntunan USG 900.000 

44 USG (abdomen! 450.000 

45 Periteneosconv 1.500.000 

46 Periteneoscoov / laoaroskopi dengan bio bsi 1.900.000 

47 USG Doonler 600.000 

48 PTBD 5.200.000 

49 RFA 17.000.000 

50 USG kontras 3.000.000 

5 1 Fibroscan 3 .000.000 

52 Aspirasi nadul {tumor} 1.400.000 

53 PEIT 2.000.000 

54 UBT 650.000 

55 PH metri 1.150.000 

56 Clios 1.700.000 

57 Gastroskooi+ NGT 2.300.000 

58 Boune:e+NGT 850.000 

59 Anasthesi oada tindakan pen ya.kit dalar 1 500.000 

60 Endosconv Saluran Emoedu 1.000.000 

61 Endosconv Besar oada Gastroentestinal Atas 1.000.000 
62 Endoscoov Kecil pada Gastroentetinal E la.Wah 800.000 

63 Rectal tuse 50.000 

3. Poliklinik Bedah 

No J enis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1 Ekstiroasi 150.000 
2 lnsisi a bses kecil 50.000 
3 Insisi abses besar 100.000 
4 Ekolorasi 50.000 
5 Ekstraksi 50.000 
6 Exisi 150.000 

7 Secondarv heating 100.000 

8 Pasang kateter/ NGT"' 50.000 

9 Aff kateter tanoa mandrain* 25. 000 
10 Pasang kateter tanoa mandrain* 100.000 

11 Pasang kateter dengan mandrain 125.000 
12 Pasamz Gios 250.000 
13 Buka iahitan 25.000 
14 Perawatan Luka/ e:anti oerban ; 

Kecil {< 10 cm2
) 25.000 

Sedang (10-20 cm2
) 50.000 

i?araf Koordlnasi 
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Besar ( > 20 cm2
) 100.000 

15 Aff hecting ; 
Kecil (< 10 Jahttan) 15.000 
Sedang (10-20 jahttan) 40.000 

Besar ( > 20 jahitan) 50.000 

16 Aspirasi 50.000 

17 Necrotomi 100.000 

18 Sirkumsisi 500.000 

19 anuskopi 100.000 

20 Reser's plasty utlilateral 320.000 

21 Reser's plasty bill.ateral 450.000 

22 Rektosi2moidoskopi t.anpa biopsi 150.000 

23 Rektosi2moidoskopi den2.an biopsi 230.000 
24 Inieski koloid* 60.000 

25 Inieksi hemarnzioma* 60.000 
26 Inieksi parises I tungkai* 70.000 
27 Inieksi parises II tunekai* 100.000 
28 Ligasi hemorhoid (RBL) 550.000 
29 Hemorhoid staooer 7.000.000 
30 Hemorhoid arterv ligation (HAL) 2.800.000 
31 Boufilflasi 400.000 
32 Vasektomi 950.000 
33 Mavototomi 550.000 
34 Cvstofit/ cvstotomi 550.000 
35 Dilatasi phimosis 200.000 
36 Rawat ulkus 200.000 
37 Operasi kecil lokal 400.000 
38 Perawatan luka bakar ; 

kurang dari 25% 200.000 
lebih dari 25% 300.000 

39 Nervus kecil 250.000 
40 Kista di muka 250.000 
41 N ailolastv 1 iari 250.000 
42 Veruka 250.000 
43 Hemrurioma kecil. 250.000 
44 Clavus 250.000 
45 Nailolastv 2 iari 330.000 
46 Nervus multioel , 400.000 
47 Veruka multioel 400.000 
48 kista 400.000 
49 Lobuloolastv sedikit 400.000 
so V arises 1 tungkai 400.000 
51 V arises 2 tungkai 500.000 
52 Polidastily 400.000 
53 Hemalrioma besar 280.000 
54 Epilasi rambut 280.000 
55 Repair ujung jari 280.000 
56 lnjeksi kolagen 280.000 
57 Scar muka kecil 400.000 
58 Scar muka sedang 450.000 

ii'araf Koorr'f nasi ,~·~ i \1 . / ' If 
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59 Scar muka besar 580.000 --
60 Flap lokal 530.000 

61 Augmentasi hidung / oioi/ dagu 2.600.000 

Bleparosplasty mata atas / bawah pengi~ ian depek 
62 besar 2.200.000 

63 Dagu leci, lesung pipit, belah bibi, bibir tiois 1.900.000 

64 Xanthelasma modus-1 (simple) 400.000 
I 

Dermabrasi lokal/ kecil/ la boin plasty un"lateral 
65 lokal, pengisian defek kwcil 1.000.000 

66 Operasi kuping hidung 1.600.000 

67 Labioplasty bilateral 1.600.000 

68 Liposuction m uka/ le her 1.600.000 

69 Liposuction satu lengan 1.600.000 

70 Liposuction dua lengan 210.000 

71 Face lift se bagian 3.400.000 

72 Face lift total 6.700.000 

73 Brow loft 1.6 00 .000 

74 Nail-bedolastv 550.000 

75 Selah dagu 1. 100.000 

76 Kemoteraoi 550.000 

4. Poliklinik Kulit d~n Kelamin 

No JJenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1 Ganti verban ; 
Kecil (< 10 cm2

) 25.000 
Sedang (10-20 cm2

) 50.000 
Besar I > 20 cm2

) 100.000 

2 Aff hecting ; 
Kecil (< 10 jahitan)1 15.000 
Sedam~ (10-20 jahitan) 50.000 
Besar ( > 20 jahitan) 75.000 

3 Biopsy 100.000 
4 Incisi abces 100.000 

5 Currentage (ooli kulit) 75.000 

6 Cauter 100.000 

7 Eksisi kulit kecil (belum termasuk bena fl.Pl 500.000 

8 Eksisi kulit besa,r (belum tennasuk bern Ill!l 1.000.000 

9 Test temple 400.000 
10 Ekstrnksi komedo 50.000 

11 Ekstrnksi kuku sederhana 500.000 
12 Ekstrnksi kuku khusus 1.000.000 
13 Laser< SxS 750.000 
14 Laser >5x5 1.000.000 

15 Lazva migra dgn Chloretil sorav 200.000 

16 Dressing sed.ikit 50.000 
17 Dressing banvak 100.000 
18 Injeksi kenakoert; sedikit 50.000 

19 lnieksi kenakoel"jt; banvak 100.000 
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20 enukleasi muluskum: sedikit I 100.000 

21 enukleasi muluskum; banyak 150.000 

22 Bedah listrik: sedki 200.000 

23 Bedah listrik; sedane: 300.000 

24 Bedah listrik: banvak 400.000 

25 Bedah beku; sedlkit 250.000 

26 bedah beku:banvak 500.000 

27 facial 50.000 

28 Chemical feeline: 100.000 

29 bedah kimia;sedikit 100.000 

30 bedah kimia · b::n11vak 150.000 

31 Sucision 200.000 

32 Inieksi IV /IV.2.rtr/'N.3gr/W.4srr 100.000 

33 test Tusuk 300.000 

34 Mikro Demabrasi 150.000 

35 Botox 75.000 

36 crow's Feet 250.000 

37 Frontal 400.000 

38 Crow's+.2abela 400.000 

39 Crow's-t 20.bela+frontal 650.000 

40 into Foresis 120.000 

41 Marsuoialization 1.500.000 

42 Dermarollerfbe lu.m termakroler) 25.000 
pemeriksaan laboratorium sederhana(K1 )H, gram, 

43 Scraoois,Zn, Mikroskoo lapangan gelap, tzank tes 20.000 

5. Poliklinik Mata 

No Jenis tindakan tarif 

1 Refraksi 50.000 

2 Corous alienumf exteroati corpus) 50.000 

3 visus 20.000 

4 Tonometri 75.000 

5 Fundusconv 70.000 

6 Slin lamn examilnation 40.000 

7 test buta wama 20.000 

8 keratol meter 50.000 

9 Biometri 60.000 

10 yag leser 300.000 

11 Goldumen 75.000 

12 Anel Test 100.000 

13 Retinometrik 100.000 

14 Foto Fundus 100.000 

15 USG Mata 150.000 

16 Fundusconv indirek 75.000 

17 perimetri 100.000 

18 Iridektomi laser 65.000 

19 SooolinJ?: bola mata 50.000 

20 oerimetri 50.000 

21 Epilasi bulu mata 50.000 

22 Aff hectine:: 
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kecil ( 1 0cm2
) 15.000 

Seclang (10-2cm2 ) 40.000 

Besar (>20cm2 ) 75.000 

23 Schirner test 50.000 

24 Flourecen test 50.000 
25 Streak retinoscoov 50.000 
26 Ocular C T(OCT) 300.000 
27 argen laser 500.000 

28 incisi 300.000 

29 Exia 50.000 

30 ECCE I SICR+ ILC 3.500.000 
31 Phaco+IOL 5.000.000 

6 . PoliKlinik Paru 

No J enis Tindakan Tarif(RP) 
1 pemeri.ksaan spirometii/ faal paru 210.000 
2 Nebulizer 50.000 
3 Praff Punch e 30.000 
4 perawat Iuka/ ganti verban; 30.000 

kecil ( 1 0cm2
) 25.000 

Sedang (10-2cm2 ) 50.000 
Besar (>20cm2

) 100.000 
5 AffHecting 

kecil (< 10 iaitan) 15.000 
Sedam~ (10-20 iaitan) 40.000 
Besar (. 20 jaitan) 75.000 

6 Injeksi 20.000 
7 punksi pleura 750.000 
8 Astograf 200.000 -
9 Biopsi jarum h alrus 420.000 

10 PFR(oeak flow meter) 70.000 
11 Uji Bronkodilator 210.000 
12 kaoasitas dipusi 700.000 
13 pemeriksaan valume statik 700.000 
14 Uji provokasi bronkus 700.000 
15 Uji latih beban 700.000 
16 Body platymograph 700.000 
17 bronkospirometii 1.400.000 
18 Sleep study 1.400.000 
19 Oksimetii 70.000 
20 uii mantaox 100.000 

7 . Poliklinik THT 

No J enis Tindakan Tarif (Rol 

1 pemeri.ksaan dolher spesialis 50.000 
2 pemeriksaan dokter spesialis konsultan 75. 000 
3 Audiometii nada m urni 180.000 
4 Audiometii tutur 200.000 
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5 BERA 350.000 

6 Biopsy endoskopi 178.000 

7 Biopsy kecil 200.000 

8 Biopsy nasoparing fiber onko 500.000 

9 Biopsy nasoparing rif!:id onko 500.000 

10 Biopsi tumor hiclung onko 300.000 

11 Biopsi incisional onko 600.000 

12 Biopsi bisofaring onko 500.000 

13 Biopsi lidah palace onko 300.000 

14 biopsy sinus maksila onko 600.000 

15 Caustik terbatas 100.000 

16 buka iahitan 100.000 
17 Caustic luas 200.000 
18 Ekstraksi serumen 120.000 

19 Dekanulasi 125.000 
20 Exstraksi benda hidung 170.000 
21 exstraksi benda asing liang telinga 150.000 

22 Ekstraksi cerumen dengan penyulit 175.000 
23 Ekstraksi jaringan granulasi 125.000 
24 Ekstraksi kolesteatom eksterna 250.000 
25 Ekstrakrusta hidung 170.000 -- - - - -•--♦ 

26 Ekstrakrusta polip hidung 250.000 
27 Endoskopi telinga (otoskopi) 150 .000 
29 PORSA 190.000 
30 ganti cuci kaul 2:20.000 
3 1 insisi abses periaurikular 250.000 
32 insisi furunkel/ abses 200.000 
33 irigasi telinga 155.000 
34 Kaustik faring 20.000 
35 Kaustik iaringan garnulasi telinga 200.000 
36 Kausti konka 150.000 
37 Larvngoskopi optik 250.000 
38 Nasoendoskopi dengan fiber 200.000 
39 Nasoendoskopi dengan tindakan 400.000 
40 N asolaringoskopi 300.000 
4 1 N asofaringoskopi 180.000 
42 OAE ( Oto accoustic Emission) 200.000 
43 Paper pacth theraov 125.000 
44 Paeth test diagnostik 125.000 
45 Pemasangan be log tampon 250.000 
46 Pemasangan tam oon telinga / burowi/ be tadine 150.000 
47 Pemasangan tampon anterior 175.000 
48 Pemasangan tamoon interior onko 200.000 
49 Pengeluaran corpus alienum telinga 200.000 
50 Pengeluaran cor,ous alienum hidunf:! 200.000 
5 1 Pengobatan epistaxis 200.000 
52 Play Audiometry 400.000 
53 Spooling cerumen telinga 200.000 
54 Test alenti (skin orick test) 400.000 
55 Test keseimban~an sederhana 150.000 
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56 Test oenala 190.000 

57 Test valsava 120.000 ---~ 
58 Timpa nometri 185.000 

59 Tonedecav test 200.000 

60 Tranluminasi sinus 70.000 

61 Larirnwskopi rigid tanpa biopsi 250.000 

62 Laringoskopi ootik+ biopsi 300.000 

63 Tindakan melepas sinechia 200 .000 

64 Inieksi kenacort THT 200 .000 

65 Suction sekret telinga 35.000 

66 Ear toilet 35.000 

67 Am bil bahan kultur 125.000 

68 Suction sekret hidunsz 35.000 

69 Aff / buka/ ca but :tamoon telinga 30.000 

70 Aff/buka/cabut ltamoon hidung 75.000 

71 Aff/buka/cabutltamoon sinus 150.000 

72 Aff/cabut / buka iabitan/heacting/bena he: 50.000 

73 kuastik iarine:an e:ranulasi 125.000 

74 Pungsi/ aspirasi hematoma septum/ ab: es septum 50 .000 

75 Pungsi/ asoirasi hematoma telinga/ peri Kondritis 50.000 

76 oengangkatan/ ekstraksi/ oengeluaran kt (Usta ozeana 75.000 
77 Pasang gromet 125.000 
78 Wound toilet 150.000 
79 Point management 200.000 
80 Debridement 200.000 
81 NGT 50.000 
82 Pasang NGT ruiding 300.000 
83 Tindakan cuci sinus {perawatan) 100.000 
84 Tes bicara / suara (Voice tes) 25.000 
85 Test barany (baranv box sound/noisema Kerl 25.000 
86 Test oenciuman I tes oene:hidu 40.000 
87 Tes oengecapan 30.000 
88 Schimmer test 25.000 
89 Test saliva 25.000 
90 Test 1i?:liserol/ gliserin 250.000 
91 Elektrogustatomerv 75.000 

Pengambilan swab sekret telinga/ faring/ hidung 
untuk kultur dan sensitivity test 100.000 

92 

Aff/buka/pencabutan tampon telinga d~ Uam pasca 
93 mostoidektomHMEl 75.000 
94 Pencabutan drain 50.000 
95 Test orovokasi hidung 200.000 

96 Fistula test 25.000 
97 Siniskopi/ antroskooi 225.000 

98 Siniskooi dengan tindakan 250.000 
99 Test otooneumoskooi (sieszle test) 75.000 
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100 
Test keseimbangan dengan intervensi ( p arasat dix 250.000 
hall pike, side,lying,rolling) , test kalori 

Pengularan/ eksraksi benda asing teling ~/ hidung/ 
101 orofaring degan penyulit 300.000 

l 102 Ekstifuasi tumor jinak THT 300.000 
103 Sleepnasoendoskopi 200.000 

104 Aspirasi kista 150.000 
105 Biopsi core 150.000 
106 Eksisi dengan lokal anastesi 300.000 
107 Parasintese telinga 125.000 
108 Bio psi insisional tumor kepala leher (TH'') 200.000 
109 Ekstirpasi tumor jinak THT 600.000 
110 Ganti Provox 300.000 
111 lnsisi abses sub :mandibula 600.000 
112 Insisi abses oeritonsil 600.000 
113 Insisi abses retroaurikular dan abses ku it 150 .000 
114 Insisi abses lainmya di bidang THT 600.000 
115 Myringotomi 300.000 
116 Parasintesis MT 125.000 

Eksisi/ ekstirpasi kista./ pseudokista.,kisu a term, 
117 kista. dermoid, papiloma,veruce,kelloid (I< l.ista THT) 200.000 
118 Insisi abses coli 150.000 
119 Insisi abses hematoma 200.000 
120 Insisi abses periltondritis/ othaematom 150 .000 
121 Biopsi nasofaring tanpa endoskopi 100 .000 

Irigasi sinus maksilaris / AWO 
122 right/ left/ duplex/ bilateral 400.000 

. 123 Frefesisi fraktur 0s nassal 600.000 

Tangible reinforcement operant condition ing 
124 audiometrv (TROCA} 400.000 

' 125 VRA ( visual reinforcement audiometry) 400.000 
126 ASSR ( audiotorv steady state response} 400.000 
127 Larvngoskopi optik/ fiber optik dengan bi )Spi 650 .000 

Pemeriksaan dan identifikasi penghidu (s nilling stick 
128 test} 400.000 
129 Videostroboscoov 400.000 
130 Posturografi 250.000 
131 COR (conaditiongning orienting respanse 500.000 

132 Otomikroskopi 125.000 

8 . Poliklinik Kandungan dan kebidanan 

No Jenis Tindakan Tarif(Rp} 
1 Ganti Verban; 

Kecil ( < 1 O cm2} 25.000 
Sedang {10-20 cm2 } 50.000 
Besar (> 20 cm2 ) 100.000 

2 AfT Heacting: 
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Kecil ( < 1 0 cm2 ) 15.000 

Sedang (10-20 cm2
) 40.000 

Besar (> 20 cm2J 75.000 
3 Aplikasi podophilyn 150.000 

4 Letts/Kuater 1.150.000 

5 Histeriskopi 1.150.000 

6 Crvo Surgerv 1.150.001 
7 USG Kandungan biasa 275.000 

8 USG 4 Di.mensi 500.000 

9 Hidrotu basi 570.000 
10 Pasrine: Cancer 275.000 
11 Biopsi endomettj.um 180.000 
12 Biopsi Polip Serviks 180.001 
13 Visum Endometrium 125.000 
14 H. Podoohilyn 150.000 
15 pemeriksaan Sti.k Lea 80.000 
16 USG Obstetri TM 1 (Transvaginal) 350.000 
17 USG Obstetri TM 1 , TM II, TM III 300.001 
18 USG Doppler 400.002 
19 USG Ginekologi, Transvagina/Transrekt al 350.000 
20 Ami Noinfusion 1.200.000 
21 a.mi Nored uksi 1.200.001 
22 Laktasi 

Breast Care ANS 50.000 
Breast care Post Partum 50.000 
Melatih lbu Menyusui bayi 50.000 
Follow Up Ibu Menyusui 50.000 
Konseling 50.000 
Melatih ibu Memeras ASI 50.000 
Memeras ASI 50.000 
Melatih Ayah menyusui bayi 50.000 
Mengeluarkan puting susu terbaik 50.000 
putting susu kaku dan kotor ( Kelainan .Jainya) 50.000 
Observasi m~ae 50.000 
Hvoologalactia (}}SI ada ta.pi sedikit) 50.000 
Pemeriksaan pavudara sendiri 50.000 

galactrorrhea ( produksi ASI berlebihan/ mamae 
bengkak) 50.000 

23 PKBRS (Kebidanan) 
Pasang IUD 125.000,00 
Buka cabut IUD 80.000,00 
Control IUD 30.000,00 
Ekstraksi IUD 200.000,00 
Pasang Implant 150.000 00 
Buka Cabut Implant 150 .000,00 
Sunti.k KB 20.000,00 
Suntik Topros 25.000,00 
Suntik Endrolin 25.000,00 
Pil/Lemping 5 .000,00 
Comdom/lusin 5.000,00 
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I I SC Tab I 150.ooo,oo I 

9. Poliklinik Jiwa 

No Jenis Tindakan Tarif(Rol 

1 Psikoterapi 
Kurang dari 30 Menit I 100.000 j 

Lebih dari 30 Menit 150.000 

2 Test Psikoterapi 
MMSE (Test Memon1 pada manusia0 50.000 

ADL/ IADL( Test fungsi kehidupan sehar -hari) 50.000 
ODS( test Depresi pada manusia ) I 50 .000 
MMPI (Test kecenderungan pola orilaku) 50.000 

I PAJ'-lNS(test monitoring kemajuan terapi , \P) 50 .000 
! Test f ungsi kognitif 50.000 

' 
Pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan 100.000 
Pemeriksaan bebas tembakau 100.000 

C. Tarif Pelayanan Gawat darurat (IGD) 

No Jenis Tindakan Tarif(Rp) 

1 
Regulasi Gula darah Dengan Insulin OleJl dr. 
Soesialis Ro. 200.000 

2 Regulasi Tekanan Darah Dengan Anti Hi Jertensi IV 
Oleh Spesialis 200.000 

3 Buka Gyps 150.000 
4 Cross Incision 150.000 
s Dedridemen Besar 500.000 
6 Dedridemen Sedang 300.000 
7 Debridemen Kecil 150.000 
8 Defibrilasi 150.000 
9 Dekontaminasi 25 .000 
10 Ekstraksi kuku 150.000 
11 Ekstraksi benda asing 100.000 
12 Ekstraksi Corpus Alienum Hidung 100.000 
13 Ekstraksi Corpus Alienum mata 75.000 
14 Ekstraksi Corpus Alienum Mulut/keroni kongan 75.000 
15 Ekstraksi Corpus Alienum telinga 100.000 
16 Ganti Verban Besar 200.000 
17 Ganti Verban Sedam!: 100.000 
18 Ganti Verban Kecil 50 .000 
19 Klisma 75.000 
20 Injeksi 30 .000 
21 Insisi Abses Kecil 100.000 
22 Insisi Abses Besar 300.000 
23 Ekstubasi 15 0 .000 
24 Aff Hecting 

Kecil (< 10 cm2 ) 20.000 
SedanR( 10-20 cm2

) 60.000 
Besar (> 20 cm2

) 100.000 
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25 Jahitan Primer 100.000 

26 Khitan Emergency 400.000 
27 Kumbuh Lambung 500.000 

28 Luka Bakar 
Kurang < 25% 500.000 

Lebih > 25 % 1.000.000 

29 Memandikan Pasien 100.000 

30 Membantu proses persalinan Emenrenc 1• 1.000.000 

3 1 Mencukur untulc oersiaoan ooerasi 50.000 
32 Mengurus oasien vang telah menine:eal 100.000 

33 Observasi oasien lebih dari 6 iam 500.000 
34 Observasi sampai 6 iam 400.000 

35 Pasang eve 1.000.000 

36 Pasang eve Double lumen 1.500.000 
37 Pasang certovix I 450.000 -
38 Pasang folley kateter 200.000 

39 Psang 02/iam 25.000 
40 Pemasangan busines 25.000 
41 Pemasang_an External drainase ( Keoala 750.000 
42 Pemasangan WSD 1.300.000 
43 Pemasangan Ransel Verban 75.000 
44 Pemasangan Bed Side Monitor 100.000 
45 Pemasangan Bidai 100.000 
46 pemasangan ETT 750.000 
47 Pemasangan Gudel 50.000 
48 pemsangan Infus 50.000 
49 pemsangan Infus Pump 100.000 
50 Kateterisasi 125.000 
51 Pemasanean Collar Neck 50.000 
52 Pemasangan NGT 100.000 
53 oemasangan pipa dalam anus 50.000 
54 pemasangan syringe pump 100.000 
55 pemasan~an tampon hidune:I epistaksis 50.000 
56 pemasangan trasfusi darah 50.000 
57 pemasangan ventilator 250.000 
58 pemasangan kompres 50.000 
59 pem berian ne bulizer 50.000 
60 Pemberian Obat Suprositaria 10.000 
61 Amoutasi iari 500.000 
62 Pemeriksaan tanda tanda vital 20.000 
63 pengambilan spesimen Lab 20.000 
64 penyambungantendon 600.000 
65 flebotomi 200.000 
66 fungsi buli-buli 500.000 
67 Fungsi Pleura 750.000 
68 Rekam EKG 100.000 
69 Reoosisi Rahang 200.000 -
70 Reoosisi Sendi 200.000 
71 Resusitasi J an tung Paru 300.000 
72 Spooling Kateter 50.000 
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73 Suction 100.000 

74 Suntik Strep tase 50.000 

75 Uii Provokasi Obat(Skin Test) 50.000 

76 Vena Seksi 200.000 

77 Visum Et Reperendum di IGD 150.000 

78 Pemasangan prain Tube 150.000 

79 In tra Dermal Tast THT 50 .000 

80 Blas oungsi 150.000 

81 EGDT I 75.000 

82 jugular Bu ld 100.000 

83 Brain Resusitation 100.000 

84 Transport pasien Kritis Dan Ventilator ctklam RS 50.000 

D. Tari! Pelayanan Roda Em pat Dalam dan wuar Kot a 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1 Ambulan jenazah { dalam kotal I 150.000 

2 Ambulan jenazah ( luar kotal / km 15.000 

3 Ambulan Ruiukan I luar kotal /km 15.000 

4 Mobil Tanki Air { dalam kotal / Tangki 200.000 

E. Tari! Pemanfaatan Sarana dan Prasarna iumah Sakit 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

Sewa aula lantai 2 gedung IGO ( acara c an evaen 
1 kegiatan } 600.000 

Sewa gedung serbaguna ( kegiatan olah!raga} / 
2 bulan 300.000 

3 Sewa kantin / tahun 2.000.000 

F. Tari! PelayananTindakan Medis Rawat I nap 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 
-

a. Ruane: Rawat Intnsif ( ICU ) : 

1 Syringe pump 200.000 

2 Infussion oum I 100.000 

3 Resusitasi sepsis EDGT 1.500.000 

4 Treadmill test 100.000 
5 Holter monitor 250.000 

6 EKG I 75.000 

7 Drug teraov 25.000 

8 Resusitasi otak '(iurolarbulbl I 150.000 
9 pengawasan trom bolitik 60.000 
10 Ganti verban 2x I 100.000 
11 Ventilator {NIV) 100.000 
12 Ventila. tor+ in tu basi 1.500.000 
13 Drug monitor dengan syrine:e oump 250.000 

14 Bed site monitor 250.000 

15 Intubasi 1.300.000 

16 Extubasi 500.000 
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17 Pemasanmn eve 1.000.000 

18 Vena sectie 200.000 

19 Tindakan DC shock (devifrilatorl 1.400.000 

20 Pemasanean ju.gt, lgrbulb 100.000 

21 Pen,nrr CVC 100.000 

22 AffCVC 50.000 

23 Cgest fisiotheraohy 150.000 

24 Nebulizer 50.000 

25 RJP/CPR 1.000.000 

26 Pasang NGT 50.000 

27 AffNGT 50.000 

28 Pasang dower chateter 50.000 
29 Pengam b:ilan darah arteri 150.000 

30 Aff hecting 50.000 

31 Aff drain 50.000 

32 Suction x/ hr 50.000 

33 Perawatan tracheostomy 75.000 
34 Personal hvgiene 75.000 

35 Oral hygiene 25.000 
36 Cek ODS dengan ACCU check 50.000 

37 Membersihkan darah arteri/ pemeriksaa nAGD 75.000 
38 Pemeriksaan lactate 100.000 
39 Perawatan ienazah 100.000 
40 Skin test 50.000 
41 Perawatan Iuka bakar 400.000 
42 Lumba! punksi 250.000 

43 Mantouk test 100.000 
44 Soinometri 300.000 
45 Peak flow rate 100.000 
46 Echo emera:ency 350.000 
47 Aff dower ca the her 100.000 
48 Derbrilasi terapeutik 1.000.000 
49 Wash out 100.000 

50 Bilas/kumbah lambung 300.000 

51 Mem bersihkan transfusi 100.000 
52 Memasang infus 50.000 

53 Mengambil sempel darah 75.000 
54 Injeksi 20.000 

55 Pemasangan OPA/NPA 75.000 

56 Pemasan~an laringealmask 1.500.000 

57 Pemasan2an double lumen 3.000.000 

58 kateter pico 7.500.000 

59 Monitorimi oico 5.000.000 

60 Pemasangan alat pemantau TIK 7.500.000 

61 Bamia/ambu 3.600.000 
62 Mobilisasi 20.000 

63 Pemasangan EEQ 1.600.000 
64 Pemasan2S.I1 colostomy /hr 100.000 

65 Theraohv 02 100.000 
66 Pemberian feeding pump 100.000 
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67 Pemasamzan tracheostomv (DDT) 8.000.000 

68 Pemasangan WSD 1.300.000 

69 Pemasan2an blan2ket troll 150.000 

70 Pemasarn:i:an arteri line 1.500.000 

71 Perawatan arteri line 100.000 ---
72 USG 400.000 

73 CRRT 4.250.000 

74 Pemantauan CRRT 550.000 

75 Bronchoscoov 700.000 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

b. Ruana: Rawat Inau. Kelu utama / VIP, I, J lom 
1 Inieksi 20.000 

2 Pasan2 infus 25.000 

3 Pasang NGT 50.000 

4 Pasang kateter 50.000 

5 Aff hecting : 
kecil (< 10 iahitanl 15.000 

Sedang (10-20 iahitanl 40 .000 
Besar (> 20 jahitanl 75.000 

6 Aff kateter 25.000 

7 AffNGT 25.000 

8 Ganti verban 
kecil (< 10 cml 25.000 
Sedan2 (10-20 cml 50.000 
Besar (> 20 cm} 100.000 

9 Infussion oumo 25.000 

IO Kemotheraohv 500.000 

11 Lum bal punksi 400.000 

12 Melakukan am.bu ba2: 20.000 
13 RJP 20.000 

14 Suction 20.000 
15 Memasamz cola.meek 5.000 

16 Memasane: iz.uedle 6.000 

17 Memasan2 monitor 65.000 

18 Memberikan transfusi 25.000 
19 Aff transfusi 2.500 

20 Kumbah lambung 40.000 
21 Nebulizer 25.000 

22 Pemberian makan melalui sonde 12.000 

23 Perawatan Colostomv 40.000 
24 Perawatan ienazah 30.000 
25 Perawatan luka steven jhonson 95.000 
26 Punksi ascites 85.000 
27 Rawat Iuka OP 15.000 
28 Svrinize oum o 25.000 

c. Tindakan Khusus Penvaldt Dalam 
1 Inieksi intra antikular 150.000 
2 Test kulit I skin testl 50.000 

1.?ar3f Koordinasi 
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3 Punsi cairan sendi 150.000 

4 Assesment geriatri 150.000 

5 BMP (asoirasi sumsung tulanlll 300.000 

6 Biopsi l!inial gol<ma:an I 400.000 

7 Biopsi l!inial gokma:an II 420.000 

d. Ruana: Rawat Inap,Anak dan Insentif Ana " 
1 Syring pump 350.000 

2 Infussion pump 75.000 

3 Bed site monitor 250.000 

4 Ventilator 350.000 

5 Extubasi 500.000 

6 Defribrilator 1.900.000 

7 Pemasangan CVC 2.300.000 

8 Perawatan CVC 50.000 

9 Mengukur CVC 100.000 
10 Aff CVC 50.000 
11 EKG 75.000 

12 Nebulizer 100.000 
13 Theraohv oxvgen / 1 jam 50.000 
14 Menghisap lendir 35.000 
15 Vena sectie 200.000 
16 Memasang Catetier 75.000 
17 Aff Cateter 25.000 
18 Dower cath/ candon cath 20.000 
19 Pasane:NGT 50.000 
20 AffNGT 25.000 
21 Schoortein 70.000 
22 Infus tali pusat 250.000 
23 Perawatan dalam incubator 50.000 
24 Theraphv sinar 300.000 
25 lnfus biasa .infus venateraoi 50.000 
26 Perawatan colostomi 20.000 --- - --------·--- - --
27 Menrukur suhu 5.000 
28 Penangan asfiksia 100.000 
29 Perawatan bavi resiko tine:e:i 100.000 
30 Menvuntik 15.000 
31 Medi.kasi luka operasi 10.000 
32 Resusitasi 700.000 
33 Transfusi tukar 75.000 
34 Defibrilator 1.350.000 
35 BHT 500.000 
36 Kolo - noskooi 700.000 
37 Endoskopi 700.000 
38 Ekokardiol!rafi 250.000 

39 Injeksi klasi besi, 100.000 
40 TPN 475.000 

41 Biosi l!inial 375.000 
42 Koreksi elektrolit,asam basa, metabolik 250.000 
43 Cooling snooling 50.000 
44 Lumbal fungsi 1.450.000 
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45 Skin test 50.000 

46 Provokasi test 75 .000 

47 Pemasangan WSD 750.000 

48 CAPD 1.400.000 

49 Bronkoskopi 750.000 

50 Kemoterapi intravena, intratekal 500.000 
' 

51 Hidrasi alkalinisasi 100.000 

52 Drug terahov 250.000 

53 Flebotomi I 250.000 

54 Bae:rui,z dengan iambu bag 100.000 

55 lntubasi 200.000 

56 Ganti verban 2x 50.000 

57 Chest fisioteraohv 75.000 

58 Membersihkan darah arteri/ oemeriksaa hAGD 75.000 

59 Komores hangat/ dingin 75.000 

60 Kumbah lambung 150.000 

61 Sonde 75.000 

62 Perawatan kolostomi 75.000 

63 Perawatan ienzah 100.000 

64 Klisma/ Huknal 100.000 

65 Oksigenasi 50.000 

66 Mengambil sampel darah 75.000 

67 Periksa KGDS denl!.an accu check 50 .000 

68 Bronchial washing 250.000 

69 Longline 500.000 

70 Pengawasan trombolitik 50 .000 

71 Aff hecting 50.000 
72 Aff drain 50.000 
73 Infus Intraoseus 500.000 

74 Terapi surfactant intratracheal 1.000.000 

75 Ventrical tao 500.000 
76 Perawatan dalam incubator 100.000 

77 Exchange transflilsi 1.000.000 

78 Memandikan bavi 50 .000 

79 Perawatan Infant warmer 1.000.000 

80 Perawatan Iuka operasi 50.000 

81 Perawatan tracheostomv 50.000 

82 Pasang guedle 75.000 

83 Fungsi pluera 8 .800.000 
84 Fungsi oericard 8 .800.000 

85 Intervensi kardiololri anak fADO,ASO,dlll 67 .000.000 
e. Tindakan bal!ian Pulmonolofd 

1 PFR f oeak flow meter l 70 .000 

2 Spirometri 2 10 .000 

3 Nebulizer (per satu kali) 50.000 

4 Uji bronkodilator 2 10.000 

5 Kaoasiti difusi 700.000 

6 Pemeriksaan volume statik 700.000 

7 Uii orovokasi bronkus 700.000 

8 Uii latih beban 700.000 
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9 Bodv oletvsmosrraoh 700.000 

10 Bronkosoirometri 1.000.000 I 

11 Sleeo studv 1.000.000 

12 Oksimetri 70.000 

13 USG thora.ks 700.000 

14 Uii latihan paru dan jantun~ 400.000 

15 Efusi oluera 1.000.000 

16 Bioosi pluera 1.500.000 

17 Pleurodesis 750.000 

18 WSD (water seald drainage) 1.500.000 

19 AffWSD 300.000 

20 Conti-Nous suction oer hari 70.000 
I 

21 Bioosi trans torakal ITTNA) 1.500.000 

22 Tora.koskooi 6.800.000 

23 Bronkoskooi 4.000.000 

24 Broncial toilet 4.000.000 

25 Bilasan broncus 4.000.000 

26 Sikatan broncu~ 4.000.000 

27 Bioosi forseo I 4.000.000 

28 Broncho alveolat lavaize (BAL) 4.000.000 
29 Trans bronchial !needle asoiratlon ( TBN \.l 4.000.000 

30 Trans bronchial 1lun2 biopsi lTBLBl 4.000.000 
3 1 Pemasana,m stend tra.keobronkial 1.350.000 
32 In tu basi trakea 750.000 
33 Uii methvlen blue 4.000.000 
34 Bronkoskooi / t)(!)St onerasi 4.000.000 
35 Inieksi intra brohkus 4.000.000 
36 Terapi laser 6.800.000 
37 Mediasti noskoni 4.000.000 
38 Kometraoi kanker oaru 700.000 

39 Bioosi iarum halus {BJH) 400.000 
40 Fluoroskopi 2.000.000 
41 Uii mantaux 300.000 
42 Soooling rone:S!a. oleura 500.000 
43 Bronkoskopi dikamar ooerasi 9.700.000 

G. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik 

No Jenis Tindakan Tarif (Ro) 
SEDERHANA 1 

1 Foto polos abdomen 150.000 
2 Bno 150.000 
3 Thorax PA 150.000 

SEDERHANA2 
1 pelvis av /lat 170.000 
2 Humerus an/lat 170.000 
3 Sella Khusus 160.000 
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4 Basis Cranii 100.000 

5 Shoulder Joint/ObliQue 160.000 

6 manus ao/lat 160.000 

7 Wrist ioint an/lat 160.000 

8 Genu ao/lat 160.000 

9 Ankle ao/lat 160.000 

10 Ped.is an/lat 160.000 

11 Mandibu.la ao/obliaue 160.000 

12 Bone Af!.e 160.000 

13 Antebrachii ap/lat 160.000 

14 Cervical an 160.000 

15 Nasal Lateral 150 .000 

16 Clavicula ao 150.000 

17 Cubiti ao/lat 150.000 

SEDANO 1 
1 Wa~en sten rise/ knee chest 200.000 

2 orbita/rheseeze 200.000 

3 Schedell/Sku ll ap/la.t 200.000 

4 Mastoid 1 sisi 2 posisi 200.000 

5 Tm ioint 1 sendi, 2 posisi 200.000 

6 nelvimetri 200.000 

7 Thorakal ap/la.t 200.000 

8 Cruris an/lat 200.000 

9 Pemur ao/lat 200.000 

10 Lumbosacral ap/lat 200.000 

11 Water's 200.000 

12 Thorax an let 200.000 

BED.ANG 2 

l Cervical an/lat/obioue 260.000 

2 Thoracolumbal ao/ lat 260.000 

3 Lumbosacral ap/lat /obique 260.000 

4 Son 3 oosisi 260.000 

5 Mamo2Tafi 1 sisi 260 .000 

6 Bone Survey 2 regio 300.000 

7 Abdomen 3 posisi 260 .000 

8 Genu ao/lat/skv line 260.000 

TARIF USG 
1 Dua dimensi 50 .000 

2 'NJ?a dimensi 80.000 

3 Emoat Dimensi 150 .000 

PAKET LAIN RADIOTERAPHY 

1 Fistolo~rafi.(naket} 750 .000 

2 Uretroe:rafi loaket) 750.000 

3 Cyalo2rafiloaket) 750.000 

4 T-tu be Cholangio~rafil oaketl 750.000 

H. Tarif pelayanan Persalinan 

No J enis Tindakan TariflRnl 

1 Partus Normal (Bidanl 750.000 
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2 Partus Normal {Dokter umum/PDDS) I 1.000.000 

3 Partus Normal(Dokter ObSITin) I 1.500.000 

4 Partus Abnormal 1.700.000 

5 Sectio Caesaria 5 .000.000 

6 MOW 
MOW dengan Laoarascoov 2 .500.000 

MOW dengan Mini Laoaraccoov 2.500.000 

7 MOP 125.000 

8 PasangWD 
Pasang IUD 125 .000 

Cabut IUD 80.000 

Cabut & Pasang IUD 200.000 

9 Susuk KB 
Pasanf?: susuk KB 150.000 

Cabut susuk KB 150.000 

cabut & Pasag Susu.k KB 250.000 

Komnlikasi Berat 250.000 

WD Post Partum 250.000 

MOW Post Sectio 7.500.000 

Konseling KB 30.000 

KB Suntik 3 Bulana.n 20.000 

Survailance Obat KB/Lemping I 20.000 

I. Tari! Pelayanan Rehab Medis 

No Jenis Tindakan Tarif{Rol 

1 Assesmen Dikortdisi 50 .000 

2 Assesmen Fleksibilitas dan lingkungan J erak 50.000 

3 Assesment Fune:siBerkemih 50 .000 

4 Assesment Fune:si Defekasi 50 .000 

5 Assesment fune:si kardiorespirasi 50 .000 - ----
6 Assesmentkoi!Ilitif 50 .000 

7 Assesment Komunikasi 50.000 

8 Assesment Fune:si lokomotor 50 .000 

9 Assesment Memori 50.000 

10 Assesment Menelan 50.000 

11 Assesment lntee:rasi Sensori Motor 50.000 

12 Assesment Kebue-aran 50.000 

13 Assesment Kemamouan fungsional Diri 50.000 
f 

14 Assesemen Kekl:latan Otot 50.000 

15 Assesment KeseimbanJ:?: Statistik/Dinam ik 50.000 

16 Assesmen Motorik Halus 50.000 

17 Assesment Pola Jalan 50 .000 

18 Assesment sensibilitas 50 .000 

19 fitting dan Check Out Ortesa/Protesa 100.000 

20 Tapinsz / Stra ping 100.000 

21 Injeksi Intra antikular 100.000 

22 Latihan dasar sederhana 35 .000 

23 Latihan dasar Metode Khusus 35.000 

24 Breating Exercise 35.000 
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25 mMassage 50 .000 

26 Akupuntur Medis 50.000 

27 Mc. Kenci Exercise 35 .000 

28 William Flexion Exercise 50.000 

29 Senam Hamil 35.000 

30 Senam Asthma 50.000 

31 Senam Stroke 50.000 
Sedang 

1 Aktinoterapi IR 35.000 

2 Uktra Violet 45.000 
3 Parafin bath 45.000 
4 Latihan dengan Alat Sepeda statik 45.000 
5 Latihan dengan alat Treadmil 50 .000 
6 latihan dengan Alat Quadriceps Bench 35.000 

7 La tihan dengan oullev 35.000 
8 Latihan dengan Wall Stair 35.000 
9 Latihan dem?.an Barbel 35.000 --- -
10 Latihan Bobath 35.000 

11 latihan dengan Balance Board 35.000 
12 Contineous passive Movement (CPM) 50.000 

Cannih 
1 Teraoi Sgort Wave Diathermi 50.000 
2 Teraoi Micro Wa.,,,e Diathermi 50.000 
3 Teraoi Electrical Stimulation Faradic 50.000 
4 Teraoi Electrical1 Stimulation Galvanic 50.000 
5 Terapi Inter Ferential Current 50.000 

6 Teraoi TENS 50.000 
7 Terapi Nebulizer 50.000 
8 Teraoi Cacum Compression 50.000 
9 Traksi Lum bal 50.000 
10 Tra.ksi Servical 50.000 
11 Laser 50.000 
12 Hidro Theraohy 50.000 

TERAPI OKUPA;SI 
I Snow Room 75.000 
2 Sensory Integrasi 75.000 
3 Activitv of Dailv Living 75.000 
4 Energi Conservation & Word Caoacitv 75.000 
5 Joint Protection Techniaue 75.000 
6 Latihan Fungsi Tangan/ kaki 75.000 
7 Wheelchair Adaption & Training 75.000 
8 Proper Body Mekanik 75.000 

TERAPIWICAm\ 
I Latihan Funj!si Bicara/ Artikulasi 50.000 
2 Latihan Fungsi Bahasa 50.000 
3 Latihan Irama I<ielancaran 50.000 
4 Latihan Menelan 50.000 

ORTOTIK/PROSTETIK 
I Medali/ Lateral support 50.000 
2 Hell for LLD 50.000 
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3 Calcaneal Pad 50.000 
4 Cervical Collar Dewasa 300.000 

5 Cervical Collar Anak 250.000 
6 Corset Lumbosacral 350.000 
7 Corset Torakolumbosacral 400.000 
8 tavlor Brace Dewasa 1.500.000 ----
9 Taylor Brace Anak 1.250.000 
10 Knfaht ta_ylor Brace 1.500.000 
11 .AYill'U"V Crutch 250.000 
12 Cane 125.000 
13 Denis Brown 1.500.000 
14 Shoes Corection 750.000 
15 Back Slab 1.000.000 
16 Milwaukee Brace XL 3.000.000 
17 Milwaukee Brace L 2.500.000 
18 Milwaukee Brace M 2.250.000 
19 Milwaukee Brace S 2.000.000 
20 Boston Brace XL 2.000.000 
21 Bos ton Brace L 1.750.000 
22 Boston Brace M 1.500.000 
23 Boston Brace S 1.500.000 
24 Long Leg Brace Dewasa 1.500.000 
25 Long Leg Brace Anak 1.250.000 
26 Short Leg Brace Dewasa 1.000.000 
27 Short LeR: Brace Anak 800.000 
28 Hip Hemipelvesty Prothesa 7 .500.000 

29 Above Knee Protb.esa Dewasa 4.500.000 

30 Above Knee Prothesa Anak 4 .000.000 

31 Through Knee Prothesa 3.750.000 
32 Below Knee Pro~esa Dewasa 4 .000.000 
33 Below Knee Prothesa Anak 3.750.000 

35 Below Knee Prothesa Polvcentric Axis 5.700.000 
36 Below Knee Prothesa Polvcentric Axis 4.750.000 
37 Svme Prothesa 2.000.000 

37 Chooat Prothesa 2.000.000 
38 Hand Prothesa Cosmetic 40.000 

39 wrist solint Dewasa 1.000.000 
40 Wrist Splint Anak 750.000 
41 Transfer Exercise 50.000 
42 Passive Moment Exercise 50.000 
43 PN F Flexion Exercise 50.000 
44 Gait Training 50.000 

J . Tarif Pelayanan Gigi 

No Jenis Tindakan Tarif(Rol 

1 Peniahitan Luka Gigi 200.000 
2 Tumpatan Sementara 75.000 
3 Hioerami ouloa Kuniungan 1 100.000 

Perawatan Sal Akar -Pulpa Anterior Kunj ungan 1 ( 
4 pulpotomif 100.000 
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Perawatan Sal Akar+ Pulpa anterior Kun ·ungan 2 ( 
Pulootomil 

Perawatan Sal Akar + Pulpa anterior Kum.jungan 3, 
dst( Pulpotomil 

perawatan Sal Akar+pulpa Posterior KurJungan 1, 
(ouloolotomil 

perawatan Sal Akar+pulpa Posterior Kur jungan 2, 
(uulpolotomi) 

perawatan Sal Akar+pulpa Posterior KurJungan 3, 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

9 dst fouloolotomil 100.000 
10 Pemdsian Saluran Akar Anterior(oulpo) 150.000 
11 Penmsian Saluran Akar oosterior(oulpo) 150 .000 
12 Pengisian Endo Saluran A.kar Anterior 250.000 
13 Pemtisisan Endo Saluran Akar posterior 250.000 
14 Endodontik Ant€rior kuniugan 1 250.000 
15 Endodontik Anterior kuniuR:an 2 250.000 
16 Endodontik Anterior kuniugan 3, dst 250.000 
17 Endodontik posterior Kunjungan 1 250.000 
18 Endodontik posterior Kunjungan 2 500.000 
19 Endodontik posterior Kunjungan 3 dst 250.000 
20 Tumoatan Sili.kat/GIC 150.000 
21 Tumoatan Resin Komoosit/LC (Kecil) 150.000 
22 Tumoatan Resin Komposit/LC (Besar) 200.000 
23 Pulp Capine: 100.000 
24 Foto Rontgen Priapikal 75.000 
25 Foto Rontgen PaNoramik 100.000 
26 Scallin12:/rahang 150.000 
27 Kontrol Post Ouerasi Odeontectomy 150.000 
28 Kontrol Post Ooerasi Cvsta 150.000 
29 Buka J ahitan 100. 000 
30 Kuretese Periodontal 100.000 
31 Ooerculectomv 300.000 
32 trepanasi Atap Pulpa 150.000 
33 Premidikasi 50.000 
34 Kontrol Post Abses / GV 75.000 
35 One Visit Endodontik 80.000 
36 Gigi Tiruan Sebagai Leosan Gigi Pert.am ll 200.000 
37 Gigi Tiruan Sebal!ian leoasan rc-2 dst 200.000 
38 Gigi Tiruan Penuh per rahang 200.000 
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40 Gin2:2ivoplastv per ree:io 300.000 

K. Tarif Pelaya.nan Konsultasi dan Tindakan Khusus 

1. Tarif Konsultasi Gizi 

No ,Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1 Rawat ialan 25.000 

2 Kelas III 25.000 

3 Kelas II 25.000 

4 Kelas I 25 .000 
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5 I Kelas utama/ VIP I 25.000 
I 

2. Tarif Heamodalisa dan Kemoteraphy • 

No Jen.is Retribusi Objek Tarif (Rp) 

I Hemodialisa : 
Single Use 600.000 
Reussed 500.000 

Untuk pasien cvto/ruiukan Rs lain 750.000 

2 Hemodialisa sled 1.000.000 

3 Kemoterapi 750.000 

L. Tarif Pelayanan Medico-Legal ( Visum) 

No Jen.is Retribusi Objek Tarif (Rp) 
-

1 Visum At revertum 100.000 

2 Visum luar mayat segar WNI 7 25.000 

3 Visu m luar mayat segar WNA 1.450.000 

4 Visum luar mayat membusuk WNI 1.300.000 

5 Visum luar mayat membusuk WNA 2.650.000 

6 Adm visum luar korban hidup 75.000 

7 Adm visum luar korban meninggal 75. 000 -
8 Adm visum luar dan da la m korban meni nggal 75. 000 
9 Pemaketan barang bukti 100.000 
10 Konsultasi medico legal 150. 000 
11 Pemeriksaan ahli dan SAP (diluar transi ort) 525.000 
12 Embalming (oengawetan jenazah) 200.000 

M. Tarif Pelayanan Instalasi Jenazah 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan 
I mavat segar 100.000 

Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan 
2 mavat membusuk 200 .000 

Perawatan mayat dengan pemandian dan 
3 pengafanan mayat segar 750.000 

4 
Perawatan mayat dengan pemandian di 
pengafanan mavat membusuk 1.000.000 

5 Mayat segar dengan Iuka ringan (remodelling) 100.000 
6 Mavat segar dengan Iuka sedang (remoc elling) 200.000 
7 Mavat segar dengan luka bera t (remade line.) 300.000 

8 Mayat membus uk denga n Iuka ringan (, emodelling) 200.000 

9 Mayat membusuk dengan Iuka sedangf1 emodelling} 300.000 

10 Mayat membusuk dengan Iuka berat (n: modellineJ 400.000 

11 Penguburan mayat segar, mandi dan pe ngafanan 2.500.000 

Jaraf Kp(t{c:n~si 
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Penguburan mayat membusuk, mandi c an 
12 pen~afanan 3 .0 00.000 

13 Pengawetan mavat WNI 2 .000.000 

14 Pemmwetan mavat WNA 3.000.000 

15 Penitipan mavat WNI per malam 100.000 

16 Penitioan mavat WNA oer malam 200.000 

Tindakan Forensik Khusus 
1 Autoosi klinis forensik di RD I 4.850.000 

2 Autoosi klinis ( atas permintaan keluarga) 4 .850 .000 

Autopsi forensik dengan penggalian 
3 mayat/exhumasi di luar transfoemasi 9.7 00.000 

N. Tarlf Pelayan Laboratorium Patologiklini k 

No Jenis Tindakan Tarif(Rol 
Balldan Kimla Kllnlk I 

l Bilirubin Total 65.000 

2 Bil.iru bin Direk 65.000 

3 S.G.O.T 65.000 

4 S.G.O.T 65.000 

5 Aile Phoshatase 72.000 

6 Protein Total 50.000 

7 Gamma GT I 8 0 .000 

8 CHE 40.000 

9 LDH 40.000 

10 Protein Albumin 50 .000 

11 Protein globulin 50.000 

12 A.rium Darah 65.000 

13 Creatinin darah 50 .000 

14 Uric Acid Darah/ Asam Ura t 60.000 

15 Kliren Crea tin in 50.000 

16 Cholestrol 55.000 

17 HDL Cholestrol 125.000 

18 LDL Cholestrol (Direct) 145.000 

19 Tri!!liserida 80.000 

20 G lukose Darah 80.000 

21 Kalium Darah I 5 5 .000 

22 Natrium Darah I 5 5 .000 

23 Clorida Darah I 55.000 

24 Kalsium 55.000 

25 Nat.rium Urine 50 .000 

26 Kalium Urine 50.000 

27 Magnesium 50.000 

28 Phosoorus 50.000 

29 HbA l e I 300.000 

30 CK/CPK 50 .000 

Kimia Klinik Khusus 
1 Asam Fosfat 75.000 

2 Apo A 1 140.000 

3 Apo B 140.000 

,;f~n r 
V V 



130 

4 Lp(a) 240.000 

5 Milera Albumin 60.000 

6 Amilase 90.000 

7 Lipase 110.000 

8 Mio~obin 180.000 

9 CKNak 90.000 

10 CKMB 130.000 

11 Trooonin T 190.000 

12 Trononin i 190.000 

13 Homosistein 365.000 

14 Esbach 40.000 

15 Protein bance Jones 20.000 

16 Analisa gas darah 170.000 

17 Blood gas Analisis 170.000 

Analisis Cairan 
1 Analisis Cairan Otak 

Protein 200.000 

Glucosa 200.000 

2 Analisa Cairan Pleura 
Protein 225.000 

Glucosa 225.000 

3 Analisis Cairan Sendi 225.000 

4 Analisis Cairan Asites 225.000 
HEMATOLOGI,l1RINE,FESES 

1 Darah Rutin 50.000 
2 Darah Lene:kao 60.000 
3 Urine rutin 52.000 
4 Fases rutin 75.000 
5 Pemeriksaan malaria 75.000 
6 Pemeriksaan LED 20.000 
7 Bleeding Time 20.000 
8 Clotchinl!: Time 30.000 
9 Retikulotus 45.000 
10 Filaria 25.000 
11 Pewaniaan Prefarat Su tul 30.000 
12 Morfolosri Darah Teoi 80.000 
13 LE sel 25.000 
14 Pembacaan morfolol!:i Sutul 150.000 
15 Aoeresis Trombosit/ leukosit 2.475.000 
16 Whole Blood 690.000 
17 Packed Red CelHPCRl 800.000 --
18 Frea Frozen plasma 250.000 
19 Thrombocvt Conctrate 250.000 

HEMATOLOGIKHUSUS 
1 Feritin 150.000 
2 SI 75.000 
3 TIBC 75.000 
4 Transferin 180.000 
5 Vitamin B12 390.000 
6 Asam Folat 300.000 
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7 G6PD 150.000 
8 Hb Elektroforesis 180.000 
9 pewarnaan NSE 120.000 
10 pewarnaan Sudan Black 110.000 
11 Pewarna lab 120.000 
12 : Pewama Mielonerokasidase 100.000 
13 CD-4 HIV/ AIDS 150.000 
14 CD-8 180.000 

15 HbAc 175.000 
16 OGIT (Oral Glucose Toleransi Test) 80.000 

TINDAKAN 

1 Tindakan BMP 500.000 
KOAGULASI 

1 APTT(Masa Tromlbo blastin Partial) 100.000 

2 PT (Protrom bin '11ime) / NR 110.000 

3 FibriNogen 120.000 
4 A1rregasi trombosit 180.000 

5 Lupus Antikola.gen 220.000 

6 D Dimer Kuantitatif 250.000 
7 Factor VIII 250.000 

8 Fa ktor IX 300.000 

9 Protein S 320.000 

10 Protein C 320.000 

11 Trombotest 120.000 

12 Anti Fakto Xa 220.000 

SEROLOGI 

1 ANA Titra si 250. 000 

2 Anti Ds DNA 260.000 

3 Beta HCG Kualitatif 200.000 

4 Anti Helicobacter Ia:D 250 .000 

5 Anti Chlamydia IszD 300.000 

6 Anti Chlamvdia IszM 300.000 
I 

7 Beta HCG Kuantitatif 200.000 

8 IgG 180 .000 

9 JgM 180.000 

10 Il!A I 180.000 

11 Ii!E 160.000 

12 Imuno Elektrofortsis 380.000 

13 ACAlgG 260.000 

14 AC.A lgM ' 260 .000 

15 Komnlemen C3 200.000 

16 Komolemen C4 200.000 

17 CRP Kuantitatif 145.000 

18 Serologi malaria 175.000 

19 Serolofli Jamur Kwalitatif 230.000 

20 Serologi Jamur Kwalitatif 780.000 

21 lgM & IszG anti Denirue(Raoid) 170.000 

22 IgM & IJ?:G anti Dengue (Elisa ) 150.000 

23 lgM Salmonela Uoi 200.000 

24 NSI anti Dengue 200.000 

b::>2rarr C'.o~rr•:~~sl 
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25 ASTRO 60.000 

26 VDRL I 40.000 

27 WIDAL G0.000 

28 TPHA 50.000 

29 Test Kehamilan 30.000 

30 TORCH 60.000 

Marka HePQtitis 
1 BHs Ag (Rapid) 90.000 

2 HBs Ae.r Titer) 160.000 

3 Anti HAV( Total I 195.000 

4 Anti HAV lgM 175.000 

5 Anti HBC Total 160.000 

6 Anti HBC IgM 265.000 

7 HBeAg 200.000 

8 Anti HBe '.250.000 

9 HBV DNA 1.584.000 
- - -

10 Anti HCV 12M 510.000 

Marka Lain 
1 AntiAmuba 190.000 
2 Toxoplasma JgG+I!!M 370.000 
3 Rubella 120+ JgM 310.000 
4 CMV lgG-1~ 310.000 

5 HSV I lgG+ IRM 300.000 
6 HSV II IgG+lgM 270.000 

Horm.on 
1 Kartisol 160.000 
2 T3 120.000 
3 T4 120.000 
4 FT3 190.000 
5 FT4 170.000 
6 T3 Uptake 150.000 
7 FTI 220.000 
8 TSH 130.000 
9 TSHs 150.000 
10 LH 160.000 
11 FSH 160.000 
12 Estradidiol 245.000 
13 Estriol I 215.000 
14 Progesteton 260.000 
15 Testosteron I 270.000 
16 Proclaction 1.800 

Petanda Tumor 
1 Kartisol 160.000 
2 T3 120.000 
3 T4 120.000 
4 FT3 190.000 
5 FT4 170.000 
6 T3 Update 150.000 
7 FTI 220.000 
8 TSH 130.000 

.~a:r:-ii &!Cf}"··· .-~a~i 
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9 TSHs 150.000 

10 LH 160.000 

11 FSH 160.000 

12 Estradiol 245.000 

13 Estriol 215.000 

14 Testosteron 260.000 

15 Progesteron I 270.000 

16 prolactine 180.000 

Petanda Tumor 
1 Ca 19-9 300.000 

2 Ca 125 240.000 

3 Ca 15-3 260.000 

4 MCA 290.000 

5 PAP 190.000 

6 sec 300.000 
7 PSA(Prostat Spesifec Antigen) 190.000 

8 NSE ( Prostat Spesifec Antigen} 310.000 

9 Cyfra 21 750.000 
10 CEA 160.000 
11 AFP 170.000 
12 Pemeriksaan Narkoba dengan Rapid 3 P mel 200.000 
13 Pemeriksaan Narkoba dengan Rapid 6 P mel 290.000 
13 Rapid Test Anti Body 85.000 
14 Rapid Test Antigen 100.000 
15 Swab PCR 350.000 

Drua: Monitorinlg 
1 Teofilin 280.000 
2 FeNobarbital 400.000 
3 Di20skin 290.000 

Mikrobioloei 
1 Biakan Jamur IX 140.000 
2 Biakan Jamur 2X 300.000 
3 Kultur darah Aerob+resistensi 250.000 
4 Kultur Darah Anaerob+Resistensi 350.000 
5 Kultur Feses + Resistensi 250.000 
6 Kultur Urine+ Resistensi 250.000 
7 Kultur BTA + Resistensil 400.000 
8 Pewarna BTA 1 X (Sputum) I 20.000 
9 Pewarna Gram ( Semua Sampell 30.000 
10 Kerokan Kulit ( Jamur / KOH) 20.000 
11 Test Sensitifikasi ( semua sampel) 25.000 
12 pewarna BTA 3X (Diagnosa} 30.000 
13 pewarna BTA 2X ( Follow Up) 30.000 
14 Pewarna BTA untuk MH 30.000 
15 Kultur sputum + Resistensi 250.000 
16 Kultur cairan Acites+Resistensi 250.000 
17 Kultur cairan Pleura+Resistensi 250.000 
18 Kultur Cairan LCS + Resistensi 250.000 
19 kultur secret valrina+Uretra+Resistensi 250.000 
20 kultur secret mata+telinga+resistensi 250.000 



134 

21 kultur swab ternrn:orokan 250.000 
22 kultur pus+resistensi 250.000 

Pemerlksaan Lainnya 
1 Rapid HIV 290.000 
2 Golongan Darah 30.000 
3 Rapid Dangue 2.150.000 
4 Rapid Malaria 90.000 
5 Rapid HCV 290.000 
6 Rapid Syphilis 75.000 
7 OGTT (Oral Glucose Toleransi Test) 80.000 

P. Tarif Pelayanan Pa:tologi Anatomi 

No J enis Tindakan Tarif (Rp) 
1 Histopatololti: 

J aringan Kecil < 5 Cm 290.000 
Jaringan Sedang 5-10 Cm 495.000 
Jaringab Besar 695.000 
Raclikalitas 695.000 
VC ( Vriscope/Pqtong beku) 1.190.000 
Biopsi Khusus (Hati,Ginial, dll) 1.190.000 

2 Sitologi 

FNAB I 276.000 
Deep FNAB 640.000 
Pap smeer 275.000 

3 Sitologi Lain 

Acites, Cairan Pleura, dll 275.000 
Sputum lX 275.000 
Sputum 3X 800.000 
Hormonal Serial 800.000 
Histokimia 995.000 
Immu Nohistokimia 1.850.000 

0 . Tarif Pelayanan Medis Operatif (COT) 
1. Bedah Orthopedi 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

I Operasi kecil 1.500.000 
2 Operasi sedang 3.000.000 
3 Operasi besar 5.000.000 
4 Oo[erasi canggih 7.000.000 
5 Operasi khusus 6.000.000 

2 . Bedah Umum 

No Jenis RetJ.ibusi Objek Tarif (Rp) 

1 Ooerasi kecil 1.500.000 
2 Operasi sedang 3 .000.000 

3 Operasi besar 5.000.000 
4 Onerasi khusus 6.000.000 

_-'arn.Y t(07" , _..~nsi 
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I 5 I Bedah I I 

2. Bedah Digestif 

No J enis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1 Operasi kecil 1.500.000 
2 Operasi sedang 3.000.000 
3 Operasi besar 5.000.000 
4 Ooferasi canggih 7.000.000 

5 Operasi khusus 6.000.000 

3. Bedah THT 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1 Operasi kecil 1.500.000 
2 Operasi sedang 3.000.000 
3 Operasi besar 5 .000.000 
4 Oolerasi canggih 7.000.000 
5 Ooerasi khusu s 6.000.000 

4 . Bed.ah Ma ta 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1 Ooerasi kecil 1.500.000 
2 Operasi sedang 3.000.000 
3 Operasi besar 5.000.000 
4 Oprerasi canggih 7.000.000 
5 Operasi khusus 6.000.000 

5. Bedah Obstetri dan Ginekologi 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1 Operasi kecil 1.500.000 
2 Operasi sedang 3.000.000 
3 Operasi besar 5.000.000 

6. Bedah Anak 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1 Ooerasi kecil 1.500.000 
2 Operasi sedang 3.000.000 
3 Operasi besar 5.000.000 
4 Operasi canggib 7.000.000 
5 Ooerasi khusus 6.000.000 

P. Pemeriksaan Kesahatan Dasar 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1

~?¥~oot~~/usi 
. , \ 
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1 Pemeriksaan da sar perempuan 450.000 
2 Pemeriksaan dasar standar laki-laki 950.000 
3 1 Pemeriksaan Kesahatan Pranikah 400. 000 

Q. Tarif pelayanan Kesehatan lainnya 

No Jenis Retribusi Objek Tarif (Rp) 

1 J asa pem bakaran sam pah med is/ Kg 20. 000 
2 Penggunaan Ok~igen/ skala 25.000 

R. Besaran Tarif Praktek. Penelitian dan Ma tang 

Pemeriksaan Lainnya 
1 EKG 65.000 
2 Tarif pemeriksaa!Il laboratorium 565.000 
3 Visum luar 200.000 
4 Biava pemakaian ambulance 6.000/ Km 
5 Poned 600 .000 
6 Rawat inap 100.000/ ha ri 
7 Rawat jalan gigi 

Jasa 50.000 
8 Tindakan khusus 

Cabut gi!!i susu 150.000 
Pencabu tan gi!!i dewasa 150.000 
Pencabutan gi!!i permanen 150.000 
Tambal gigi 100.000 
Skeling 1.000.000 

9 Rawat jalan um um 
Konsul dokter 50.000 
Tindakan dasar perawatan 30.000 
Tindakan medis ringan 30.000 
Tindakan medis khusus 
Sirkumsisi 350.000 
Eksplorasi benda asing 150.000 
lnsisi abses 200.000 
Oprasi ringan 300.000 

10 Tindakan perawatan lanjutan 
Ganti balut/perb,an 50.000 
Irigasi telinga 100 .000 

11 Pelayanan khusus 
Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin 35 .000 

12 USG 
2 Dimensi 50.000 
3 Dimensi 80 .000 
4 Dimensi 150.000 

13 Pemakaian Oksigen (02) per-skala 15.000 
14 Surat keterangan cu ti berasalin 20.000 
15 Akupuntur 50.000 
16 Rawat ienazah 300.000 

Jf1rc\~;~si 
. , -
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I 17 I Tarif rawat inap VIP I soo.ooo I 

S. Be,samya Tari! Pelayanan Persampahan/1 ebersihan sebagai berikut: 

No Jenis Retribusi Obiek tarif (Rnl 

1 Limbah Medis 60.000/bulan 

T. Besaran Tarif Pelayanan Parkir Khusus R: ;u Muhammad Ali Kasim : 

No Jenis Retribusi Obiek tarif (Rol 

7. 000 / setiap kali 
oarkir 

1.000/ 1 Jam 

1 B. Bus, Truk dan sejenisnya berikutnva 

15.000/ maksimal > 
3Jam 
15.000 Tarif lnao 
50.000/ tiket hilang 

5.000/Setiap kali 
parkir 

1.000/ 1 Jam 

2 A. Sedan,Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Se enisnya 
berikutnva 

10.000/ maksimal > 
3Jam 
10.000 Tarif Inap 
50.000/ tiket hilang 

2.000/ Setiap kali 
narkir 

1.000/ 1 Jam 

: 3 C. Sepeda Motor/Roda Dua berikutnva 

5.000/ maksi.mal > 3 
Jam 
5 .000 Tarif Inao 
2 5. 000 / tike t hilang 

a. Besaran Tarif Praktek. Penelitian dan Magar g 
1. lnstitusi Pendidikan Negeri/ Swasta 

Pendidikan Jasa sarana Pelavanan Tarif 
Mahasiswa D-3 per orang 

300.000 per unit kerja per 3 bulan 120.000 180.000 

Mahasiswa 0-4 per orang 400.000 
per unit keria oer 3 bulan 160.000 240.000 

Mahasiswa S 1 per orang per 350.000 unit kerja per 3 bulan 105.000 245.000 
-

Mahasiswa S2 per orang per 1.400.000 
unit kerja per 3 bulan 420.000 980.000 

2. Lemabaga kedinasan dan atau atas nama m,i badi neneliti 
Pendidikan Jasa saranan Pelavanan Tarif 

,:,clrav C<c-c .,.,.. ::,asi 
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Lem baga kedinasan dan 
600.000 900.000 1.500.000 

at.au at.as nama pribadi 

Mahasiswa S 1 per orang per 
200.000 300.000 500.000 

unit kerja per 3 bulan 

Mahasiswa S2 per orang per 
unit keria per 3 bulan 400.000 600.000 1.000.000 

b. Tarif studi banding per orang 
Pendidikan Jasa saranan Pelayanan Tarif 

Perhari / Orang 40 .1 00 60.000 100.000 

Per Dokumen 100.000 150.000 250. 000 

Per Narasumber 100.000 150.000 250.000 

Materei tam bahan / Unit 150.000 100.000 250.000 
Catatan: jasa pelayanana narasumber/pembt>ri bimbingan 100% diberikan 
kepada narasumber 

c. Tarif magang per orang / bulan untuk kary :1.wan / PNS 
Pendidikan Jasa saranap Pela ya nan Tarif 

Institusi Pendidikan Negeri 200.000 300.000 500.000 
-

Institusi Pendidikan Swasta 200.000 300.000 500.000 

RS Pemerintah 200.000 300.000 500.000 ----

Rs Swasta 200.000 300.000 500.000 I -- - ----

Institusi Pendidikan Ne~eri 200.000 300.000 500.000 

-
I 
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LAMPIF ~ II : QANUN KABUPATEN 

NOMOR 2 TAHUN 2024 

TANGGAL 5 JANUARI 2024 

TARIF RETRIBUSI PELAYJ LNAN KEBERSIHAN 

JE IS 
DASAR TARJF 

NO PEM lfNGUTA (Rp) 

I. RUMAH TANGGA Per bulan 5.000 

ll. INDUSTRI 

l. Pabrik Per buJan 300.000 

2. lndustri Rum.ah Tangga Per bulan 15.000 

Ill. PERUSAHAAN J ASA 

l. Penginapan 

a. Hotel Bintang Per bulan 250.000 

b. Hotel M.elati Per bulan 50.000 
Home Stay, Penginapan Remaja,Bumi 

25.000 
C. Perkemahan, Persinggahan Karavan Per bulan 

2. Ru.mah Makan 
a. Restoran Talam Kencana (A) Per bulan 200.000 

b. Taiam Selaka (B), Talaro Gangsa (C) Per bulan 100.000 
Non Talam (D), (E), Bar, Jasa 

50.000 
C. Boga/Katering Per bulan 

Warung, Kedai Makanan dan Minuman 
15.000 d. Penjual Makanan Keliling1PKL Per bulan 

3. Gedung Pertemuan Per bulan 50.000 

4. Tempat Hiburan 

a. Kelas Besar Per bulan 150.000 

b. Kelas Menengah Per bulan 50.000 

C. Kelas Kecil Per bulan 20.000 

5. Salon/Penjahit/Bengkel 
Pangkas Rambut, Salon Kecantikan, 
Tailor,dsb 

a. Besar Per bulan 30.000 

b. Kecil Per bulan 10.000 

6. Anclrntan/Travel 
Angkutan Jalan, Wisata, Taksi,Sewa, Trayek, 

20.000 dan Udara Per bulan 
I 

7. Finansial/Keuangan Per bulan 200.000 

i 8. JasaUmum 
Perbengkelan, Servis Persewaan Barang, Jas 1 

25.000 Konstruksi, Telekomwukasi dsb Per bulan 

9. Pergudangan 

Pergudan1rnn_ Cold Stroge, Warehouse, sdb Per bulan 150.000 

IO. Jasa Profesi 
Dokter, Dokte:r Hewan, Konsultan, 

20.000 Pengacara, Notaris, dsb Per bulan 

JV. PERDAGANGAN 

Pertokoan, Perkiosan, Perkantoran, dsb 

I . Kelas Besar Per bu.Ian 200.000 

2. Kelas Menengah Per bulan I 00.000 

--,~'.li~r! L ~ • ' •. ~ , . . -~ -



140 

3. Kelas Kecil Per bu Ian 15.000 

V. F ASILIT AS UMVM 

1. KESEHATAN 

a. Rumah Sakit (Sampah non medis) Per bulai1 200.000 

b. Balai Pengobatan, Klinik, Pelayanan 
Per bulan 50.000 

Kesehatan Hewan. 

2. PENDIDlKAN 
Sekolah, Pergurua.., Tinggi, Pondok 

50.000 
Pesantren Lemba2:a Pendidikan Khusus dsD Per bulan 

3. SOSIAL 

a. Taman Wisata Terminal Per bulan 50.000 

b. Keaiatan Pauu Sosial/Jomoo.dsb Per bulan 15.000 

4. BUDAYA 

Museum. Sejarah,dsb Per bulan 20.000 

5. EKONOMI 

a. Pasar Tradisional Per bulan 10.000 

b. Kios/Los/Pelataran Per bulan 10.000 

VI. USA HA JASA DAN PERUSAHAAN LAINNY 1 Per bulan 25 .000 

VII. fNSIDENTAL 
Kegiatau Hiburan, Kegiatan Olalu·aga dan 

250.000 
Ke2.iatan Keramaian yao.)l. lainnya Per Kegiatan 

VIII . KAW ASAN WISA TA (Salib Kasih/Geosite 
Per bulan l0.000 

Hutaainianll/dan seienisnva) 

IX. PENYEDOT AN KAKUS 
l. Untuk bangunan tempat tinggal Rumah 

Tangga, Rwnah Toko/Kedai, Rumah Makar Per tangki 250.000 
dao Temoat Da:gang 

..., 
Kantor Pemerintahan/Swasta Per tangki 500.000 .... 

,., 
.) . Hotel/Penginaoan (t\.1ess). Bioskop, Gudang Per tangki 400.000 

4 . Restoran, Pasar dan Terminal, Bangunan lai~ 
yang berfungsi sosial seperti Sekolab dan Per tangki 500.000 
Rumah Sakit I 
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LAMPI 

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN P 

NO JEN1S KE DARAA 

I. Sekali Parkir: 

2. 

Bus/truck sedan 

Bus/truk besar 

III : QANUN KABUPATEN 
NOMOR 2 TAHUN 2024 
TANGGAJ.J : 5 JANUARI 2024 

IR DI TEPI JALAN UMUM 

TARlF (Rp) 

2.000 

3.000 

3.000 

6.000 

10.000 

50.000 

100.000 

100.000 

180.000 

300.000 

LUES~ 
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LAMPI 

RETRIBUSI PELAY 

IV : QANUN KABUPATEN 
NOMOR 2 TAHON 2024 
TANGGAL : 5 JANUARI 2024 

STRUKTUR DAN TARIF RETRI USI PELAYANAN PASAR 

NO URAIAN TARIF(R 
1 Los 

• Luas lapak sampai dengan 4 m2 2.000/hari 

- Luas lapak > 4 m2 sampai dengan 8 m2 5.000/hari 

• Luas lapak > 8 m2 7.000/hari 

2 Pelataran 
- Luas lapak sampai dengan 2 m2 2.000/hari 
- Luas lapak > 2 m2 5.000/hari 

3 Khusus pedagang tidak retap (Luas Japak sampfi dengan 3 m2) 3.000/hari 

4 Balairung 150.000/hari 
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LAMPII ~NV: QANUN KABUPATEN 
NOMOR 2 TAHUN 2024 

TANGGAL 5 JANUARJ 2024 

I. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUS PELA.YANAN PA.SAR 

No LOKASI JENIS OBJEK RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI 

1. - Pasar Terpadu 
Buntul Tajuk a. Kios I Rp.3.000.000/tahun 

b. Los dengan li.ias 4 m2 Rp. 2.000 /hari 
C. Los dengan 1 uas > 4 m2 s/d Rp. 5.000 / hari 

8 m2 

d. Los dengan 1 uas > 8 m2 Rp. 7.000 /hari 

e. Pelataran / h~ Llaman pasar Rp. 2.000 /hari 
ukuran luas j4 M2 

f. Pelataran / hi laman pasar Rp. 5.000 / hari 
ukuran luas >4 M2 

g. Ruko Rp.6.000.000 / Tahun 
h. Laban /Tanah yang 

diatasnya b1ngunan 
15 

Rp.1 .500.000/ Tahun 
Pri badi ukurl 1 uas < 

M2 
1. Laban /Tana.ti yang di 

atasnya ban.1~nan Pribadi Rp.2.000.000/ Tahun 
ukuran luas 15 M2 s/d 20 
M2 

J. Lahan/Tana h yang di l 
atasnya bangunan pribadi 
ukuran luasl > 20 M2 

Rp.2.500.000 / Tahun 

k. Lapak bangtb.nan pri badi Rp. 2.000 / Hari 
ukuran luas 5 M2 

a. Kios Rp.2.000.000 / Tabun 

b. Los dengan uas 4 m2 Rp. 2 .000 /hari 
C. Los dengan luas > 4 m2 s / d Rp. 5.000 /hari 

8 m2 

2. - Pasar d. Los dengan uas > 8 m2 Rp. 7.000 / hari 
Kutapanjang 

Pelataran / h :1.laman pasar Rp. 2.000 /hari e . 
ukura n luas14 M2 

f. Pelataran / halaman pasar Rp. 5.000 / hari 
ukuran luas >4 M2 

a . Kios Rp.1.500.000 /tahun 
b. Los dengan luas 4 m2 Rp. 2.000 / hari 
c. Los dengan uas > 4 m2 s/d Rp. 5.000 /hari 

8 m2 

3. - Pasar Terangun d. Los dengan , uas > 8 m2 Rp. 7.000 / hari 

e. Pelataran/ h alaman pasar Rp. 2 .000 / hari 
ukuran lua~ 4 M2 

f. Pelataran/ h alaman pasar Rp. 5.000 / hari 
ukuran luai >4 M2 

Paraf Koordinasi 
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a. K.ios Rp. 600.000 / tahun 

- Pasar Gumpang b. Los dengan 1 !las 4 m 2 Rp. 2.000 / hari 
- Pasar Cinta Maju C. Los dengan 1 llas > 4 m2 s / d 
- Pasar Pining 8 m 2 

Rp. 5.000 / hari 

- Pasar Tripe Jaya d. Los dengan 1 uas > 8 m2 Rp. 7.000 / hari 
- Pasar Rikit Gaib 

Pelataran/ h c~aman pasar Rp. 2.000 / hari 
4 . Pasar Pantan e. -

ukuran luas ,4 M2 

Cuaca 
- Pasar Marpunge 
- Pasar Tongra f. Pelataran/ h~ Jaman pasar Rp. 5.000 / hari 

- Pasar Dabun ukuran luas >4 M2 

Gelang 

II. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSf. PASAR GROSIR, PERTOKOAN 
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LfNNYA 

No LOKASI JENIS OBJEK RE1'RIBUSI TARIF RETRIBUSI 

1. 
I 

a. K.ios I Rp.2 .000.000/ tahun 
- Pasar b . Los Rp. 2.000 / Ha ri 

Tebelang 
- Pasar C. Ruko bertingkat dipusat Rp.15.000.000/tahun 

Centong Kota Blangkeieren 
d. Gudang Tipe A Rp. 6.000.000/ tahun 
e. Gudang Tipe B Rp. 5.000.000/tahun 

- Stadion a. Lapak Tipe A Rp. 500. 000 / Kegiatan 
2 . Pa.cuan b. Lapak Tipe B Rp.400.000/ Kegiatan 

Kuda 
C. Lapak Tipe C Rp. 300.000 /Kegiatan 

Buntul 
Ne2e 

a . Pelataran / halaman un tuk Rp. 5.000 / hari 
3 . - Stadion penjual dasaran di dalam 

Seribu Stadion 
Bukit b. Penggunaanlok1 idi Rp. 2.000 / hari 

dalam Stadion u tuk 
pedagang kelilirn 

Tempat parkir kendi raan di 
4 . - Pasar dalam pasar 

Terpad.u a . Truk Rp. 10.000 /sekali parker 
Buntul 

b. Kendaraan roda • Rp. 5.000 / sekali parker Tajuk 
c. Sepeda motor, becak Rp . 2.000 / sekali pa rker 

d . Kenderaan Roda 4 Rp. 25.000 / Bulan 
Langgan perbulan 



145 

LAMPI ~ VI: QANUN KABUPATEN 
NOMOR 2 TAHUN 2024 
TANGGAL 5 JANUARI 2024 

STRUKTUR DAN TARIF RETRIB JSI TEMPAT PELELANGAN 

No LOKASI JENIS OBJEK RETRIBUSI 

1. - Gayo a. Tempat Pelelangan 

Lues 

T ARIF RETRIBUSI 

1. 5% (lima perseratus) dari harga 

lelang ikan, temak, hasil bumi 

danhasilhutan termasuk jasa 

pelelangan sert.a fasilitas lainnya 

ditempat pelelangan dengan 

mempedomani harga dasar ikan, 

ternak, hasil bumi dan hasil hutan 

termasuk jasapelelangan serta 

fasilitas lainnya di pasar 

tradisional di daerah. 

2. Rp.5000/hari. Bagi pedagang 

pengecer yang memanfaatkan 

fasilitas tempat pelelangan. 



l_ 

b. Hasil Bumi dan Hutan 

Non Kayu, Temak dan 

Ikan 

- Gula Merah 

Getah 

- Gonderukem 

(gambrosin) 

. Terpentin 

- Kopi 

KopiKering 

Kopi Gabah 

Kopi Gelondongan 

- Pinang 

- Kemiri 

. Jagung 

- Minyak Sere Wangi 

- Minyak Nilam 

- Jemang 

- Buah-buahan 

- Sapi/Kerbau 

- Kambing/Domba 

- Unggas 

· Ikan 
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. _ _ _ _L_ _____________ ---t _ _ _ ··- ·-·- · 

Rp. 150 / Kg 

Rp. 200 I Kg 

Rp. 150 / Kg 

Rp. 150 / Kg 

Rp. 250 / Kg 

Rp. 150 / Kg 

Rp. 250 / Kaleng 

Rp. 100 / Kg 

Rp. 100 / Kg 

Rp. 25 / Kg 

Rp. 500 / Kg 

Rp. 500 / Kg 

Rp. 500 / Kg 

Rp. 100 / Kg 

Rp. 100.000 / Ekor 

Rp.10.000 / Ekor 

Rp.10.000 / Ekor ! 
I 

-~p.10.000 / ~~-- j 
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LAMPI VII: QANUN KABUPATEN 
NOMOR 2 TAHUN 2024 
TANGGAL : 5 JANUARI 2024 

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PA IR DILUAR BADAN JALAN 

NO JENIS PELA YANAN TAlUF (Rp) 
Umum 

l. 
2. 

I 3. 

4. 
5. Bus/truk besar 

6. Alat Berat 

Khusus Kawasan Wisata dan Olabra a 

1. 

2. M 
3. Mobil Pribadi 

5. Bus/truk besar 

6. AJat Berat 
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LAMPI AN VIII : QANUN KABUPATEN 
NOMOR · :2 TAHUN 2024 
TANGGAL: 5 JANUAR1 202 4 

RETRJBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENt A ~INAPAN / PASANGGRAHAN / VIL 

Tarif masuk objek wisata dan kolam renane: 
Wisatawan Ro 2.000 orang 

Kendaraan roda d ua dan tiga Ro 5.000 Unit 

Mobil Ro 10.000 Unit 

Bus/Truk Ro 15.000 Unit 

Tarif sarana dan perlena:kapan permainan: 
Flying fox Ro 25.000 orang 

Tubing Ro 25.000 orang 

Ban/ oelam pung I Ro 5.000 orang 

Tikar kecil Ro 5.000 orang 
Tikar Sedang Ro 7.000 orang 
Tikar Besar Rp 10.000 orang 

Pondok Ro 15.000 Unit 
Toilet Ro 2.000 orang 

Tenda Ro 5.000 Unit 
Tenda Kemah kecil Ro 15.000 Urut/ hari 
Tenda Kemah sedang Ro 25.000 Unit/ha ri 
Tenda Kemah besar Ro 50.000 Unit/ hari 
Becak air Ro 15.000 Unit 
Kolam Renang Ro 5.000 orang 
Hammock Ro 15.000 Unit 

Panahan Rp 25.000 20 anak 
panah 

Air softgun 
Rp 50 peluru 
100.000 olastik 

Berkuda 

- Naik kuda untuk foto Rp 5.000 
orang/ sekali 
naik 

- Berkuda keliling lokasi Rp 50.000 orang/ 15 
menit 

ATV 
- ATV kecil (kapasitas 2 orang\ Ro 30.000 unit/ 15 menit 
- ATV besar (kapasitas 3-4 orane:l Ro 50.000 unit/ 15 menit 
Paralayang I 
-Tandem I Ro 400.000 Oran2. 
- Perorang Ro 250.000 Orang 
Perahu karet 
Rute Fa.milv I 
- Perorang Ro 50.000 oranQ' / S tasiun 

- Perperahu Rp 300.000 
perahu/ sekali 
ialan 

Rute Semi Profesional 
- Perorang Rp 75.000 orane / Stasiun 

- Perperahu Rp 450.000 perah u / sekali 
ialan 
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Rute Professional 
- Peroran 

- Perperahu 

Sewa harian 

Tarif Wisma/Penginapan/kios/kantin dan lahan 
milik emerintah: ___ _____ · · , - _ 

! Karnar u tarn a ~ --------·--- - - - ---- -- - -- - -----
' Kamar standar 
, Seluruh wisma secara keseluruhan 
l Lokasi perkemahan 

I Lokasi berjualan di tempa t terbuka 

· Da a n ason an kelilin 

R 100.000 oran Stasiun · 
R 600_000 perahu/sekali 

p I alan 
Rp 

2.000.000 
hari 

I 

~--] so~ ooO~ U~it/ Hari --l 
R 100.000 , Unit Hari 
R 300.000 I Unit Hari 

·t:-· R _5.000 Ora~}1ari _ 
meter 

Rp 1.000 ~h . erse 1 an -- - ---
R 2.000 Oran hari 

_ RJ? ... ~0 . .Q00 Un~/Jfori __ _ 



1 
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LAMPI IX : QANUN KABUPATEN 
NOMOR 2 TAHUN 2024 
TANGGAL : 5 JANUARI 2024 

RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PE OTONGAN HEWAN TERNAK 

PELAYANAN RUMAH POTON'G H 

PELAYAN HEWAN KELUAR DAE 

Bia a Pemeriksaan Kesehatan Hewan . Ternak 

TARIF 
R 

100. 000 Ekor 
50.000 Ekor 

SAPI/ KERBAU 
R 

100.000 Ekor 
50.000 Ekor 
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LAMPI X: QANUN KABUPATEN 
NOMOR 2 TAHUN 2024 
TANGGAL : 5 JANUARI 2024 

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREA I, PARlWISATA DAN SARANA 
I 

OLAHRAGA 

REKREASI, PERIWISATA 

Tarif masuk objek wisata dan kolam renang: 
Wisatawan Rp 2.000 orang 
Kendaraan roda dua dan tiga Rp 5 .000 Unit 
Mobil I Rp 10.000 Unit 
Bus/Truk Rp 15.000 Unit 
Tarif sarana dan perlenekapan permainan: 
Flying fox Rp 25.000 orang 
Tubing I Rp 25.000 orang 
Ban/ pelampung Rp 5.000 orang 

Tikar kecil Rp 5.000 orang 
Tikar Sedang Rp 7.000 orang 

Tikar Besar Rp 10.000 orang 

Pondok Rp 15.000 Unit 

Toilet Rp 2.000 orang 
Tenda Rp 5.000 Unit 
Tenda Kemah kecil Ro 15.000 Unit/hari 
Tenda Kemah sedang Rp 25.000 Unit/hari 
Tenda Kemah besar Rp 50.000 Unit/hari 
Becak air Rp 15.000 Unit 
Kolam Renang Rp 5.000 orang 
Hammock !~p 15.000 Unit --
Panahan Rp 25.000 

20 anak 
panah 

Air softgun Rp 100.000 50 peluru 
plastik 

Berkuda 

- Naik kuda untuk foto Rp 5.000 orang/ sekali 
naik 

- Berkuda keliling lokasi Rp 50.000 orang/ 15 
menil 

ATV 
- ATV kecil (kapasitas 2 orang) Rp 30.000 unit/ 15 menit 
- ATV besar (kapasitas 3-4 orang) Rp 50.000 unit/ 15 menit 
Paralavang 
- Tandem Rp 400.000 Orang 
- Perorang Rp 250.000 Orang 
Perahu karet 
Ru te Family 
- Perorang Rp 50.000 orani!/Stasiun 

- Perperahu Rp 300.000 perahu/ sekali 
jalan 

Rute Semi Prof esional 

?araf K,pordinasi 
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- Perorang Rp 75.000 orang/ Stasiun 

- Perperahu Rp 450.000 
perahu / sekali 

jalan 

Rute Professional 

- Perorang Rp 100.000 orang/ Stasiun 

- Perperahu Rp 600.000 
perahu/ sekali 

ja lan 

Sewa harian 
Rp 

hari 
2.000.000 

Tarif Wisma/Penginapan/ kios/kantin dan 11 han 

milik pemerintab: 

Kamar utama Rp 150.000 Unit/ Hari 

Kamar standar Rp 100.000 Unit/ Ha ri 

Selmuh wisma secara kescluruhan Rp 300.000 Unit/ Ha1i 
-

Lokasi perkemahan Rp 5 .000 Orang/ hari 

me ter 
Lokasi berjualan di tempat terbuka Rp 1.000 

persegi/ hari 

Dagang asongan keliling Rp 2 .000 Orang/ hari 

Kios milik pemerintah Rp 10.000 Unit/ Hari 

SARA.NA OLAHRAGA 

NO. JENIS SARAN A Tarif Ket 

PARKIR KOMPLEK STADION SERI BU 

1 BUKIT 

MOBIL RpS.000,00 

SEPEDA MOTOR Rp3.000,00 

FUTSAL KOMPLEK STADION SERI BU 
2 

BUKIT 

UMUM Rp. 60.000/ Jam 

SEKOLAH Rp. 40.000/ Jam 

PER-HARJ Rp. 200.000/Event 

3 GOR BLANGSERE 

UMUM Rp. 60.000/ Jam I I 

1 SEKOLAH Rp. 40.000/Jam 

PER-HARi Rp. 600.000/ Event 

Komersil Rp. 2.000.000/ Hari 

~ ':10,~i7s1 
V 
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4 
: LAPAN GAN SEPAK BOLA STADIO ~ 

SERIBU BUKIT 

Kegiatan diatas 10 Hari j Rp. 15.000.000/ Event , 

r
--+-----·------------ -,- 7-- - -- ·- - --·--- ·---· ·---·-- --

Rp. 
I 

I I Pertandingan 150.000/Pertandingan 
I -----------------------------' 
I I Rp. I 

I LAPANGAN VOLLY l00.000/ Pe1tandingan 

I l Rp. 

LAPANGAN BASK~_T ·- ---------1- ·-·- . ~?o·_~oo~-~e~nctu_igan 1 

LAPANGAN SENAM I Rp. 500.000/Kegiatan 



! 
I 

154 

LAMPI XI : QANUN KABUPATEN 
NOMOR 2 TAHUN 2024 
TANGGAL : 5 JANUAR1 2024 

RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODU SI USAHA PEMERINTAH DAERAH 

A. PRODUKSI BENIH IKAN DARI HASIL J IALAI BENIH IKAN (BBi) 

UKURAN (CM) 

NO JENIS IKAN 1-3 3-5 5-8 8-10 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 
I 

1. Ikan Mas 200 400 500 1.000 

2. lkan Nila 150 300 500 800 

3. lkan Lele 100 200 300 400 

4. Ikan Jurung 4 .000 8 .000 10.000 15.000 

5. Ikan Gurame 1.000 2 .000 3.000 4.000 

B. SENTRA KOPI DAN SENTRA GULA ~ EN 

NO JENIS RETRIBUSI 

I 
TARIF (Rp) 

1. J asa Roasting Setra Kopi I 15.000 / Kg 

2. Jasa Sentra Gula Aren 1.000/ Kg 

-

I 

~ (Irv p · _.ijdn .- - ·y LUES} J• -" "II n 
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1. 

2. 

3. 

4. 
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LAMP I RAN XII : QANUN KABUPATEN 

NOMOR 2 TAHUN 202 4 
4 TANGGAL : 5 JANUARI 202 

TARIF RETRIBUSI PEMAN F ~TAN ASET DAERAH 

JENIS RETRIBUSI OBJEK TARIF KETERANGAN 

Sewa Alat Pengendalian Dan Pengamanan Ltlu 
Lintas Rp. 100.000 Perha1i 

Rambu Keselamatan Pemakaian Jalan (Kerucut) 

Peralatan lainnya : 

a. Meja Bwidar 40.000 Perhari 

b. Sound Sytem (5 .000 s/d 20.000 watt) 2.000.000 Perhari 

c. Sound Sytem (21.000 s/d 30.000 watt) 5.000.000 Perhari 

d. Keyboard 1.000.000 Perhari 

e. Alat Band 7.000.000 Perhari 

f. Pengeras Suara 500.000 Perhari 

g. Kursi Lipat 5.000 Perhari 

h. Kursi Plastik 2.000 Perhari 

I. Kursi Chitose 6.000 Perhari 

J. Lighting Set 4.000.000 Perhari 

k. Gensel 85 kva 5.000.000 Perhari 

l. lnfocus 200.000 Perhari 

Bus Pemda : 

a. Pemerintahan 975.000 Perhari 

b. Kemasyarakatan 1.500.000 Perhari 

c. Orpol/Onnas 975.000 Perhari 

d. Keagamaan 900.000 Perhari 

Pemakaian alat-alat be:rat : 

a. Mesin Gilas : 

- 2 s/d 5 ton 200.000 Perhari 

- 6 s/d 10 ton 350.000 Perhari 

b. Excavator 1.900.000 Perhari 

c. Mobil Truk Torado 1.000.000 Perhari 

d. Becho Loader 1.200.000 Perhari 

e. Motor Greider 1.600.000 Perhari 

f. Bulldozer 2.200.000 Perhari 

g. Whell Loader 1.200 000 Perhari 

h. Excavator Mini 1.200.000 Perhari 

~araf Komdinasi 
-:;,;· q K\l 
V 



156 

i. Excavator Breaker 3.000.000 Perhari 

j. Bomag 1.600.000 Perhari 

5. Traktor : 

a. Biaya Pengolahan pertama 450.000 Per Hektar 

b. Biaya pengolahan kedua 430.000 Per Hektar 

c. Biaya pengolahan ketiga 460.000 Per Hektar 

6. Dump Truck 3-4 m3 (Pemakaian minimal 2 jam da n Perhari 
maksimal 8 jam/hari) 

300.000 

7. Videotron 

a. Videotron Outdoor 300.000 Perhari 

b. Videotron Indoor 300.000 Perhari 

8. Pemakaian Ged ung 
a. Bale Pendopo Bupati Perhari 

(Sofa, Kursi, Sound, Videotron, 2.000.000 
Listrik/ air dan Kebersihan) 

b. Bale Musara Perhari 
(Sofa, Kursi, Sound, Videotron, 2.500.000 
Listrik/ air dan Kebersihan) 

A. Stuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi P i,manfaatan Aset Daerah 

Tarif 

No. 
Jenis 

Jenis Pengujian Satuan Jumlah 
Pekerjaan Jasa Jasa 

Pengolahan P.enggunaan Tarif 

Data (Rp) Alat (Rp) 
/' 1 2 · 3 4 5 6 7=5+6 

1. Beton 
Mix Design 

Sampel 
Rp Rp Rp 

Beton 330.000 850.000 1. 180.000 

Kuat Tekan Rp Rp Rp 
Sampel 

Beton 15.000 25. 000 40.000 

Hammser Test Titik 
Rp Rp Rp 

3.000 13.000 16.000 

Slump Test Sampel 
Rp Rp Rp 

30.000 85.000 I 15.000 

2. Agregat 
Mix Design 

Sampel 
Rp Rp Rp 

LPA/LPB 375.000 1.000.000 1.375.000 

Sand Cone Titik 
Rp Rp Rp 

35.000 95.000 130.000 

CBR Lapangan Sampel 
Rp Rp Rp 

45.000 80.000 125.000 

3. Aspal Mix Design AC- Sampel Rp Rp Rp 

~ oor'.''qasi 

\1 / 
V 
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BC/ AC-WC 410.000 1.200.000 1.610.000 

Rp Rp Rp 
Sifat Fisik Aspal Sampel 

300.000 1.000.000 1.300.000 

Bengkel meam Rp Rp Rp 
Titik 

Beam 24.000 76.000 100.000 

Rp Rp Rp 
Extraction Test Sampel 

32.000 110.000 142.000 

Rp Rp Rp 
Marshall Test Sampe 

138.000 77.000 215.000 

Core Drill Titik 
Rp Rp Rp 

67.000 118.000 185.000 

Trial Mix AMP Sampe 
Rp Rp Rp 

520.000 1.395 .000 1.915.000 

Indeks Rp Rp Rp 
4. Tanah Sampe 

Properties 300.000 730 .000 1.030.000 I 
Enginering 

Sampe 
Rp Rp Rp 

Properties 450.000 1. 110.000 1.560.000 

DCP Titik 
Rp Rp Rp 

50.000 155.000 205.000 

Sondir Titik 
Rp Rp Rp 

400.000 1.067.000 1.467.000 

Hand Bor M 
Rp Rp Rp 

53.000 140.000 193.000 

Bor Mesin Ml Rp Rp Rp 

52.000 267 .000 3 19.000 

Test Pit M 
Rp Rp Rp 

33.000 125 .000 158.000 

I Rp Rp Rp 
Undes Tube Sampe[ 

37.000 112. 000 149.000 

SPT Samp<:1 
Rp Rp Rp 

36.000 109.000 145.000 

Teodolit Titik 
Rp Rp Rp 

405.000 1. 175 .000 1.580 .000 

Water Pass Titik 
Rp Rp Rp 

I 405.000 1.175.000 1.58 0 .000 

.?arar J<oordinasi 
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FAKTOR PENYESUAI SEWA 

No Bentuk Kelem bagaan 

1 Perorangan 

2 Kelompok Masyarakat 

3 Yayasan 

4 Koprasi 

5 Swasta 

6 BUMN 

7 BUMD 

a. 

' Bisnis 

100% 

100% 

158 

Je1lis Kegiatan Usaha Penyewa 7 
I b. fon 

: Bisbis 

40% 

I c. Pendidikan, Kesehatan, I 
Keagamaan dan Sosial 

10% I 

50%' ·-- - 10%-1 
I ., 

lOQo/o I 60% 10% 

100% 

100% 

-----
10% l 70% 

70% 30% 

100% 50% 30% 

100% 50% 30% 
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LAMPli ~ N XIII : QANUN KABUPATEN 

NOMOR 2 TAHUN 2024 

TANGGAL: 5 JANUARI 2024 

TARIF RETRIBUSI PERSETUJl AN BANGUNAN GEDUNG 

INDEKS TERINTEGRASl BAN GUN AN GEDUN1 i 

lndeks B t,bot lndeks 

Fungsi Fungsi Klasifikasi Par uneter Parameter Parameter 

(If) ~bp) (Ip) 

Fungsi Usaha Besar 0,7 Kompleksitas ),3 a. Sederhana I 

b. Tidak 2 

Sederhana 

Fungsi Usaha Permanensi 0,2 a. Non Permanen I 

(UMKM-Prototipe) 0,5 b Permanen 2 

Fungsi Hunian Ketinggian 0,5 *)Mengikuti Tabel *)Mengikut i 

a. < 100m2 dan 0, IS Koefisien Jumlah Tabel 

<2 Lantai Lantai 
Koefi sien 
Jumlah 
Lantai 

b. > 100m2 0,17 

dan >2 Lantai 

Fungsi Keagamaan 0 

Fungsi Khusus 1 

Sosial Budaya 0,3 Faktor Fm) a. Negara 0 
Kepemilikan 

Fungsi Ganda/Campuran b. Perorangan/Badan I 
Usaha 

a. Luas <500m2 0,6 

dan <2 lantai 

b. Luas >500 0,8 

m2 dan >2 lantai 

INDEKS DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI P ASARANA BANGUNAN GEDUNG 

HA.RGA 

RUSAK RUSAK 
SATUAN 

BERAT/PEKERJAA SEDANG/PEKERJAA 
RETRLBUSI 

PEMI ANGUA N KONSTRUKSI N KONS1RUKSI PRASARAN 

N 
JENIS PRASARANA 

N 3ARU SEBESAR65% SEBESAR 45% OARJ 
A 

13ANGUNAN SAllJAN 
0 DARJ BANUUNA.N BANGUNAN 

BA.NOUN:\ 

GEDUNG GEDUNG 
N GEDtJNt, 

(HS..,.) 

L Jcks lodek,; lndcks Rp 

I. 
Baogunan Gedung 

Fungsi 

a. Hunian .5 100m2 
ml 

dan < 2 Lantai 
I 0,325 0.225 5 45.J 

b. Hunian > 1 00m2 
ml 

dan > 2 Lantai I 0J25 0.225 7.959 

c. Usaha m2 J 0.325 0.225 25.452 

d. Usaha UMKM m2 I 0.325 0.225 18 180 

e. GHI1da/Campuran 
~ 500m2 don < 2 Lantai 

m2 1 0.325 0,225 21.816 

1i'araf Koor~inasi 
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Unit (luas 
maksimu 
m 10 m2

) 
225 000 npabiln 

16 lebih dari I 0.325 0.225 
sclcl>1hnya 

Konstruksi/iustalasi lnstalasi gardu I islrik 10 ai2 dJh1tun~ 

dikenakan 5 000/nl' 

biaya 
tambahan 
per m2 

Unit (luas 
m.iksimu 500.000/um 
111 10 m2

) t selebihn\'a 
lnstalasi apabila d1lutun~ 
arcaVpaneVkomunikasi/jarin w1it lebih . 

dari 10 m2 0.325 0,225 5.000/m· 
gan fiber optik dan untuk 
dibawab/diatas taruih dikenakan fiber opul,,. 

l>iaya 5.000/m 
tambahan 
per m2 

lnstalasi Pengolahan Air ml 
I 

Limbah Hunian 
I 0.325 0,225 100 000/m3 

lnstalasi Pengolahan Air ml 
Limbah Non Hunian 

0,325 0.225 250.000/m3 

Billbor.rd, papnn iklan, 
17 Konstruksi reklame 

baliho, umbul umbul. 
banner. poster, leaflet., 

m2 0,325 0.225 500 000 

brosur 

Papan -:-.lama/merk atau , 

I 0,325 0.225 250.000 
menen:pel di bnngunan 

m· 

18 Pondas1 mesin (diluar ml I 0,325 0.225 125 000 
bangunan] 

19 Konstruksi menarn Unit 0.325 0.225 50,000 000 
televisi (tinggi 

maksimal 
100111. 
selebihnya 
dihitung 
kel ipatann 
vn) 

20 
Konstruksi antena radio 

I komcrsil atau radio 
nmatir 
1) Standing tower 
dengan konstruksi 3-4 Ketinggian 25-50 m unit I 0,325 0,225 5.000.000 
kaki. 

Ketinggian 51-75 m unit I 0,325 0,225 7,500.000 

Kelinggian 76- 100 m unit I 0.325 0,225 10,000.000 

Kelinggian 101-1 25 m unit I 0,325 0,225 12 500 000 

Ketinggian 126-150 m unit II 0,325 0.225 15.000 000 

Kctinggian dintas 150 m unit I 0.325 0,225 25.000.000 

2) Sistem guy wire/ Kelinggian 0-50 m unit I 0,325 0,225 2.500 000 
bentang kawat: 

Ketinggian 51-75 m unit I 0.325 0.225 4 000.000 

Kelinggian 76-1 00 m unit I 0.325 0.225 5 000 000 

Ketinggian diatas 100 m 
unit I 0,325 0.225 10 000 000 

21 
Konstruksi antena 
(Menan1 I 0,325 0.225 
telekomunikasi) 

a. Menara bersama 
a) Ketinggian kurang dan unit I 0.325 0.225 30 000 000 
25 m 

b) Ketinggian 25-50 m unit I 0.325 0.225 85 000 000 

c) Ketinggian diatas 50 m unu I 0,325 0.225 135 000 00 
() 

--;;ir"'f , .. "'"'::'' ·n-

~q~l ·s 
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f. Ganda/Campuran > 
500m2 dllll > 2 Lanuu 

ml I 0,325 0,225 30.178 

g. Sosial-Budaya < 2 
Lantai 

mz I 0,325 0,225 10.908 

h. Sosial-Budaya > 2 mz I 0,325 0.225 ll.317 
Lantai 

i. Khusus ml I 0.325 0,225 36.360 

j . Agama ml I 0,325 0,225 0 

Pagar !: I m m I 0,325 0,225 3.000 

Pagar 1-2 m m I 0,325 0,225 6.000 

Pagar >2 m m 1 0.325 0.225 l0.000 

2. 
Konstruks1 pembatas/ 

Turap/Retaining wall/Batas penahan / pengaman ' I 0,325 0,225 7,000 
kaveling persil 

m· 

Tanggul/Retaining wall mz 
untuk Bendungan 

0,325 0,225 10.000 

Gapura ' 0.325 0.225 10 000 Konstruks1 penanda m· 
3. mosuk lokasi Gcrbang !02 0,325 0.225 10 000 

4. 
Konstruksi Perkerasan m2 0.325 0.225 10.000 

Lapangan 
Konstruksi Perkerasan 

5. Lapen, Hotmix, Aspal ml 0,325 0,225 9.000 
belOn 
Konstruksi perkerasan 

ml 6. grassblock/Comblock/P 0,325 0.225 -UOO 
aving 

7. Konstruksi penghubung Jembatan Titian ml 0,325 0,225 135.000 

Box cuJvert m2 0,325 0,225 25.000 

Konstruksi penghubung 
8. (Jembatan antar l02 0.325 0,225 45.000 

gedung) 
Konstruksi penghublll!g 

9. 
(jernbatan mz 0,325 0.22:i 270.000 
penyebrangan 
oran,!!/barang) 

IO 
Konstruksipenghubung 
(jembatan bawah ml l 0,325 0.225 135.000 
tanah/underpass) 

11 Konstruksi kolam/ Kolam rcnang mz 0,325 0.225 27.000 I reservoir bawoh tanah 

Kolam pcngolahan air 
I 

reservoir di bnwab tannh 
m2 0.325 0.225 27 000 

12 Konstruksi sepllc tank. ni I 0.325 0.225 13 ooo I 
sumur rcsapan 

13 Konstruksi mcnnra Mcnara reservoir Per 5 ml 1 0.325 0.22:i 450 000 

Ccrobong Asap Per 5 m3 1 0,325 0,225 450 000 

14 Konstruks1 menara al! Per 5 m3 1 0.325 0.225 450.000 

15 Konstruksi monumcn Tugu Unit I 0.325 0.225 500 000 

Patung Unit l 0,325 0.225 750.000 

Di dalam pcrsil Unit 1 0.325 0,225 
1,75 % dan 

RAB 

Di Juar persil Unit I 0,325 0,225 l ,75%dan 
RAB 

1 }araf Koqrdinasi 
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b. Menara mandiri 
a) Ketinggian kurang dan 

tmit I 0,325 0,225 30 000.000 
25 m 

b) Ketinggian 25-50 m unit I 0,325 0.225 85.000 000 

c) Ketingginn diat.os 50 m unit I 0,325 0.225 135.000.00 
0 

22 Kosuu.ksi Mcnara a) Ketinggian kurang dari unit I 0,325 0,225 10.000.000 
Distribusi Listrik 25 m 

b) Ketinggian 25-50 m unit I 0,325 0,225 25 000 000 

c) Ketinggian diatas 50 m unit I 0,325 0.225 35.000.000 

23 Tangki tnoam bahan Liter I 0.325 0.225 1.000 
bakar 

24 Pekerjaan l) Saluran Air Hunian I 0,325 0,225 2.000 
drainase/irigasi 

m 

2) Saluran Air Pembangkit 
Listrik (Waterway, Tunnel, m I 0.32.5 0,225 30.000 
Penstock) 

25 Koostruksi mJ I 0,325 0.225 5 000 Penyimpanan/silo 

fNDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN 

Jenis Pembangunan Indeks BG Terba D!!UO 

Bangunan Gedung Baru I 

Rehabilitasi/Renovasi Baru 
a. Sedang o,45 x 50% = o,ns 

b. Berat 0,65 X 50% = 0, 25 

Pelestarian/Pem ugaran 
a. Utama 0,30 X 50% = 0, 25 
b. Madya 0,45 X 50% = 0,225 
c. Pratama 0,65 X 50% = 0, 325 

p 




